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Oleh karena itu, melihat kepada sejauh pembentukan Tatib 
DPR dan berhadapan dengan situasi reformasi saat ini yang sangat 
menuntut peranan politik konstruktif bagi DPR dalam sistem politik, 
maka jelas diperlukan suatu konstruksi pengaturan Tatib yang benar - 
benar kondusif bagi pelaksanaan fungsi - fungsi DPR sebagai 
lembaga perwakilan rakyat secara maksimal.
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Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR sangat penting, demikian 
pentingnya, sehingga dalam setiap awal persidangan DPR, agend<7 at 
pertama yang dilakukan setelah terbentuknya Pimpinan sementara^^O 
DPR adalah menetapkan Tatib DPR. B*

Pengaturan detail atas berbagai hal yang menjadi kebutuhan 
prosedural dan tata kerja DPR di dalam Tatib DPR sudah tentu di 
tuntut untuk tidak menjadi perangkap bagi kemampuan DPR secara 
kelembagaan dan peran dan para anggota DPR sebagai wakil rakyat 
secara individual untuk berkreasi dalam memperkaya khasanah 
politik DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat secara riil.
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SAMBUTAN 
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

Puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Kuasa, atas diterbitkannya buku ini. Buku yang berjudul 
“KAJIAN TERHADAP PERATURAN TATA TERTIB DPR RI” ini 
merupakan hasil kajian dari peneliti di Sekretariat Jenderal DPR RI atas 
dukungan dan kerjasama dengan United Nations Developnient Prograriinie 
(UNDP).

Peraturan Tata Tertib DPR RI merupakan sebuah instrumen penting 
bagi anggota Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI, Melalui Peraturan 
Tata Tertib tersebut diatur bagaimana mekanisme dan tata cara 
persidangan. Mekanisme persidangan yang efektif, jelas, dan aspiratif 
akan bermuara pada lahirnya keputusan yang baik. Untuk itu demi 
menyempurnakan peraturan tata tertib DPR RI agar terwujud mekanisme 
dan tata cara persidangan yang dimaksud, perlu dilakukan sebuah kajian 
terhadap perubahan peraturan tata tertib DPR RI. Kajian ini dilakukan 
terhadap pelaksanaan tiga fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan 
pengawasan serta bagaimana DPR melalui alat-alat kelengkapannya 
melaksanakan ketiga fungsi konstitusionalnya.

Momentum penerbitan buku ini juga cukup tepat mengingat pada 
saat ini Dewan sedang membahas RUU tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Implikasi hadirnya UU baru yang 
mengatur susunan dan kedudukan DPR adalah adanya perubahan 
terhadap peraturan tata tertib DPR. Hal ini mengingat peraturan tata tertib 
merupakan penjabaran langsung dan ketentuan undang-undang tersebut.

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 
Anggota Dewan yang terhormat pada khususnya dan para pembaca pada 
umumnya.
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peran untuk melakukan perubahan terhadap Tatib DPR.
Dalam implementasinya, yang terjadi adalah bahwa Baleg, sebagai 

sebuah alat kelengkapan mempunyai kepentingan terhadap keberadaan 
dirinya sendiri. Hal ini dapat terlihat dari peran Baleg yang dibentuk 
sebagai sebuah law center DPR. Dimana, setiap RUU yang diajukan oleh 
anggota, Fraksi, maupun Komisi atau Gabungan Komisi harus dilakukan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Baleg. 
Kondisi ini bisa saja dipandang sebagai sebuah birokrasi baru di dalam 
DPR dalam fungsi legislasi. Kepentingan Baleg dalam Tatib DPR yang 
baru terlihat dari upaya memasukkan ketentuan mengenai tenaga ahli 
sekurang-kurangnya sebanyak 15 orang.

Membahas hal-hal yang sarat akan kepentingan politik dan 
kepentingan kelompok dalam waktu yang singkat, jelas akan 
menghasilkan suatu produk yang banyak cacatnya. Artinya, produk yang 
semacam ini akan menimbulkan banyak pertentangan di kalangan user 
(penggunanya). Itu sebabnya, Tatib DPR dipastikan akan sering mengalami 
perubahan. Jika perubahan itu disebabkan oleh tuntutan kebutuhan 
masyarakat, hal itu merupakan sesuatu yang wajar dan harus. Namun, 
bila tuntutan itu terjadi karena kepentingan kelompok tertentu, tentu 
yang dibuat rugi adalah masyarakat, karena dengan demikian, akan 
banyak waktu DPR yang tersita untuk membahas kepentingannya sendiri 
dan tentu akan banyak uang yang habis terbuang bukan untuk 
kepentingan rakyat. Apalagi pembahasan perubahan Tatib DPR tidak 
mengikutsertakan masyarakat dengan alasan Tatib DPR mengatur inter­
nal DPR.

Oleh karena itu, dengan melihat kepada beberapa permasalahan 
di atas, melalui penelitian ini, akan dilakukan analisis mengenai :

1. Bagaimana ketentuan politik dan sekaligus peraturan dalam 
hukum substantif yang mengatur mengenai DPR diterjemahkan 
di dalam Peraturan Tatib DPR?

2. Hal apa saja yang telah diatur dalam Peraturan Tatib DPR-Rl?
3. Apakah Peraturan Tatib DPR yang telah ada telah cukup memadai 

untuk dapat melaksanakan fungsi DPR dengan baik?
4. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Tatib selama ini, ditinjau dari 

aspek politis dan hukum?
5. Bagaimanakah solusi dalam kerangka upaya penyempurnaan lebih 

lanjut Peraturan Tatib untuk menjawab tuntutan aspirasi publik
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dalam kerangka menuju proses konsolidasi demokratisasi sistem 
politik nasional?

Metode penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Untuk 
mendapatkan data, penelitian terhadap Peraturan Tatih DPR RI 
dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, penelusuran literatur dan 
inventarisasi permasalahan dari berbagai sumber. Penelusuran literatur 
termasuk dengan melakukan perbandingan Peraturan Tatib yang ada di 
parlemen di negara lain. Kedua, diskusi/wawancara baik secara intern 
maupun ekstern dengan pihak-pihak terkait.

Selanjutnya dibuat berbagai matriks ataupun tabel terkait dengan 
Peraturan Tatib untuk dapat diidentifikasi permasalahannya. 
Permasalahan yang telah teridentifikasi dianalisis dan dihasilkan output 
berupa rekomendasi terhadap terhadap perubahan Peraturan Tatib DPR.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah:

a. Mengetahui bagaimana Peraturan Tatib DPR menerjemahkan 
peraturan dari hukum substantif dan kerangka sistem politik yang 
demokratis.

b. Memetakan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 
ketentuan dalam Peraturan Tatib DPR yang cenderung dapat 
menghambat pelaksanaan fungsi DPR dan memberikan dampak 
tertentu bagi jalannya pemerintahan secara keseluruhan?

c. Menemukan solusi atau alternatif penyelesaian masalah guna 
penyempurnaan Peraturan Tatib DPR sehingga dapat berimplikasi 
terhadap peningkatan kinerja DPR RI.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi pemikiran bagi anggota DPR RI melalui Baleg DPR dalam 
menyusun Rancangan Perubahan Peraturan Tatib DPR atau menjadi 
materi UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
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• Baca lebih lanjuttulisanJosephSchumpetef,Cop<fo/'sm,Soc/a/)5mandOemocracy(NewYork; Harper 
&BrothefS, 1947),hal.269. dibandingkan SamuelHuniingion, TbeThirdWaDemacratisationAt^imanT' 
University of OWahoma Press, 1991), hal. 7

Berbagai kecenderungan keberhasilan dan sebaliknya kegagalan 
transisi politik menuju proses konsolidasi demokrasi di setiap negara 
menunjukkan, bahwa ketentuan prosedural yang mengatur tata kerja 
lembaga-lembaga demokrasi bersangkutan mempunyai peranan sangat 
menentukan keberhasilan pencapaian tugas dan wewenang kelembagaan 
itu sendiri.

Procedural democracy is essentially a competition of parties in an 
electoral sistem. An electoral-based definition of democracy asswmes 
that process is at the core of its legirimacy. The electoral definition 
emerged where the purpose of estabUshing representative institM- 
tions was taken for granted. Those using tHis definition did not 
deem it a problem that corrupt elites miglit use electoral procedures 
to maintflin theinselves in power against the best interests of the 
people”^
Ketentuan prosedural ini sangat menentukan posisinya apakah 

dapat bersifat membuka ruang yang sangat berlebihan, mampu bersifat 
kondusif, atau sebaliknya justru membelenggu kerja lembaga atau individu 
yang terlibat di dalamnya dalam menjalankan peranannya sesuai dengan 
fungsi masing-masing.

Di dalam ilmu hukum berkembang teori fungsi dan teori organ. 
Dalam teori organ, negara dipandang sebagai suatu organisme. Lembaga- 
lembaga negara yang ada dalam suatu negara dikenal dengan alat 
perlengkapan negara (Die StaatsoTgane). Alat perlengkapan negara

«fiy BABU
KERANGKA PEMIKIRAN
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’ R. Kranenburg dalam A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara - Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang 
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita K (Disertasi Doktor. Universitas Indonesia, 
1990), hal. 99 dan 152.

dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Pelaksanaan fungsi- 
fungsi, seperti wetgeving (legislatif), uiwoering (eksekutif), dan rechtspraak 
(yudikatif), menentukan persyaratan yang berbeda-beda kepada organ- 
organ (badan-badan atau lembaga-lembaga) tersebut, sehubungan dengan 
kehidupan masyarakat yang intern dan ekstern.^ Berdasarkan pendapat 
ini, maka dapat ditafsirkan bahwa DPR sebagai salah satu alat 
perlengkapan negara dapat menjalankan fungsinya di bidang legislatif 
{wetgevin^ dapat mengatur sendiri aturan main yang mengikat lembaga 
ini sesuai dengan fungsinya di bidang legislatif. Pengaturan aturan yang 
mengikat DPR adalah dalam bentuk tata tertib DPR.

Bila dikaitkan pendapat Kranenburg dengan sistem hukum Indo­
nesia, maka sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan fungsi di 
bidang legislatif (wetgeving) sudah diatur dalam sejumlah peraturan 
perundang-undangan, dari tingkat UUD 1945 sampai dengan Peraturan 
Presiden. Bahkan dalam UU No 22 Tahun 2003 sudah disebutkan hal- 
hal apa saja yang akan diatur dalam Peraturan Tatib DPR Hanya 
sayangnya walaupun sistem hukum telah memberikan ruang untuk 
pengaturan lebih lanjut ke dalam Peraturan Tatib DPR, ternyata selama 
ini belum semua aturan dasar terimplementasi ke dalam Peraturan Tatib 
DPR. Di sisi lain ada beberapa peraturan dasar sudah terimplementasi di 
dalam Tatib, tapi dalam pelaksanannya masih mengalami hambatan, baik 
hambatan karena penafsiran aturan tersebut juga hambatan karena tidak 
jelasnya aturan dasar yang memerintahkannya.

Pasal 102 ayat (4) UU No 22 Tahun 2003 menyebutkan bahwa 
“Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- 
kurangnya meliputi tata cara:

a. pengucapan sumpah/janji;
b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. penyelenggaraan sidang/rapat;
e. pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang serta hak 

anggota/lembaga;
f. pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses
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10 Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, {Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal. 53.
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penggantian antar waktu;
g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban 

dalam alat-alat kelengkapan;
h. pembuatan keputusan;
i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
k. pelaksanaan hubungan kerja sekretariat dan pakar/ahli; dan
l. pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan 

lembaga.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas UU No 22 Tahun 2003 

sudah membatasi pengaturan Peraturan Tatib DPR terbatas kepada segi- 
segi yang bersifat formil/tata cara. Oleh sebab itu maka seharusnya 
Peraturan Tatib DPR mengatur 12 materi pokok yang diperintahkan oleh 
UU No 22 Tahun 2003.

Realisasi sebagian atau keseluruhan fungsi dan peranan badan 
perwakilan digerakkan oleh organisasi badan ini dan dijalankan dalam 
proses intern lembaga. Apabila struktur organisasi lembaga merupakan 
unsur pemeran, maka proses intern lembaga merupakan interaksi di 
antara struktur tersebut.^® Strukturalisasi parlemen intinya adalah 
pengelompokkan keseluruhan anggotanya. Komisi merupakan 
pengelompokan anggota secara fungsional, artinya dibentuk atas tugas- 
tugas tertentu dari lembaga.

Selanjutnya proses di dalam badan perwakilan yang merupakan 
interaksi dari seluruh struktur dalam menghadapi masalah serta mencari 
penyelesaiannya dalam bentuk keputusan lembaga sesuai dengan fungsi- 
fungsinya, berjalan menurut aturan yang disusun oleh lembaga itu sendiri 
dalam bentuk tata tertib. Langkah yang perlu diikuti setiap anggota, setiap 
kelompok, atau setiap struktur dalam memproses tugasnya ditentukan 
dalam Peraturan Tatib. Namun, argumentasi dan kekuatan akan 
menentukan arti kata tata tertib di dalam pelaksanaannya. Oleh karena 
itu, kemungkinan terjadinya perubahan pelaksanaan prosedur dari waktu 
ke waktu atau dari satu kasus ke kasus yang lain menjadi terbuka di setiap 
badan perwakilan. Hanya kesepakatan sebagian besar anggota akan 
penggunaan rasionalitas dalam menerjemahkan tata tertib ke dalam
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" Ibid.. hal. 55-56
« Seidman, Ann, Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang 

Demokratis. ELIPS, Jakarta, 2001, hal. 320.

tingkah lakulah yang dapat mendekatkan tata tertib kepada kenyataan 
sebagaimana adanya."

Sebagai sebuah Peraturan Tatib, sebagaimana sebuah peraturan 
perundang'Undangan, bahasa dari peraturan tersebut haruslah jelas. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Seidman, kejelasan dan ketelitian dalam 
penyusunan sebuah peraturan harus lebih spesifik. Untuk mencapai 
kespesifikan, penyusun peraturan harus memberikan perhatian khusus 
dalam menyusun rincian aturan ke dalam kalimat-kalimat dengan 
menggunakan kata-kata secara akurat.'^ Tanpa kejelasan, yang muncul 
adalah interpretasi yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan sesaat 
dan ini jelas tidak dapat dibenarkan.

Meskipun tata kerja dan prosedur pelaksanaan berbagai kegiatan 
dan lembaga yang dicakup oleh Peraturan Tatib masih bersifat normatif 
legal formal, atau tergantung pada sikap dan perilaku politik para politisi 
itu sendiri, tetapi ketentuan yang telah digariskannya akan sangat menjadi 
penting dalam tataran operasional. Hal ini disebabkan secara prosedural 
konstitusional, dengan mengacu pada aturan hukum yang lebih tinggi, 
Peraturan Tatib akan dapat menjadi panduan yang mengikat secara efektif 
bagi DPR secara kelembagaan dan para individu politisi serta berbagai 
hal yang menjadi sarana pendukung kinerjanya, dalam menjawab tuntutan 
publik mengenai peranan DPR agar benar-benar mampu menjawab 
sebagai lembaga perwakilan rakyat. Oleh sebab itu, kejelasan kalimat 
menjadi sesuatu yang harus.

Istilah keluarga sistem hukum {parent legal s^^stem) dapat 
dipersamakan dengan sistem-sistem hukum utama (majoT legal sistem) atau 
bahkan cukup ditulis sebagai keluarga hukum (legal family) saja. Di dunia 
ini biasanya dikemukakan ada tiga keluarga sistem hukum, yaitu (1) civil 
law System, (2) common laut system dan (3) socialist law system. Di luar ketiga 
keluarga ini, ada kategori lain-lain, yang biasanya disebut keluarga sistem 
hukum bertradisi campuran. Sistem civil law atau sistem hukum Eropa 
Kontinental banyak dipengaruhi oleh paham legisme yang mengatakan
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bahwa hanya hukum tertulislah yang berlaku sebagai hukum. Paham 
legisme ini lebih menekankan kepada kepastian hukum yang 
dilambangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk hitam atau putih 
daripada keadilan yang banyak tumbuh dan berkembang dalam hukum 
tak tertulis. Kelemahan sstem hukum Eropa Kontinental atau civil kiw 
System adalah bahwa hukum tertulis tidak mampu menampung semua 
perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang tidak 
tertulis.

Sistem common law atau system Anglo S<ixon yang banyak dianut di 
Inggris dan Amerika merupakan sistem hukum yang menganut aliran 
presdenten recRt atau hukum kebiasaan yang tak tertulis. Dalam sistem 
ini, hukum dibentuk melalui putusan hakim. Himpunan dari banyak 
putusan hakim tersebut pada akhirnya membentuk kumpulan hukum 
kebiasaan yang dituliskan. Artinya sistem hukum Anglo Saxon pun akhirnya 
juga mengandalkan hukum kebiasaan tertulis.

Secara teoritis komponen sistem hukum menurut Lawrence 
Friedmaan terdiri atas tiga komponen, pertama, legal substance (materi 
hukum), kedua, legal structure (struktur hukum), ketiga legal cuUure (budaya 
hukum). Legal substance diartikan sebagai materi hukum yang terdiri dari 
materi hukum tertulis, materi hukum tak tertulis dan materi hukum 
dari yurisprudensi. Legal structure merupakan sistem hukum yang berkaitan 
dengan law enforcement, dengan demikian legal structure mencakup semua 
kelembagaan hukum dalam rangka penegakan hukum. Legal structure 
merupakan budaya hukum yaitu sikap dan perilaku masyarakat terhadap 
hukum. Sikap dan perilaku ini terbentuk karena adanya proses 
pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat. Konsep sistem hukum yang diciptakan Lawrence Friedmann 
merupakan komponen subsistem hukum yang berhubungan satu sama 
lain membentuk sistem hukum, baik sistem hukum tertulis {civil law} 
maupun sistem hukum tak tertulis (common Lxw), baik sistem hukum publik 
maupun hukum privat.

Di antara madzab filsafat hukum tersebut, aliran positivisme hukum 
dan utilarianisme sangat mendominasi perjalanan sejarah hukum di In­
donesia. Kedua aliran ini memandang hukum sebagai produk politik. 
Jika positivisme hukum lebih mengandalkan kepastian hukum sebagai 
satu-satunya tujuan hukum, maka utilitarianisme menambahkannya 
dengan tujuan kemanfaatan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, 
dimensi keadilan dapat saja diabaikan. Kedua aliran ini mempunyai
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sejumlah kelemahan, oleh karena itu Mochtar Kusumaatmadja 
mengintroduksi Teori Hukum Pembangunan, yang diartikan bahwa 
hukum harus juga memperhatikan keberadaan hukum lainnya, seperti 
hukum adat dan hukum agama dan hukum harus menjadi sarana 
memperbaharui kehidupan.

Bila konsepsi sistem hukum ini dikaitkan dengan sistem hukum 
yang ada di Indonesia saat ini, maka sudah terjadi pencampuran sistem 
hukum yang ada di dunia saat ini. Di satu sisi bisa saja hal ini dapat 
dibenarkan sesuai dengan konsep hukum yang disepakati di Indonesia. 
Hal ini bisa kita lihat di konstitusi UUD 1945, yang ternyata banyak terjadi 
pencampuran sistem hukum, misalnya dalam hal pemberian 
pertimbangan DPR dalam hal pengangkatan duta. Konsepsi pemberian 
pertimbangan parlemen terhadap duta besar hanya dilakukan di beberapa 
negara yang menganut sistem Anglo Saxon, seperti di negara-negara yang 
berbasis kepada sistem parlementer.

Adanya penggabungan sistem hukum juga terjadi dalam peraturan 
Tatib DPR, hal ini sebagai konsekuensi dari hal senada telah diatur dalam 
peraturan yang lebih tinggi tingkatnya. Sehingga wajar saja dalam 
kerangka pemikiran sistem hukum bila dikaitkan dengan perbaikan atas 
peraturan Tatib DPR, maka perlu adanya pengaturan kembali terhadap 
hal tertentu disesuaikan dengan sistem hukum yang kita anut.

Hal lainnya yang juga saat ini berkembang dalam kerangka sistem 
hukum yaitu adanya keterbukaan dalam menata suatu sistem. Hal ini 
sejalan dengan era saat ini adanya demokratisasi yaitu usaha untuk 
mencapai demokrasi di suatu negara. Sehingga negara dituntut untuk 
melakukan good govemance dalam menata suatu sistem hukum. Hal ini 
juga menjadi keharusan dalam menata peraturan perundang-undangan 
termasuk peraturan Tatib DPR. Untuk itu dalam kerangka pembentukan 
suatu peraturan Tatib yang baik, maka semua prinsip yang ada dalam 
kerangka good govemance juga wajib dipertimbangkan, khususnya untuk 
mengatur segala sesuatu yang mengatur kepentingan DPR, perlu 
dipubliksikan kepada pemangku kepentingan, sehingga tidak ada hal 
negatif dalam peraturan Tatib DPR.
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Berkaitan dengan sorotan masyarakat terhadap kinerja DPR RI 
maka harus ada suatu ukuran atau kriteria yang dapat menjadi acuan 
dalam menilai kinerja tersebut. Sebelum menentukan kriteria yang dapat 
menjadi acuan dalam menilai kinerja maka harus diketahui terlebih 
dahulu mengenai konsep kata “peningkatan kinerja”.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 
keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 
target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 
dan telah disepakati bersama. Jika dilihat dari asal katanya, kata kinerja 
adalah terjemahan dari kata performance, yang menurut The ScTibner-Ban- 
tam EnglisH Distionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979), berasal 
dari akar kata “to perform* dengan beberapa ^'entries'* yaitu: (1) melakukan, 
menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); (2) memenuhi 
atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to discharge offitlfill; 
as vow); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to ex- 
ecute or complete an understaking); dan (4) melakukan sesuatu yang 
diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected ofa person or 
machine}.

Beberapa pengertian lain mengenai kinerja adalah sebagai berikut’^:
Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk 

pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang 
diminta. Kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang 
ada pada diri pekerja. Kinerja dipengaruhi oleh tujuan.

1. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. 
Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus 
memliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. 
Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif 
untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang 
apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

2. Kinerja merujuk kepada pencapaian tujuan karyawan atas tugas 
yang diberikan.

” VeithzaIRivaiAhmadFawziMB/PerformanceAppraisal' 200S, Rajagrafindo Persada dalam KINERJA: 
APA ITU? Mei 29th, 2007 bvsiafri mangkuorawira httpy/ronawajah.wordpfess.com/2007/05/29/kinerja-  
apa-itu/

httpy/ronawajah.wordpfess.com/2007/05/29/kinerja-apa-itu/
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’«------------- .Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Penerbit Balai Pustaka.

’* Kolonei CKU Drs, Anthon Simbolon. M.Si, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 
httpy/wvvw,mabesad.mil.id/anikel/artikel2/310504lakipl.htm

3. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam 
melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika 
tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.

4. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu 
tolok ukur kinerja individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan 
penilian kinerja individu, yakni: (a) tugas individu; (b) perilaku 
individu; dan (c) ciri individu.

5. Kinerja sebagai kualitas dan kuantitas dari pencapaian tugas-tugas, 
baik yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun perusahaan.

6. Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ahility 
(A), motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity 
(O), yaitu kinerja “ f (A x M x O). Artinya: kinerja merupakan 
fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan Dengan 
demikian, kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, 
motivasi dan kesempatan. Kesempatan kinerja adalah tingkat- 
tingkat kinerja yang tinggi yang sebagian merupakan fungsi dari 
tiadanya rintangan-ringtangan yang mengendalakan karyawan itu. 
Meskipun seorang individu mungkin bersedia dan mampu, bisa 
saja ada rintangan yang menjadi penghambat.
Kinerja artinya sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan.*^ 

Aktivitas kerja mencapai hasil; berkenaan dengan hasil yang dicapai; unjuk 
kerja; menghasilkan sesuatu; prestasi yang diperlihatkan. Kinerja 
Organisasi adalah sesuatu gambaran berkaitan dengan unjuk kerja 
mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 kinerja 
dimaknai sebagai suatu prestasi kerja. Kinerja Instansi pemerintah adalah 
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sehubungan dengan itu, kinerja adalah kesediaan seseorang atau 
kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan
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menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil 
seperti yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan performance sebagai kata 
benda (noun) di mana salah satu entrinya adalah hasil dari sesuatu 
pekerjaan (thing done\ pengertian performance atau kinerja adalah hasil 
kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 
perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 
dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar 
hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika.

Berdasarkan pengertian kinerja tersebut maka konsep kinerja DPR 
RI dapat diartikan sebagai berikut yaitu keberhasilan DPR RI dalam 
menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya sesuai dengan 
mekanisme kerjanya pada kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja DPR 
RI merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat 
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Ukuran kinerja DPR RI dapat 
merupakan ukuran yang objektif, yaitu kinerja pekerjaan yang dapat 
dibuktikan oleh masyarakat pemilihnya biasanya dalam bentuk 
kuantitatif. Selain itu dapat merupakan ukuran yang subyektif, yaitu 
penilaian yang didasarkan pada standar atau opini dari mereka yang 
melakukan penilaian dan tidak dapat dibuktikan oleh orang lain.

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tapi 
berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi 
oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena itu, 
menurut model partner-lawyer, kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi 
oleh faktor-faktor: (a) harapan mengenai imbalan; (b) dorongan; (c) 
kemampuan; kebutuhan dan sifat; (d) persepsi terhadap tugas; (e) imbalan 
internal dan eksternal; (f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan 
kerja. Dengan demikian, kinerja pada dasarnya ditentukan oleh tiga hal, 
yaitu: (1) kemampuan, (2) keinginan dan (3) lingkungan.

Peningkatan kinerja yang baik sangat tergantung pada pola 
manajemen kinerja. Dalam hal ini kinerja organisasi dibangun atas kinerja 
individu, kinerja tim, kinerja unit, dan kinerja institusi. Sedangkan hal- 
hal yang berpengaruh terhadap kinerja adalah perilaku individu, perilaku 
organisasi, struktur kelembagaan, aturan kelembagaan, sistem informasi 
dan sistem insentif yang memadai.

Pilihan pola managemen akan menentukan capaian hasil kerja, 
salah satu konsep yang mendasarkan pada hasil adalah ''Performance Based 
Management yaitu pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja
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melalui proses berkelanjutan, dengan cara menetapkan strategic perfor- 
mance objective, mengukur kinerja, mengumpulkan, menganalisa, me-re- 
view dan melaporkan data kinerja, serta menggunakannya untuk 
mendorong peningkatan kinerja.

Berkaitan dengan alur manajemen berbasis performance, di lembaga 
eksekutif terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres 
tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan 
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang 
diteupkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan 
kepada atasan masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai 
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala 
pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi 
pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP ini merupakan siklus 
pertanggungjawaban yang dimulai dari kegiatan: a) Penyusunan strategic 
planning; b) Perencanaan kinerja; c) Pengukuran kinerja; d) Penetapan 
kinerja; e) Evaluasi kinerja; dan e) Pelaporan informasi kinerja dalam 
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 
LAKIP menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 
melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Apabila mengacu pada sistem tersebut, maka bentuk sistem 
akuntabilitas kinerja DPR RI berupa penyusunan perencanaan strategi 
antara lain berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan 
DPR RI untuk lima tahun mendatang. Namun dapat diterjemahkan 
dalam penetapan prioritas rencana program tahunan.

Usaha mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan 
di atas perlu didukung dengan strategi umum, yang kemudian 
diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang diuraikan 
ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program 
tersebut. Strategi pembangunan DPR RI disusun dan disesuaikan dengan 
setiap bidang fungsi DPR RI yaitu: 1) Fungsi Legislasi, 2) Fungsi Anggaran 
dan 3) Fungsi Pengawasan.

Selain konsep kinerja, berkaitan dengan tuntutan transparansi 
dan akuntabilitas DPR maka perlu pula diketahui terlebih dahulu definisi
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dari kedua hal tersebut, yaitu: “Transparansi dimaknai sebagai membuka 
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 
jujur, dan tidak diskriminatif tentang segala hal yang berkaitan dengan 
kinerja Dewan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia negara”.

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan 
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja 
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi 
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta 
keterangan atau pertanggungjawaban”?^ Berkaitan dengan DPR RI 
sebagai lembaga negara pemegang kedaulatan rakyat maka akuntabilitas 
DPR RI dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI yang harus, dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara.

Tata tertib merupakan aturan lebih lanjut dari suatu peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya dan ruang lingkupnya 
terbatas pada suatu wilayah kekuasaan tertentu, misalnya berlaku di 
parlemen suatu negara. Sebagai suatu pengaturan lebih lanjut, maka 
pengaturan tata tertib DPR harus mempunyai dasar hukum hal apa saja 
yang akan diatur dalam peraturan tata tertib.

Dasar hukum utama (legal base) dari perlunya tatib dapat dilihat 
dalam Pasal 102 ayat (1) UU No 22 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa 
“Peraturan tata tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi , DPRD 
Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing lembaga dan berfungsi untuk 
memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/ 
lembaga”. Dalam Pasal 102 ayat (4) ditegaskan lagi bahwa “Peraturan 
tata tertib sekurang-kurangnya meliputi tatacara :

a. pengucapan sumpah/janji;
b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;

16 Kolonel CKU Drs. Anthon Simbolon, M.Si, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 
httpy/www.mabesad.mil.icl/artikel/artikei2/310504lakipl.htm

http://www.mabesad.mil.icl/artikel/artikei2/310504lakipl.htm
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d. penyelenggaraan sidang/rapat;
e. pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang serta hak 

anggota/lembaga;
f. pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses pergantian 

antar waktu;
g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat- 

alat kelengkapan;
h. pembuatan keputusan;
i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
k. pelaksanaan hubungan kerja secretariat dan pakar/ahli; dan
l. pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan 

lembaga.”
Tatib DPR merupakan aturan yang dijadikan pedoman dalam 

permusyawaratan di dalam DPR. Tatib berfungsi untuk memantapkan 
tata laksana lembaga DPR dalam rangka melaksanakan kehidupan 
kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945.*’

Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris **legislation* yang berarti 
perundang-undangan atau pembuatan undang-undang, dengan kata kerja 
“to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang.*® 
Dengan demikian fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang. 
Fungsi legislasi DPR menurut Penjelasan Pasal 25 UU No 22 Tahun 2002 
yaitu “fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden 
untuk mendapat persetujuan bersama”.

Selanjutnya, undang-undang sendiri biasanya dibedakan menjadi 
dua, yaitu undang-undang dalam arti formil (wet informele zin) dan undang- 
undang dalam arti materiil (wet in materiele tin). Dalam arti materiil, 
pengertian undang-undang adalah meliputi semua bentuk peraturan

AAOka Mahendra/Perlukah Peraturan Tata Tertib DPR Disempurnakan' Suara Karya 22-23 Agustus 
1989. Pendapat Oka Mahendra juga dibenarkan oleh Ibrahim Ambong yang memandang tatib, 
mengharuskan anggota DPR menjadi salah satu fraksi yang ada di DPR, lihat Ibrahim Ambong, op.cit., 
hal 92.

’• John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesia Diaionary, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 353.
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Soehino, Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan^ Edisi Kedua, Cetakan Pertama, 
{Yogyakarta: Liberty, 1990), 16. Jadi menurut Soehino dari pengertian tersebut tidak terikat oleh bentuk 
dan siapa yang membentuknya. Undang-Undang dalam pengertian materiil ini dapat disebut pula 
dengan istilah peraturan perundangan, jadi meliputi peraturan yang mempunyai tingkat paling tinggi, 
yaitu Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan yang tingkatnya paling rendah. Hal ini sama 
dengan yang dikemukakan oleh Bagir Manan yang mendefinisikan undang-undang dalam arti materiil 
sebagai setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan 
tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bagir Manan, Op. cit., 3.
Soehino, tbid, Bandingkan dengan rumusan Bagir Manan, Op.Cit. 4, yang menyebutkan bahwa 
undang-undang adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan 
eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum. Bagir 
Manan dalam pengertian ini telah menyebut secara eksplisit'kerjasama antara pemegang kekuasaan 
eksekutif dan legislatif’ sedangkan Soehino menyebutnya'Badan Pembentuk Undang-undang' 
Pemahaman tersebut diambil dari teks UUD 1945 sebelum perubahan. Lihat Hamid S. Attamimi,'Peranan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi 
Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita l-Pelita 
IV* (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 1990), 199.

• Kerangka Pemikiran 
perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang dan 
mempunyai kekuatan mengikat?’ Sedangkan dalam arti formal, 
pengertian undang-undang hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan 
tertentu, yaitu bentuk peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembuat 
Undang-undang menurut tata cara yang telah ditentukan, dituangkan 
dalam bentuk yang telah ditentukan serta diundangkan sebagaimana 
mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut dengan undang-undang.“ 

Hamid Attamimi memberikan pemahaman tentang undang- 
undang, bahwa ‘undang-undang’ dalam pengertian teknis ketatanegaraan 
Indonesia ialah produk yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan dengan 
persetujuan DPR.^’ Berdasarkan hal tersebut, maka tepat apabila wet in 
formele zin dipersamakan dengan undang-undang, sementara wet in 
materiele zin di negeri Belanda mempunyai arti khusus, karena bukan 
hanya hasil bentukan Regering dan Staten^Generaal, melainkan dapat juga 
merupakan produk yang dibentuk oleh pembentuk peraturan yang lebih 
rendah, seperti Raja, Menteri, dan lain-lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulisan dalam kajian 
ini sangat erat kaitannya dengan wet in formele zin, atau undang-undang 
dalam arti formal atau undang-undang. Dalam arti formal, maka 
pembentukan undang-undang terkait dengan badan pembentuknya dan 
prosedur pembentukannya.
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Secara umum badan pembentuk undang-undang dikenal dengan 
istilah badan legislatif (legisUtive). Hal ini mengacu pada prinsip pembagian 
kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqueiu yang membagi tiga 
cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun pada 
perkembangannya prinsip ini tidak selalu diterapkan secara murni, karena 
pada beberapa negara badan pembentuk undang-undang, tidak hanya 
merupakan kekuasaan badan legislatif, namun dapat juga meliputi 
kekuasaan eksekutif atau hasil kerjasama antara eksekutif dan legislatif.

Banyak pihak beranggapan bahwa dengan telah dilakukan 
perubahan pada Pasal 20 ayat (1) dari Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 
sebelumnya, maka fungsi legislatif telah dikembalikan kepada DPR dan 
telah terjadi pemisahan kekuasaan dari UUD 1945 sebelumnya yang 
memberikan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada Presiden. 
Padahal apabila lebih dicermati justru Presiden lebih memiliki kekuasaan 
berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 sekarang dibandingkan sebelumnya.

Pada DPR era reformasi Pasal 20 UUD 1945 menyatakan “Setiap 
rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama”. UUD 1945 sebelumnya tidak pernah 
menyebutkan bahwa RUU harus dibahas DPR dan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama. UUD 1945 sebelum perubahan hanya 
menyebutkan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan 
DPR. Tidak ada keharusan Presiden ikut serta dalam pembahasan di 
DPR apalagi memberikan persetujuannya. Jadi kekuasaan merhbentuk 
undang-undang oleh Presiden berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sebenarnya 
harus dibaca satu nafas dengan kata-kata berikutnya “dengan persetujuan 
DPR”. Kekuasaan itu tidak ada artinya kalau DPR tidak memberikan 
persetujuannya. Permasalahan yang terjadi selama berlakunya UUD 1945 
sebenarnya hanya permasalahan dalam praktek akibat dominasi eksekutif 
dan lemahnya legislatif.

Mekanisme pembentukan undang-undang tersebut tetap 
berlangsung sampai sekarang, meskipun masa Orde Lama telah berganti 
dengan Orde Baru dan Orde Reformasi, hanya dengan beberapa 
perubahan menyangkut tingkat pembicaraan. Pada prinsipnya tetap sama, 
bahwa pembahasan dilakukan bersama-sama dengan Menteri pada rapat 
Komisi dan sedapat mungkin telah dicapai kata sepakat di dalam Komisi



D.2. Proses Pembuatan Undang-Undang

27

Pembuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang 
berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang 
paling utama. Kegiatan dari badan tersebut disebut sebagai kegiatan 
perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan 
lagi keabsahannya (ipso jure). Dari beberapa definisi yang dikemukakan 
oleh para ahli, pengertian peraturan perundang-undangan pada 
dasarnya adalah aturan hukum tertulis yang dibuat lembaga yang 
berwenang melalui mekanisme tertentu dan bersifat mengikat umum.

Prof. Padmo Wahyono merinci proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut:

1. Proses yang mengawali pembentukan undang-undang
2. Proses pembentukannya sendiri
3. Proses setelah pembentukannya

Disadari bahwa proses pembentukan undang-undang seyogyanya 
diartikan dalam jangkauan yang lebih luas mulai dari penelitian,
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(atau alat kelengkapan), sehingga di dalam rapat paripurna tidak perlu 
ada perdebatan.

Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk berdasarkan 
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (UUD 1945) adalah Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan 
mengenai DPD ditempatkan di dalam satu Bab tersendiri, yaitu Bab VlIA 
yang terdiri dari 2 (dua) Pasal, Pasal 22C dan Pasal 22DUUD 1945. Pasal 
22D UUD 1945 mengatur mengenai kewenangan DPD. Kewenangan 
DPD yang diatur di dalam UUD 1945 yang terkait dengan fungsi legislasi 
DPR adalah:

“Mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah; ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi 
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, serta keuangan pusat dan daerah; memberikan 
pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan 
dengan pajak, pendidikan, dan agama”.
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Era reformasi pasca tahun 1998 telah menghasilkan sejumlah 
perubahan sangat fundamental dalam kehidupan kenegaraan. Hal yang 
sangat mendasar atas kenyataan tersebut, adalah dilakukannya perubahan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan perubahan kedua UUD 1945, ditegaskan pada Pasal 20 A 
bahwa: “(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi 
anggaran, dan fungsi pengawasan; (2) Dalam melaksanakan fungsinya,

« M. Saleh Baharis. 'Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nasional yang telah 
berlangsung hingga kini*, Majalah Hukum BPHN No 2Tahun 1996, hal 23

pengkajian, sampai dengan pengundangannya. Pemahaman semacam ini 
memungkinkan pengamatan pembentukan sebagai satu kesatuan yang 
bulat dan utuh dengan melihat keseluruhan tahap perkembangan menuju 
pembentukan undang-undang, bahkan tahap-tahap berikut yang selalu 
terkait yaitu penerapan, evaluasi atau mungkin sampai tahap pengujian.^^ 

Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, 
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, 
pengundangan, dan penyebarluasan. Tahapan-tahapan tersebut dalam 
pembuatan undang-undang adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (prolegnas)
b. Persiapan (penyusunan naskah akademik)
c. Perumusan (drafting stage)
d. Pembahasan (Tahapan di DPR)
e. Pengesahan (Penandatanganan Presiden atau berlaku otomatis)
f. Pengundangan (Menteri Hukum dan HAM)
g. Penyebarluasan.

Proses berdasarkan undang-undang tersebut sesungguhnya 
terdapat kekurangan, misalnya mengenai teknik penyusunan bukan 
merupakan rangkaian dari proses, melainkan bagian dari perumusan. 
Selanjutnya penyebarluasan diperlukan tidak hanya setelah RUU 
diundangkan menjadi UU (dalam arti sosialisasi), melainkan memerlukan 
pula tahapan penyerapan aspirasi masyarakat, baik pada tahap sebelum 
pembahasan maupun ketika berlangsung pembahasan.
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selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, 
Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan 
hak menyatakan pendapat; (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal 
lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 
pendapat, serta hak imunitas; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak 
Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
diatur dalam undang-undang.”^’

Sejak pernyataan berhenti Soeharto dan diangkatnya BJ Habibie 
sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, penampilan politik DPR 
jauh lebih semarak dibandingkan DPR di dalam periode keanggotaannya 
sebelumnya, terutama ketika dibandingkan DPR masa Orde Baru. Setelah 
periode keanggotaan DPR hasil Pemilu 1999, perwakilan politik TNI/ 
Polri mengalami pengurangan jumlah anggotanya yang berlangsung 
secara signifikan dan setelah Pemilu 2004 keanggotaan DPR sepenuhnya 
adalah tidak lagi ada yang berdasarkan jalur pengangkatan.^* Dengan 
hadirnya performance politik DPR yang sepenuhnya berlandaskan pilihan 
rakyat dalam Pemilu, seharusnya peranan politiknya dalam konteks 
demokrasi juga mengalami peningkatan yang sangat berarti. Tetapi pada 
kenyataannya, anggapan normatif demikian tidak terjadi secara otomatis, 
karena berbagai hal berlangsung dalam skala yang sangat luas dan 
mempengaruhi kemampuan artikulatif DPR agar dapat berjalan secara 
konstruktif bagi sistem politik.

Dengan konstruksi kenegaraan yang memberikan serangkaian 
kewenangan bagi DPR dalam menjalankan berbagai peranan politiknya, 
termasuk di antaranya adalah mengenai fungsi pengawasan, penilaian 
publik atas hubungan antar kelembagaan negara mengalami perubahan. 
Penilaian ini beranjak pada anggapan bahwa telah terjadi pergeseran 
dalam poros kekuasaan yaitu dari pihak eksekutif yang sangat dominan 
dimasa sebelumnya kepada pihak legislatif setelah terjadi perubahan

“ Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ditetapkan pada tanggal 18 Agutus tahun 2000. 
Selama beberapa periode keanggotaan DPR, TNI/Polri mendapat alokasi kursi cukup besar melalui 
jalur pengangkatan. Dimasa Orde Baru, ketika TNI/Polri masih bergabung dalam ABRI, pernah 
mendapat jatah sangat besar, yaitu 100 kursi DPR, yaitu pada periode 1992-1997. Pada periode 
berikutnya, 1997-1999, Fraksi ABRI di DPR memiliki 75 kursi. Dalam periode keanggotaan 1999-2004, 
TNI/Polri menjadi sebuah fraksi baik di DPR maupun MPR dengan 38 kursi saja. Baru pada Sidang 
Umum MPR 2000, keluarlah Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peranan TNI dan Polri. Pada Pasal 
5 Tap itu menyebutkan bahwa anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan dipilihnya
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konstitusi. Kebebasan politik berorganisasi dan berekspresi yang 
melahirkan berbagai partai dalam jumlah besar, juga menyebabkan 
komposisi latar belakang dan peu politik fraksi di DPR juga mengalami 
perluasan konfigurasi dan jumlahnya. Melalui konfigurasi demikian 
kompleks, maka pemerintah tidak dapat lagi secara sepihak memaksakan 
kehendak politik atau dalam melahirkan kebijakan-kebijakannya.

Salah satu hal yang menjadi muatan dalam perubahan anggapan 
publik di atas, adalah mengenai kesan terjadinya dominasi penggunaan 
fungsi pengawasan dibandingkan pelaksanaan fungsi legislasi dan 
penetapan anggaran negara yang bersifat substansial. Kesan ini tentu 
mengundang polemik mengenai validitas kebenarannya terkait dengan 
data-data yang ada, dan kadangkala dijadikan otokritik bagi DPR sendiri 
dalam memperbaiki kinerjanya agar memperoleh penilaian lebih positif 
dari publik.

Kuatnya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, kadangkala 
dinilai sebagai suatu hal yang menghambat efektivitas kerja pemerintahan 
dalam menjalankan fungsinya di tataran eksekutif. Dengan konstruksi 
UUD 1945 yang menggunakan sistem pemerintahan adalah presidensil, 
jelas bahwa Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen^^ J^n 
berkedudukan sangat kuat dalam kehidupan kenegaraan. Meskipun di 
sisi lainpun, Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, sebagaimana 
dimungkinkan untuk dilakukan dalam sistem pemerintahan parlementer. 
Padal 17 UUD 1945, sebagai hasil perubahan pertama dan ketiga, jelas 
menunjukkan penggunaan sistem presidensil, yaitu sebagai berikut: “(1) 
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3) Setiap menteri membidangi 
urusan tertentu dalam pemerintahan; (4) Pembentukan, pengubahan,

” Kecuali dengan alasan hukum, yang itupun juga sulit dilakukan karena harus melalui.pengajuan 
usulannya dalam rangka memperoleh pendapat dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan diajukan oleh 
DPR kepada MPR tentang kemungkinan penyelenggaraan Sidang MPR untuk membahas usulan ini. 
Prosedur pengajuan dan mekanisme politik dalam rangka memperoleh keabsahan pelaksanaan 
semacam impeachment bagi pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, dapat dibaca di Pasal 7 B 
UUD 1945. Kesulitan di MPR adalah, persyaratan untuk sidang dan pengambilan keputusannya sangat 
berat, yaitu melalui forum rapat paripurna Majelis yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya %dari jumlah 
anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden 
dan Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna MPR. Adapun 
alsaan hukum itu adalah, pendapat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa 
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan 
tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
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dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”^^ 
Dengan konstruksi demikian, sebenarnya kekhawatiran atas terbenturnya 
Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan kenegaraan dianggap 
kurang beralasan. Tetapi dilain pihak, dengan komposisi fraksi yang 
beragam dan kekuatan politik Presiden yang dapat berbeda dengan pihak 
pemegang kursi mayoritas di DPR, maka ketergantungan eksekutif 
kepada DPR dapat terbuka peluang untuk direalisasikan.

Munculnya kepemimpinan pemerintahan dibawah Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai hasil pertama kali dalam sejarah 
dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu tahun 2004, juga tidak terlepas 
dari tarik menarik politik parlemen, terkait fungsi pengawasan yang 
dilakukan oleh DPR. Dengan legitimasi politik yang sangat kuat, Presiden 
ternyata terkesan masih tergantung pada dukungan politik dari kekuatan 
fraksi di parlemen dalam menjalankan berbagai kebijakannya. Kesan ini 
sangat terekam kuat terutama ketika Presiden mulai berhadapan dengan 
gejala mulai menguatnya usulan dari para anggota DPR dalam rangka 
menggunakan hak-hak politik kelembagaan DPR yang terkait dengan 
pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dinilai telah terjadi distorsi dalam praktek ketatanegaraan yang 
dihadapi dalam realitas sehari-hari dengan amanat konstitusi yang 
menetapkan sistem pemerintahan yang dianut berdasarkan 
kepemimpinan eksekutif ditangan Presiden. Distorsi itu telah 
mengundang pemikiran agar dilakukan penataan ulang atas kelembagaan 
suprastruktur dan infrastruktur politik dalam rangka membentuk sistem 
pemerintahan yang dapat berfungsi menjalankan tugas dan wewenangnya 
secara efektif. Momentum perubahan Undang-Undang menyangkut 
partai politik, susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, 
pemilu legislatif, pemilu Presiden/Wakil Presiden, dan bahkan revisi 
Undang-Undang menyangkut Pemerintahan Daerah, sangat 
menunjukkan pemikiran tersebut.

Dalam rangka menata ulang kelembagaan dimaksud, proses politik 
yang harus ditempuh tidak saja berkaitan dengan fungsi legislasi yang 
dijalan di tingkat undang-undang, tetapi lebih daripada itu, karena juga

* Hingga saat tulisan ini ditulis, Pansus yang dibentuk oleh DPR dan bertugas untuk membahas usul 
inisiatif DPR bersama pemerintah terhadap RUU Kementerian Negara, belum selesai proses proses 
pembicaraannya
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berkaitan dengan aturan di bawahnya. Aturan yang sangat menentukan, 
adalah keberadaan Peraturan Tata Tertib. Ketentuan ini tidak saja 
memuat prosedur administratif persidangan dan alat kelengkapan, tetapi 
juga tidak jarang memuat hahhal bermakna substansial secara politis. 
Sehingga, keberadaan Peraturan Tata Tertib DPR jelas mempunyai 
konsekuensi tertentu terhadap hubungan legislatif dengan lembaga negara 
lainnya, terutama menyangkut hubungan DPR dengan pihak eksekutif.

Andrew Ellis, menguraikan bahwa sistem pemerintahan presidensial 
secara umum memiliki 3 karakteristik.^’ Pertama, Presiden dipilih untuk 
suatu periode yang sudah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada UUD, 
tidak kepada badan legislatif; Presiden tidak dapat diturunkan di tengah 
jalan oleh mosi tidak percaya lembaga legislatif, melainkan hanya oleh 
proses impedcRment karena telah melanggar konstitusi atau melanggar 
sumpah jabatan. Kedua, Presiden dalam sistem Presidensial dipilih secara 
umum, baik secara langsung atau melalui suatu badan pemilihan (elec- 
toral college, seperti halnya di Amerika Serikat). Sementara itu, Perdana 
Menteri dipilih oleh badan legislatif. Ketiga, Presiden adalah kepala 
eksekutif tunggal, sementara kabinet parlementer merupakan eksekutif 
kolektif.

Pelaksanaan sistem semi presidensial secara khusus dapat sangat 
menyulitkan, jika presiden dan pendukung-pendukungnya tidak memiliki 
suara mayoritas di dalam badan legislatif. Pengalaman di Perancis telah 
menunjukkan bahwa sistem itu dapat berfungsi sebagai suatu sistem 
presidensial ketika Presiden dan Perdana Menteri berasal dari partai yang 
sama. Namun, akan lebih merupakan suatu sistem parlementer, jika 
Presiden dan Perdana Menteri berasal dari partai yang berseberangan, 
dan Perdana Menteri menguasai mayoritas di dalam lembaga legislatif 
(yang tanpa itu pemerintah tidak akan dapat bertahan): peran presiden 
sangat dikurangi dan dibatasi terutama hanya pada masalah-masalah 
internasional. Konflik yang pernah berlangsung antara Presiden dan 
Parlemen di Taiwan, di mana untuk pertama kali Presiden dipilih langsung 
mendapatkan partai-partai yang menetang kebijakannya mampu 
menguasai mayoritas di dalam badan legislatif, merupakan suatu ujian 
kuat tidaknya konstitusi di bawah tekanan.’®

Andrew Ellis 'Pembahasan Undang-Undang Dasar Indonesia; Program Jangka Pendek. Pembahasan 
Jangka Panjang, dan Struktur yang Unik’ (dalam Panduan Parlemen Indonesia. Yayasan API, 2001) 

» Ibid.
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Dalam praktek pemerintahan sehari-hari, sangat kental terjadi 
kombinasi dalam masing-masing unsur pemerintahan, yaitu antara 
presidensial dan parlementer. Atau, apa yang oleh Arend Lipjhart, disebut 
sebagai hybrid forms of govemmentJ^ Di antara masing-masing unsur yang 
dikombinasikan pada sistem pemerintahan tersebut, tidak sedikit yang 
melahirkan terhadap apa yang disebut sebagai sistem semi presidensial. 
Sistem tersebut melahirkan berbagai karakteristik dalam upaya 
pemerintahan dapat bertahan sesuai dengan prinsip kurun waktu jabatan 
yang diembannya secara pasti. Sehingga, Mathew Soberg Shugart dan 
Scot Mainwaring pernah menyebut bahwa: **presidentialism can be defined 
in terms of two Basic: characteristics: "separate origin (separate popular elec- 
tions), and separate survivaV* (fixed terms of office hoth president and legisla- 
ture). According to the second criterion, the proposal of the Committee on the 
CoTxstitutional System and the new Israeli sistem would clearly not tjualify as 
presidential, but neither would be the FrencR FiftK Re^ublic: because the Na­
tional Assembly can be dissoked prematurely. Moreover, a fixed term of office for 
the legislature can also be a characteristic of parliamentary system, as in the case 
ofNorway^^

Perspektif sistem pemerintahan yang dianut oleh setiap negara 
adalah penting menjadi catatan dalam menciptakan suatu konstruksi 
sistem politik yang terkonsolidasi secara demokratis. Sehingga, praktek 
pemerintahan sehari-hari yang dijalankan tidak mengalami kondisi yang 
rancu. Jika misalnya, sistem presidensial yang dianut, maka penggunaan 
hak-hak DPR dalam tataran fungsi pengawasan pun harus mengacu pada 
masalah tersebut. Jangan sampai dengan sistem presidesial yang dianut 
dalam konstitusi, tetapi sebaliknya dalam praktek sehari-hari yang terjadi 
adalah berlaku sistem pemerintahan parlementer.

Ini jelas berbeda, karena masing-masing memiliki landasan 
pemikiran dan dampak dari penyelenggaraannya dalam tataran praktek 
yang dapat saling berbeda. Misalnya, meskipun sistem palementer dapat 
mengakibatkan jatuhnya suatu kabinet pemerintahan, ketika kekuatan 
politik parlemen secara mayoritas menjatuhkan mosi tidak percaya kepada 
eksekutif, tetapi sebaliknya eksekutif pun memiliki kewenangan yang

” Berdasarkan hasil penelitian di 36 negara pada berbagai kawasan dunia, kesimpulan itu ditarik, lihat 
lebih lanjut Arend Lipjhart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six 
Coun(ries,rd\e University Press, New Haven and London, 1999, h, 118.

» /Wd., hal. 122
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sangat kuat. Kewenangan itu adalah ketika seorang kepala eksekutif, yaitu 
Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan menggunakan 
otoritasnya untuk mempercepat penyelenggaran pemilu guna 
memulihkan dukungan politik bagi dirinya. Sebaliknya, dalam sistem 
presidensial, kedudukan Presiden yang tidak dapat dijatuhkan oleh 
parlemen di tengah jalan, kecuali dengan alasan hukum impeachment, 
tetapi eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan 
parlemen.

Praktek politik pemerintahan sehari-hari tekait erat dengan 
bangunan sistem kepartaian yang terjadi, karena masing-masing pilihan 
demokrasi dapat memberikan konsekuensi tertentu. Arend Lipjhart 
berdasarkan perbedaan antara model demokrasi konsensus dan demokrasi 
mayoritas, menguraikan adanya lima perbedaan terkait dengan apa yang 
disebutnya sebagai “the executive parties dimension”.^' Pertama adalah, 
konsentrasi kekuasaan eksekutif ditangan kekuatan mayoritas tunggal di 
kabinet berhadapan dengan pembagian kekuasaan secara luas dalam 
koalisi multi partai. Kedua, hubungan eksekutif terhadap legislatif di mana 
eksekutif berperan dominan berhadapan dengan kondisi eksekutif 
terhadap legislatif yang kekuatannya berimbang.Ketiga, sistem dua partai 
berhadapan dengan sistem multi partai. Keempat, sistem pemilu yang 
bersifat mayoritas dan tidak seimbang berhadapan dengan sistem 
perwakilan yang proporsional. Kelima, berbagai kelompok kepentingan 
yang bersaing secara bebas dan penuh di antara mereka berhadapan 
adanya koordinasi dan “corporatist” kelompok kepentingan yang bertujuan 
untuk melakukan kompromi dan konsentrasi.

Di samping persoalan karakteristik yang membedakan secara 
sistemik, antara presidensial dan parlementer dengan praktek politik 
sehari-hari, masalah lain yang penting dicatat adalah prosedur demokrasi 
itu sendiri. Dinamika politik yang terjadi secara tidak seimbang dalam 
pengambilan keputusan ditingkat pemerintahan, terutama berkaitan 
dengan pengawasan parlemen terhadap eksekutif, sangat rawan bagi 
terjadinya pertentangan antar elit politik. Artinya, konflik yang terjadi 
tidak kondusif bagi proses konsolidasi demokrasi, karena perbedaan 
pendapat lebih bermakna sebagai permusuhan dibandingkan sebagai suatu 
kekuatan alternatif oposisi. Pada tataran ini, adalah sangat menentukan

*' Lihat Chapter 1, mengenai "Introduction", Ibid. khususnya mulai halaman 3 dan seterusnya
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posisi dari kesepakatan yang dapat dicapai oleh para elit politik dalam 
rangka proses institusionalisasi politik?^ Salah satu di antara tiga kategori 
institusi yang harus menjadi fokus adalah mengenai institusi perwakilan, 
yaitu parlemen, partai politik, dan pemilu. Ini dalam rangka memberikan 
penilaian apakah instusi politik yang dibangun mampu menjalankan nilai- 
nilai demokrasi secara terkonsolidasi, seperti halnya kontrol, terbuka, 
partisipatif, dan akuntabel.

Keyakinan atas pilihan melakukan negosiasi antar elit politik 
seringkah diterjemahkan sebagai sesuatu yang kurang positif. Ini 
disebabkan adanya politik kompromi yang terkesan tidak legal karena 
diluar jalur kelembagaan resmi, ketika parlemen dan eksekutif sedang 
menghadapi persoalan perbedaan pandangan yang sangat tajam tentang 
suatu persoalan tertentu. Dimasa kepemimpinan Presiden SBY dan 
Megawati, pilihan untuk melakukan koalisi pelangi dengan beragam partai 
politik berjalan dalam ruang yang sangat luas. Pilihan ini seringkali 
diterjemahkan sebagai suatu pragmatisme yang tidak sejalan dengan 
membentuk sistem politik yang bersifat check and balances. Padahal, dengan 
sikap kritis yang semakin berkembang subur setelah politik industrialisasi 
regim selama kurun waktu panjang, terlepas dari kegagalan dan 
keberhasilan pencapaian target pertumbuhan ekonominya, kelembagaan 
negara dan infrastruktur politik diharapkan berperan secara optimal dan 
sekaligus efisien, agar tidak terjebak pada situasi kemunduran atau sekedar 
berada di landasan anomi. Krisis terhadap industri kapitalis di Asia 
tenggara (di mana Indonesia, paling parah) pada tahun 1997 dan 
pertumbuhan kelas menengah yang kritis serta ambruknya sistem politik, 
setelah memasuki kurun waktu politik kebebasan ternyata masih berada 
dalam tahap terus mencari bentuk yang relatif kondusif secara 
kelembagaan (ter-institusionali^e) dengan aspirasi yang berkembang.’’ 
Rekaman sejarah pendudukan mahasiswa di gedung DPR pada saat 
menuntut Soeharto mundur dari kekuasaan di tahun 1998 sangat 
membekas dan memberikan arti bagi bangkitnya peranan DPR Ualam

“ Dua kategori lainnya, adalah mengenai institusi eksekutif negara (lembaga kepresidenan, sistem 
pemerintahan, birokrasi, dan militer); di satu pihak, dan institusi peradilan dan sistem hukum yang 
menyertainya. Baca Larry Diamond, Developing Democracy toward Consolidation, pengantar: Larry 
Diamond & Sutoro Eko, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hal. xxiii.

» Baca tulisan Ariet Heryanto,*lntelektual Politik, Media, dan Demokratisasi: Politik Budaya Kelas Menengah 
Indonesia' dalam Ariel Heryanto dan Summit K. Mandal, Menggugat Otoriterisme di Asia Tenggara. 
Kepustakaan Populer Gram^ia (KPG), Jakarta, 2004, hal. 50-56.
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menggunakan hak-hak politiknya yang selama kurun waktu lama 
dibelenggu oleh regim otoriter.^

Jika dimasa sebelumnya dikenal berbagai istilah mengenai 
pertemuan ekstra struktur kekuatan politik fraksi tertentu, seperti halnya 
“setengah kamar”, “seperempat kamar”, dan seterusnya, maka dimasa 
reformasi lebih mengambil bentuk yang sangat informal melalui jalur 
tokoh partai dan para anggotanya di parlemen. Setiap keputusan yang 
diambil parlemen baik ketika mengalami perubahan konstelasi sikap 
maupun saat ditempuhnya jalur voting secara komposisi fraksi, selalu 
dianggap mempunyai konsekuensi dalam politik kekuasaan. 
Kepemimpinan pemerintahan setelah Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, 
utamanya ketika tampil Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, 
tampaknya belajar dari kejatuhan Abdurrahman Wahid, menunjukkan 
suatu langkah percepatan penggunaan cara akomodasi politik. 
Konsekuensinya, kabinet menjadi sangat gemuk dengan keikutsertaan 
para tokoh dari lintas ultra partai politik. Pertimbangan atas cunent events 
atas fenomena politik memasuki era pemilihan langsung Presiden oleh 
rakyat sekalipun ditahun 2004, justru mempertegas percepatan pilihan 
cara itu. Bahkan, ketika PDI Perjuangan mulai mengklaim untuk berusaha 
menjadi partai politik oposisi, langkah ke arah penyatuan berbagai 
kekuatan dalam kubu pemerintahan atau tegasnya di eksekutif tersebut 
berdasarkan peta politik parlemen, sampai batas-batas tertentu 
menyangkut isu yang dianggap sangat kuat dengan pemilikan kepentingan 
partai, pada kenyataannya masih berlangsung kuat.

Tasal 23 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UUD Tahun 19^ 
menegaskan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat 
daripada Pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Penjelasan Undang-

" Mengenai gelombang aksi protes massa, termasuk mahasiswa di berbagai tempat dan daerah yang 
berusaha keras memaksa mundur Soaharto dan regim Orde Baru disaat-saat puncak memanasnya, 
baca antara lain Denny J.A, Democradzation From Below: Protest Events and Regime Change in Indo­
nesia 1997-1998, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006, khususnya pemahaman pada hal.'27.
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Undang Dasar 1945, mengemukakan dengan tegas bahwa kekuasaan 
negara yang tertinggi adalah di tangan MPR, yang dianggap sebagai 
penjelmaan seluruh rakyat Indonesia?’ Penjelasan Umum UUD 1945 
telah dengan jelas menyatakan bahwa Presiden ialah penyelenggara 
negara yang tertinggi, di bawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan 
negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden. Presiden 
harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang- 
undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara 
(APBN)jjMeskipun kekuasaan dan tanggung jawab penyelenggarZ 
^merintahan terpusat pada Presiden, tapi dalam hal penetapan anggarJR 
negara, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, 
kedudukan DPR lebih kuat dibandingkan Pemerintah. *

Pemerintah dapat menjalankan APBN setelah RUU tentang 
RAPBN telah mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan 
Pemerintah dalam bentuk UU tentang APBN,(fei^tujuan’ ini dapaT 
df|^^Hi||||n^||||||||ihgE>PR memegang kedaulatan di bidang budget. Jadi^ 

'terhadap RAPBN merupakan sebagai kuasa.
^**^Rliha^^i segi hukum tata negara, APBN merupakan suatu kuaslK^ 
^lau^andat yang diberikan oleh DPR kepada Pemerintah unrtfk 
i^elftkukan penerimaan pendapatan negara dan menggunakannya 
stbagai pengeluaran untuk tujuan tertentu dalam batas-batas jumlah y?fng 
tSah ditetapkan dalam tahun anggaran. Kuasa atau mandat ini yaitul^ 
dalam bentuk persetujuan dalam bentuk undang-undang. AdanyaJF 
persetujuan dari rakyat yang diwakili oleh DPR merupakan hal yang 
bersifat mutlak. Persetujuan yang diberikan merupakan tindakan yang' 
pada dasarnya sebagai bentuk pengawasan, dimana rakyat dapat menilai, 
menimbang-nimbang, mempertanyakan setiap RAPBN yang diaiukah* 
(pE DPR oleh Pemerintah.

Dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUD 
1945, maka tanggungjawab pemerintah/presiden dalam pelaksanaan 
APBN harus diberikan kepada DPR, jadi tanggungjawab disini bukan 
dalam arti kedudukan Presiden tidak bergantung kepada DPR.’^

» Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, {Jakarta: Aksara Baru. 1977) hal 14.
* ArifinSoeriaAtmadja,‘Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut UUD 1945’ dalam buku Pelatihan 

Evaluasi dan Analisa Anggaran^ (Jakarta; Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2000) hal 4.
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Di masa amandemen UUD 1945 APBN juga ditetapkan dengjyff 
UU, hanya saja kalau di masa UUD 1945 pemegang kekuasaan pembentuk^ 
UU berada di tangan Presiden (Pasal 5 ayat (1)), maka di masa UUD 
Negara RI Tahun 1945, pemegang kekuasaan pembentukan UU beradif 
di tangan DPR (Pasal 20 ayat (1)), sedangkan pelaksanaan APBN tetap 
melijadi tanggung jawab Presiden sebagai pemegang kekuasaan 

'pemerintahan negara (Bab III), khususnya pada Pasal 4 ayat (1) yart| 
menegaskah bahwa Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut UUD. f

Hal lain yang juga mempunyai implikasi terhadap fungsi anggaran, 
^iturfuhgsi anggaran tidak lagi hanya sebatas APBN semata, tetapi fungsj^ 
®^garan mempunyai korelasi dengan hal keuangan negara’ Ini dapat 
dilihat dengan telah ditetapkannya beberapa UU yang berhubungan* 
dengan APBN, seperti: 1) UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 2) UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan 
3) UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Akhirnya tahapan akhir dari fungsi anggaran yaitu pada mekanisme 
fungsi anggaran khususnya mekanisme penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBN. Pada tahapan ini dapat diketahui fungsi anggaran yang 
sebenarnya. Untuk melengkapi mekanisme fungsi anggaran ini, maka 
dapat diketahui juga pelaksanaan fungsi anggaran. Pada tahapan ini dapat

Implementasi hak begrooting DPR diatur dalam Peraturan Tata 
Tertib DPR Pasal 132 meliputi:

a. Pembicaraan Pendahuluan penyusunan Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara;

c. Pembahasan Laporan Semester 1 dan Perkiraan Perubahan APBN 
tahun berjalan;

* d. Pembahsan Rancangan Undang-Undang tentang P^ubahan
* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

e. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perhitungan [
Anggaran Negara. »
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Wadedan Bradley, op.cit., hal 126 - 143.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, op.cit. hal. 40-41.
fbid., hal, 292.
0ako, Ronny, Hak Budget Parlemen Indoneiia. YarsifWatampone dan Pusat Studi Hukum Tata Negara
FHUI, Jakarta, 2005, hal 235
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dilihat bagaimana fungsi anggaran melakukan fungsinya, melalui 
pengggunaan hak yang dimiliki oleh DPR dan hak-hak yang dimiliki oleh 
anggota DPR.

Terakhir yang perlu diketahui terhadap fungsi anggaran, yaitu 
adanya beberapa perubahan mendasar terhadap APBN, yaitu :

1. Format baru APBN sebagai konsekwensi dari ditetapkannya UU 
No 17 Tahun 2003,

2. Adanya sistem perencanaan pembangunan nasional melalui UU 
No 25 Tahun 2004, yang menjadi dasar bagi ditetapkannya 
APBN.
Fungsi anggaran merupakan salah satu dari 3 (tiga) fungsi parlemen 

yang ada, seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. 
Hal ini sejalan dengan pandangan Wade dan Bradley,^’ bahwa the func- 
tions of parliament terdiri dari, 1) control of executive, 2) kgislation dan 3) 
financial procedure.

Secara umum pengertian anggaran menurut Kamus Umum Bahasa 
Indonesia adalah taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas 
yang diharapkan untuk periode yang akan datang.’® Pengertian anggaran 
akan mirip dengan pengertian budget, sebab pengertian budget pada 
umumnya selalu diasumsikan dengan keberadaan keuangan perusahaan 
pada umumnya, hal ini dapat dilihat dari pengertian budget yaitu anggaran 
pemasukan dan pengeluaran, anggaran belanja, rencana pemasukan 
terperinci sebagai pedoman untuk menjalankan operasi masa mendatang 
dan juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian atas 
pelaksanaan.’’

Arifin Soeria Atmadja, berpandangan bahwa konsep menggunakan 
anggaran tahun yang lalu, apabila DPR menolak RAPBN, perlu 
diperhatikan, apakah yang dimaksud adalah nilai anggaran tahun yang 
lalu akan sama digunakan untuk tahun anggaran mendatang, atau seluruh 
konsepsi anggaran tahun yang lalu, baik nilai anggaran dan proyek dan 
program yang ada tahun yang lalu, akan digunakan untuk tahun yang 
mendatang.*® Jadi konsep menggunakan anggaran tahun yang lalu, apabila 
parlemen menolak atas rancangan negara yang diusulkan oleh pemerintah,
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Berdasarkan Bab VIII Pasal 98 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR. DPR, DPD dan DPRD, 
disebutkan bahwa alat kelengkapan DPR terdiri atas: a) Pimpinan; b) 
Komisi; c) Badan Musyawarah; d) Badan Legislasi; e) Badan Urusan 
Rumah Tangga; f) Badan Kerjasama Antar-Parlemen; g) Badan 
Kehormatan; h) Panitia Anggaran; dan i) Alat kelengkapan lain yang 
diperlukan.

Dalam Peraturan Tatib DPR sendiri, pada bagian Kedudukan dan 
Susunan, Pasal 3 ayat (2) butir b, dinyatakan bahwa alat kelengkapan

♦’ Bandingkan dengan draft RUU Keuangan Negara, pada Pasal 12 ayat (5) yang menyebutkan Apabila 
DPR tidak menyetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk membiayai keperluan setiap bulan, 
Pemerintah Pusat dapat melaksanakan pengeluaran setingg-tingginya 1/12 (satu perdua belas) dari 
realisasi anggaran Pemerintah Pusat tahun anggaran sebelumnya'

juga masih perlu diperdebatkan. Argumentasi Arifin Soeria Atmadja 
diatas, telah diakomodasikan pada Pasal 15 ayat (6) UU Nomor 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan: “Apabila DPR tidak 
menyetujui RUU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat 
dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN 
tahun anggaran sebelumnya.”'”

Di sisi lain, fungsi anggaran tidak terlepas dari bagian dari fungsi 
pengawasan yang dimiliki oleh parlemen terhadap pemerintah atas bidang 
anggaran negara. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan atas 
penerimaan dan pengeluaran anggaran negara sesuai dengan prioritas 
pembangunan yang telah disetujui bersama, sehingga apabila ada 
perubahan atas penerimaan dan/atau pengeluaran negara, hal tersebut 
harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.

Berperannya fungsi anggaran oleh parlemen ditentukan oleh 
aturan formil yang berkaitan dengan anggaran negara dan aturan materiil 
yang berkaitan dengan anggaran negara. Aturan formil yang berkaitan 
dengan fungsi anggaran adalah tahapan/prosedur dari digunakannya 
fungsi anggaran, misalnya di Indonesia dasar hukum dalam melaksanakan 
fungsi anggaran diatur dalam 1) UUD 1945, pada Pasal 23 ayat (1) dan 
Pasal 5 ayat (1); dan 2) diatur dalam peraturan tatib DPR, khususnya 
mengenai pengaturan a) Penetapan APBN; b) Pembentukan UU.
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DPR meliputi: 1) Pimpinan DPR; 2) Badan Musyawarah; 3) Komisi; 4) 
Badan Legislasi; 5) Panitia Anggaran; 6) Badan Urusan Rumah Tangga; 
7) Badan Kerja Sama Antar Parlemen; 8) Badan Kehormatan; dan 9) 
Panitia Khusus (Pansus).

Dalam UU Susduk maupun Peraturan Tatih DPR itu sendiri tidak 
diketemukan pengertian dari alat kelengkapan itu sendiri. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat mengandung beberapa arti. Arti 
yang mendekati dengan konteks ini adalah “yang dipakai untuk mencapai 
maksud” atau “yang dipakai untuk menjalankan kekuasaan negara”. 
Sementara, kelengkapan adalah hal lengkap, kegenapan, kekompletan, 
segala sesuatu yang dilengkapkan (disediakan) untuk berlayar (berperang, 
dsb).

Dalam kaitannya dengan konteks DPR, alat kelengkapan itu dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang disediakan bagi DPR untuk menjalankan 
fungsi DPR, yang berdasarkan UU Susduk meliputi Pimpinan DPR, Badan 
Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, Badan Urusan 
Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar Parlemen, Badan Kehormatan, 
dan Panitia Khusus. Saat ini. Komisi DPR berjumlah 11 Komisi, sedangkan 
Panitia Khusus, disesuaikan dengan kebutuhan DPR. Panitia Khusus ada 
yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan 
dan ada yang dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran.

Jika ditelaah satu per satu nama-nama alat kelengkapan, baik yang 
ada di UU Susduk maupun Peraturan Tatib DPR, hanya Panitia Khusus 
yang tidak dinyatakan secara implisit di dalam UU Susduk. Hal ini 
disebabkan karena Pansus-lah satu-satunya alat kelengkapan DPR yang 
bersifat sementara, alat kelengkapan yang lainnya bersifat tetap. Ini 
menandakan bahwa, alat kelengkapan DPR tersebut memiliki sifat yang 
berbeda. Ada yang bersifat tetap, dan ada yang bersifat sementara. Bersifat 
tetap, apabila alat kelengkapan ini menjalankan tugasnya secara terus 
menerus dan berkelanjutan. Bersifat sementara, apabila alat kelengkapan 
ini bubar setelah selesai menjalankan tugas yang diberikan kepadanya.

Selain dari sifat (tetap dan sementara), perbedaan lain dari alat 
kelengkapan ini adalah dari segi fungsi dari masing-masing alat 
kelengkapan. Dalam Peraturan Tatib DPR disebutkan fungsi dari masing- 
masing alat kelengkapan DPR tersebut: 1) Pimpinan DPR pada Pasal 27 
ayat (1), 2) Badan Musyawarah, pada Pasal 31 ayat (1), 3) Komisi, pada 
Pasal 37, 4) Badan Legislasi, pada Pasal 42, 5) Panitia Anggaran, pada
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Dibandingkan dengan parlemen di negara lain, alat kelengkapan 
juga dimiliki oleh masing-masing parlemen. Hanya saja terdapat beberapa 
perbedaan. Perbedaan itu antara lain mengenai jenis, nama, dan jumlah 
alat kelengkapan tersebut. Ada alat kelengkapan yang disebut sebagai 
standing committees (alat kelengkapan bersifat tetap) dan special committees 
(alat kelengkapan bersifat sementara).

Nama-nama alat kelengkapan juga berbeda-beda sesuai dengan 
istilah yang biasa digunakan. Namun, ada beberapa yang bisa 
dipersamakan dengan Indonesia, misalnya Komisi sebagaimana Komisi 
di Indonesia (Komisi Perdagangan dan Industri). Ada juga yang tidak sama 
dengan Indonesia, misalnya Komisi Peraturan (Committee on Rules). Jumlah 
alat kelengkapan juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing 
negara. Ada yang jumlah komisi diperbesar (sampai 45 komisi di 
Philipina), namun ada juga yang jumlah alat kelengkapan lainnya 
diperbanyak.

Dalam implementasinya, selain alat kelengkapan sebagaimana 
dimuat di dalam UU Susduk, di DPR terdapat juga Fraksi. Dilihat dari 
sejarah keberadaan Fraksi di DPR, istilah fraksi dikenal sejak DPR 
Sementara Tahun 1950. Pada tahun 1959 fraksi dapat merupakan 
gabungan anggota DPR yang separtai/segolongan atau bersamaan asas- 
tujuan politiknya.

Fraksi juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan fungsi 
DPR. Sebab, dalam setiap pembentukan alat kelengkapan sebagaimana 
dikemukakan di atas, keterlibatan Fraksi selalu ada. Sebagaimana dalam 
pembentukan Pimpinan DPR, peran Fraksi terlihat sebagaimana 
dikemukakan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPR: “Calon 
Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara 
tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas 1 
(satu) orang calon Ketua dan 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua dari Fraksi 
yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon dalam Rapat 
Paripurna”. Jumlah anggota Pimpinan DPR 4 orang.

Namun, dalam implementasinya, menurut Peraturan Tatib DPR, 
Fraksi bukanlah merupakan alat kelengkapan DPR. Fraksi dinyatakan

Pasal 46 ayat (1), 6) Badan Urusan Rumah Tangga, pada Pasal 51 ayat (1), 
7) Badan Kerja Sama Antar Parlemen, pada Pasal 55 ayat (1), 8) Badan 
Kehormatan, pada Pasal 59 ayat (1), 9) Panitia Khusus, pada Pasal 68 ayat 
(1).
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sebagai sesuatu yang bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka 
optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan 
kewajiban DPR. Tugas Fraksi ada 2 yaitu:

1. Mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan 
tugas dan wewenang DPR.

2. Meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi 
kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin 
dalam setiap kegiatan DPR.
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PEMETAAN MASALAH

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 telah menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 
kedudukan yang strategis dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi 
pengawasan dan fungsi anggaran. Sebelum reformasi dan perubahan 
UUD 1945, praktek penyelenggaraan pemerintahan kita 
menggambarkan kuatnya peran lembaga eksekutif {executive heavy}. 
Sebaliknya, dalam era reformasi dan pasca amandemen UUD 1945 terjadi 
penguatan peran DPR, baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun 
yudikatif. Di bidang legislasi misalnya, terjadi pergeseran kekuasaan dari 
Presiden kepada DPR. Demikian pula dalam bidang pengawasan, terjadi 
peningkatan peran DPR RI, karena beberapa kebijakan publik yang 
sebelumnya menjadi hak prerogatif Presiden, sekarang harus 
dikonsultasikan, mendapat pertimbangan, bahkan persetujuan dari DPR 
RI.

Berdasarkan sudut pandang DPR, ternyata terjadinya proses 
amandemen juga berimplikasi terhadap eksistensi DPR, baik dari segi 
keberadaan DPR sebagai suatu lembaga negara atau pelaksanaan fungsi 
yang dimiliki oleh DPR selama ini. Hal lainnya juga pelaksanaan tugas 
DPR melalui aturan yang mengikat DPR dalam bentuk peraturan tata 
tertib juga masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Untuk 
menjawab permasalahan ini sesuai dengan rumusan pokok masalah yang 
ditetapkan dalam bab pendahuluan, di bawah ini digambarkan pemetaan 
permasalahan sebagai berikut.
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Perubahan UUD 1945 telah menetapkan DPR-RI pada kedudukan 
yang strategis dalam hal pembentukan undang-undang, serta pelaksanaan 
fungsi pengawasan dan anggaran. Perubahan tersebut membawa 
konsekuensi pada meningkatnya harapan masyarakat terhadap kinerja 
Dewan. Namun, setelah delapan tahu pasca reformasi, masyarakat menilai 
bahwa DPR-RI belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal 
seperti yang diharapkan. Secara umum dikatakan, kinerja DPR’ relative 
rendah dan menyebabkan citranya belum baik.'^’

Dalam bidang legislasi, tiga permasalahan yang diidentifikasikan 
penghambat kinerja Dewan, adalah?’

1. Kualitas UU yang dihasilkan belum memadai, sehingga kurang 
memberi manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.

2. Target jumlah penyelesaian RUU yang telah ditetapkan 
prioritas tahunan Prolegnas belum dapat terpenuhi.

3. Proses pembahasan RUU yang kurang transparan, sehingga sulit 
diakses publik.

Dalam bidang pengawasan, beberapa permasalahan yang 
diidentifikasikan sebagai penghambat kinerja Dewan, adalah:**

1. Rendahnya efektifitas pengawasan melalui rapat-rapat.
2. Aspirasi masyarakat/konstituen pada saat Anggota melakukan 

pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) seringkalai tidak 
ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

3. DPR-RI belum efektif menjalankan tugas dan fungsi checks and 
balances.

Di fungsi anggaran, permasalahan yang diidentifikasikan adalah:
1. APBN belum menjawab kebutuhan masyarakat.
2. Mekanisme penyusunan APBN belum efektif dan banyak Anggota 

DPR-RI yang belum memahami siklus dan mekanisme 
penyusunan APBN.

3. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Komisi 
dan alat kelengkapan DPR-RI lainnya kurang efektif.

Lihat Executive Summary dari buku Reformasi DPR-RI, Laporan Hasil Tim Kajian Peningkatan Kinerja 
DPR-RI, Jakarta. Desember 2006, hal vii.

« Ibid, hal viii.
* Ibid, hal xii.
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Polemik tentang tatib sebagai alat mekanisme kerja bagi seorang anggota parlemen, apakah perlu 
diatur secara rinci ditentang oleh Riswanda, yang nDemandang bahwa tatib DPR yang terlalu detil dan 
terinci, Justru membuat ketidakberdayaan anggota DPR dalam melaksanakan fungsinya, atau pendapat 
AIfian yang memandang bahwa perumusan tatib DPR yang berlaku selama ini dianggap rumit, sulit 
dan mengandung persyaratan berat, yang mereflesikan pengaruh dan memantapkan stabilan politik, 
BN Marbun mengakui bahwa kendala terbesar yang menyebabkan kurang berfungsinya DPR dalam 
melaksanakan hak-haknya, karena begitu rumitnya persyaratan dalam tatib DPR, bahkan seharusnya 
tatib dijadikan UU, biar pemerintah Juga terikat, Bahkan dalam penelitian Siti Nur Solechah, terungkap 
bahwa tatib DPR, khususnya tatib Nomor 10/DPR-RI/lll/82-83, dapat dipandang mempersulit langkah 
Dewan sendiri, misalnya hak meminta keterangan kepada Presiden (Pasal 10-Pasal 14) harus ditempuh 
dalam 15 prosedur, hak mengadakan penyelidikan (Pasal 15 - Pasal 22) harus melalui 18 prosedur, hak 
menyatakan pernyataan pendapat (Pasal 24 - Pasal 30), harus melalui 19 prosedur dan hak mengajukan 
pertanyaan (Pasal 34 - Pasal 36) harus melewati 8 prosedur, Lihat Ronny Bako, Hak Budget Parlemen 
Indonesia, hal 188.
Ismail Metareum (Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan) memandang bahwa tatib yang dibuat 
pertama kali di zaman Orde Baru, dibuat dengan pendekatan keamanan dan stabilitas dan Fraksi Partai 
Persatuan Pembangunan DPR-RI mengusulkan agar segera diadakan perubahan terhadap tatib DPR- 
Ri, Soerjadi (Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia) mengatakan bahwa rumusan yang terdapat 
dalam tatib cukup membingungkan dan bersifat mementahkan atau setidak-tidaknya menghalangi 
pelaksanaan fungsi dan hak-hak DPR secara optimal, lihat‘Tatib DPR Merantai Dirinya Sendiri' Kompas 
30 Desember 1991, ibid hal 188.
Lihat rules of procedures yang terdapat di beberapa parlemen, termasuk parlemen di Belanda.

Kontroversi tentang Tatib DPR selama ini pernah diungkapkan 
beberapa orang/® ada sisi yang memandang Tatib dibuat untuk 
kepentingan penguasa, ada juga yang berpandangan bahwa Tatib yang 
ada justru membelengu eksistensi dari anggota parlemen dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini didukung oleh pendapat 
beberapa Ketua Umum partai politik*^ yang mengalami kesulitan ketika 
menjadi anggota DPR.

Prinsip peraturan Tatib DPR sebenarnya sama dengan rwle of proce­
dures yang ada di beberapa parlemen dunia, seperti halnya dengan 
parlemen di Belanda. Hanya saja ada beberapa hal dalam Tatib DPR 
yang tidak sejalan dengan makna seharusnya dari suatu Tatib. Rules of 
procedures yang ada dibeberapa parlemen, seperti parlemen di Belanda,*’ 
diartikan sebagai aturan yang mengikat para anggota parlemen dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai seorang anggota parlemen. Sebagai suatu 
aturan, rules of procedures hanya mengatur aturan yang bersifat formal, 
yaitu hanya mengatur tata cara atau mekanisme atas setiap kegiatan dari 
anggota parlemen dan mengatur tata cara atas setiap kegiatan dari 
parlemen.

Bila kita mau konsisten ingin mengatur kepentingan DPR dalam 
Tatib, maka hal-hal yang secara normatif disebutkan dalam peraturan 
perundang-undangan, antara lain 1) Undang-Undang Dasar Negara RI
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Tahun 1945, 2) UU No 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU No 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, .akan diatur lebih lanjut 
dalam peraturan tata tertib.

Adapun pemetaan masalah yang berhubungan dengan fungsi 
legislasi antara lain:

1. Pengertian pembentukan undang-undang di Indonesia, antara 
pengertian menurut para pakar dengan pengertian yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Peranan kekuasaan membentuk undang-undang di tangan DPR 
sebagaimana diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan 
pelaksanaannya oleh DPR.

3. Peranan DPR bersama Presiden dalam membahas Rancangan 
Undang-Undang

4. Peranan DPD dalam mengajukan terhadap RUU yang 
berhubungan dengan otonomi daerah dan sikap DPR dalam 
menyikapi RUU yang diajukan DPD tersebut.

5. Peranan DPD dalam ikut membahas RUU yang berhubungan 
dengan otonomi daerah.

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan pada tataran 
konsep, sementara permasalahan praktis di dalam Peraturan Tatib DPR 
yang hendak dipetakan adalah:

1. Struktur DPR berkaitan dengan efektivitas alat kelengkapan 
Dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi;

2. Sistematika Tata Tertib DPR berkaitan dengan perlunya 
pembedaan antara hukum substantif dan hukum prosedural agar 
pengaturan mengenai proses pembentukan undang-undang dalam 
Tata Tertib DPR tidak mengulangi apa yang telah diatur di dalam 
UUD 1945 dan undang-undang;

3. Pengaturan proses legislasi berkaitan dengan perlunya pengaturan 
secara terperinci setiap tahapan atau proses pembentukan undang- 
undang berdasarkan jenis RUU dan setiap tingkatan;

4. Optimalisasi supportyng system berkaitan dengan perangkat 
pendukung Dewan dalam proses pembentukan undang-undang 
mulai dari masalah teknis, administratif, dan keahlian.
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Adapun pemetaan masalah yang berhubungan dengan fungsi 

pengawasan antara lain:
1. Dinamika politik empiris terkait dengan ketentuan dan realitas 

pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, terutama mengenai 
penggunaan hak interpelasi yang cenderung dapat mengundang 
kesan multi tafsir dan terjebak dalam debat kemungkinan 
pertentangannya dengan sistem pemerintahan yang dianut bangsa 
Indonesia, apakah bersifat presidensial atau sebaliknya 
parlementer, maupun terhadap adopsi percampuran di antara 
kedua system pemerintahan dimaksud.

2. Peranan DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang 
berhubungan dengan pengisian jabatan publik yang dianggap 
dapat mengarah pada pertentangannya dengan kewenangan 
prerogatif yang dimiliki oleh Presiden.

Adapun pemetaan masalah yang berhubungan dengan fungsi 
anggaran antara lain:

1. Dominasi pemerintah dalam hal membahas rancangan undang- 
undang tentang APBN, terutama kesiapan pemerintah dalam 
mempersiapkan RUU APBN yang ditunjang oleh sarana dan 
prasarana.

2. Konsekuensi dari perubahan terhadap UUD Tahun 1945, maka 
hal anggaran negara tidak terbatas kepada APBN semata tetapi 
sudah mengacu kepada sistem keuangan negara pada umumnya, 
yang berimplikasi terhadap pelaksanaan fungsi anggaran, termasuk 
proses pembahasan yang berhubungan dengan RAPBN dan hal- 
hal yang berhubungan dengan keuangan negara yang menunjang 
RAPBN.

3. Fungsi anggaran tidak sebatas hanya membahas RUU APBN tetapi 
juga berhubungan dengan perubahan APBN dan 
pertanggungjawaban /^PBN ke publik.

Adapun pemetaan masalah yang berhubungan dengan alat 
kelengkapan DPR-RI antara lain :

1. Banyaknya alat kelengkapan DPR-RI (khususnya Pansus) yang 
membuat Anggota DPR sering mengalami kesulitan dalam 
membagi waktu untuk hadir dalam alat kelengkapan DPR.

2. Kurang maksimalnya peran Anggota DPR dalam menjalankan 
tugas dan kewenangannya serta fungsinya di tempat alat 
kelengkapan DPR.
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3. Adanya dominasi alat kelengkapan DPR dalam menjalankan 
fungsinya, misalnya peranan dari Baleg yang lebih menonjol bila 
dibandingkan dengan alat kelengkapan lainnya yang menjalankan 
fungsi DPR; peran Pimpinan DPR dalam keputusan yang 
mengatasnamakan DPR.

4. Pemilihan pimpinan alat kelengkapan, terutama pemilihan 
pimpinan DPR.

5. Mereposisi kembali alat kelengkapan DPR yang ada, disesuaikan 
dengan tujuan dari dibentuknya sebuah alat kelengkapan DPR.

6. Penetapan jumlah Komisi dikaitkan dengan efektivitas pelaksanaan 
fungsi DPR.

7. Peran dan fungsi Fraksi yang dominan dalam setiap pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPR.

Berdasarkan pemetaan masalah di atas, maka akan dianalisis dalam 
kajian ini. Analisis dilakukan selain menjawab rumusan pokok masalah 
yang diungkapkan pada Bab I Pendahuluan juga dikaitkan dengan 
kerangka pemikiran yang diungkapkan pada Bab II tentang Kerangka 
Pemikiran.
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Sejak parlemen Indonesia didirikan maka Tatib DPR merupakan 
bagian terpenting dalam melakukan kegiatan parlemen. Sejak itu pula 
maka Tatib dijadikan aturan baku yang mengikat parlemen dalam 
menjalankan kegiatannya baik secara perseorangan ataupun secara 
kelembagaan. Tatib sebagai suatu peraturan yang mengikat ke dalam 
mempunyai bentuk hukum yang diatur dalam Surat Keputusan DPR, 
hal ini dapat dilihat dari sejumlah Tatib DPR yang selalu ditetapkan 
dengan Surat Keputusan DPR. Bila ditinjau dari sudut Hukum 
Administrasi Negara (HAN), maka pengertian keputusan diartikan 
sebagai peraturan yang mengikat ke dalam, dan bila dihubungkan dengan 
Keputusan DPR, berarti keputusan DPR tersebut mengatur segala hal 
yang mengikat ke dalam atau aturan yang bersifat internal. Bila konstruksi 
hukum ini dikaitkan dengan materi muatan yang terdapat dalam Tatib 
DPR, maka dapat dilihat ternyata selama ini apa yang diatur dalam Tatib 
DPR selain mengatur kepentingan internal DPR juga diatur kepentingan 
pihak luar bila berhubungan dengan DPR. Maka dapat disimpulkan 
selama dari konteks HAN ternyata Tatib DPR tidak sesuai dengan 
pengertian keputusan sebagaimana diatur menurut HAN.

Untuk membuktikan kesimpulan sementara ini, maka di bawah 
ini akan digambarkan Tatib DPR yang mengatur pihak-pihak DPR dan 
pihak di luar DPR tapi berhubungan dengan kepentingan DPR.

BAB IV
ANALISIS
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Dalam perjalanan masa eksistensi Tatib tetap diakui sebagai aturan 
internal yang mengatur kepentingan DPR secara kelembagaan dan 
anggota DPR. Di sisi lain dengan diundangkannya UU No 10 Tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka 
eksistensi Tatib DPR tetap diakui validitas dan legalitasnya. Hal ini dapat 
dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No 10 Tahun 2004 yang 
menyebutkan “Jenis dan peraturan perundang-undangan selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Pengakuan terhadap 
validitas Tatib DPR semakin jelas bila dilihat dari penjelasan Pasal 7 ayat 
(4) yang menyebutkan, “Jenis peraturan perundang-undangan selain 
dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa 
Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga atau komisi
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* Menurut Pasal 15 ayat (1) UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pimpinan BPK 
terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

« Lihat makalah Reposisi Terhadap Peraturan Tata Tertib DPR-RI, Jakarta 15 Agustus 2007.

yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas 
perintah undang-undang, DPR Daerah Provinsi,Gubernur, DPR Daerah 
Kabupaten/koa, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”. 
Berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) dan 
penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa Tatib DPR tetap diakui 
atas validitas dan legalitasnya.

Kondisi kekinian Tatib bila dilihat dari struktur hukum, maka 
sudah saatnya Tatib DPR dilakukan reposisi terhadap Tatib. Reposisi 
dilakukan berdasarkan 2 hal, yaitu :

1. Reposisi terhadap bentuk hukum Tatib.
2. Reposisi terhadap materi muatan tatib.

Perlunya reposisi terhadap bentuk hukum Tatib dilakukan karena 
saat ini sudah diundangkan UU No 10 Tahun 2004, dengan 
diundangkannya UU No 10 Tahun 2004 maka secara dogma hukum 
semua peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan 
yang diatur menurut UU No 10 Tahun 2004. Hal ini dapat dilhat dari 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XI Ketentuan Lain-Lain yang 
menyebutkan : “Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, 
Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakaat dan Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, 
Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, 
Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan^^, Keputusan Gubernur Bank 
Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Lembaga atau komisi 
yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa 
atau yang setingkat, harus berpedoman Pada teknik penyusunan dan/atau bentuk 
Nang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam diskusi Focus Grup Discussion 15 Agustus 2007 yang 
diselenggarakan oleh UNDP bekerja sama dengan Setjen DPR, pada 
umumnya para peserta dan narasumber'*’ sepakat untuk melakukan 
reposisi bentuk hukum peraturan Tatib, yang selama ini bentuk hukum 
peraturan Tatib diatur dalam Keputusan DPR, maka di masa mendatang
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bentuk hukum dari Tatib menjadi Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib 
DPR-RI.

Reposisi bentuk hukum Tatib semakin nyata bila dibaca ketentuan 
Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 2004 yang menyebutkan “Peraturan 
perundang-undangan adalah peraturan tertulis ;jang dibentuk oleh lembaga negara 
atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum^*. Berdasarkan 
ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa DPR sebagai lembaga 
negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 UU No 22 Tahun 2003 
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 
2 Tatib DPR.

Secara kelembagaan DPR mempunyai kewenangan untuk 
mengatur kepentingannya sendiri dalam bentuk peraturan tertulis. Hal 
ini sejalan dengan konsep bahwa DPR juga merupakan subyek hukum 
dalam bentuk badan hukum publik. Jadi sebagai suatu subyek hukum 
yang berbadan hukum mempunyai kegiatan untuk mengatur dan aturan 
yang diatur adalah dalam bentuk aturan tertulis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, peluang untuk membentuk 
peraturan DPR sudah mempunyai dasar hukumnya, hanya saja 
kesempatan atau peluang DPR untuk mengatur DPR dalam bentuk 
peraturan DPR belum dapat terlaksana hingga kini. Hal ini berbeda 
dengan lembaga negara lainnya, misal Badan Pemeriksa Keuangan telah 
mengeluarkan sejumlah peraturan BPK, seperti Peraturan BPK No 1 
Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Peraturan 
ini sebagai tindak lanjut dari diundangkannya UU No 15 Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga Negara lainnya yang juga 
telah membentuk peraturan antara lain Mahkamah Agung yang telah 
mengeluarkan sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Bank 
Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau Peraturan 
Mahkamah Konstitusi (PMK). Jadi berdasarkan pengalaman empiris 
selama ini, DPR sebagai lembaga negara termasuk lembaga yang lambat 
untuk membuat sejumlah peraturan DPR yang mengatur kepentingan 
DPR yang mengikat secara umum. Maka sepatutnya DPR dalam 
mengeluarkan sejumlah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga 
DPR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No 10 Tahun 2004, 
peluang DPR untuk membentuk Peraturan DPR sudah dapat 
dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan telah diberlakukannya sejumlah 
peraturan perundang-undangan yang mengatur DPR secara umum dan
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secara khusus. Misalnya bila dilihat dalam UUD 1945 dapat ditemukan 
beberapa hal yang berhubungan dengan DPR, antara lain :

1. Pasal 5 ayat (1);
2. Pasal 7 A;
3. Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (6);
4. Pasal 7C;
5. Pasal 9;
6. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2);
7. Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3);
8. Pasal 14 ayat (2);
9. Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 19 - Pasal 22 B;
10. Pasal 22C ayat (2);
11. Pasal 22D ayat (1) sampai ayat (3);
12. Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3);
13. Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3);
14. Pasal 23E ayat (2);
15. Pasal 23F ayat (1);
16. Pasal 24B ayat (3); dan
17. Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3).

Adapun sejumlah hal yang dapat dibentuk dengan peraturan DPR 
antara lain :

1. Peraturan DPR tentang Pemberian Persetujuan Atas Menyatakan 
Perang

2. Peraturan DPR tentang Pemberian Persetujuan Membuat 
Perdamaian Dengan Negara Lain.

3. Peraturan DPR tentang Pemberian Persetujuan Melakukan 
Perjanjian Dengan Negara Lain

4. Peraturan DPR tentang Pemberian Pertimbangan Atas 
Pengangkatan Duta

5. Peraturan DPR tentang Pemberian Pertimbangan Atas 
Penerimaan Penempatan Duta Negara Asing.

6. Peraturan DPR tentang Pemberian Pertimbangan Atas Amnesti 
dan Abolisi.

7. Peraturan DPR tentang Fungsi Legislasi
8. Peraturan DPR tentang Pembahasan Bersama Antara DPR dan 

Pemerintah Atas Suatu RUU.
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9. Peraturan DPR tentang Fungsi Pengawasan.
10. Peraturan DPR tentang Fungsi 2\nggaran
11. Peraturan DPR tentang Hak DPR
12. Peraturan DPR tentang Hak-Hak Anggota DPR
13. Peraturan DPR tentang Pembuatan RUU Usul DPR.
14. Peraturan DPR tentang Pembahasan RUU usul DPD.
15. Peraturan DPR tentang Pembahasan RAPBN.
16. Peraturan DPR tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
17. Peraturan DPR tentang Pengangkatan dan Pembehentian Pejabat 

Publik Oleh DPR.
18. Peraturan DPR tentang Hubungan DPR dengan Lembaga-lembaga 

Negara Lain.

Reposisi lainnya yang perlu dipikirkan atas Tatib adalah yang 
berhubungan dengan materi muatan Tatib itu sendiri. Bila diperhatikan 
Tatib DPR selama ini, ternyata dalam beberapa hal Tatib DPR merupakan 
pengulangan terhadap aturan yang sudah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan lainnya. Misalnya pengaturan tentang Hak Anggota 
DPR dan Hak DPR sudah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU No 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan 
DPRD, pengaturan hal yang sama dituangkan kembali dalam Tatib DPR 
Pasal 12 dan Pasal 13. Jadi ada kesan repetitif atau pengulangan pengaturan 
materi muatan yang sama ke dalam beberapa peraturan perundang- 
undangan. Bila dilihat dari sudut ilmu perundang-undangan, maka sebaik 
mungkin tidak ada pengaturan materi muatan yang sama ke dalam 
sejumlah peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk mencegah 
terjadinya bias pengertian atas materi muatan yang sama, sehingga tidak 
terjadi penafsiran hukum yang berbeda atas materi muatan pada beberapa 
peraturan perundang-undangan. Bila diamati maka dalam Tatib DPR 
terdapat materi muatan yang sudah diatur dalam peraturan perundang- 
undangan lainnya (lihat tabel)
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No. Materi Muatan DalamTatib Materi Muatan Non Tatib

Alasan lain mengapa perlu dilakukannya reposisi terhadap materi 
muatan Tatib, mengingat Tatib dari konteks ilmu hukum merupakan 
bagian dari hukum formil, yang mengatur hanya seputar mekanisme atau 
tata cara tentang suatu masalah. Bila konsep ini diperhadapkan dengan 
materi muatan dalam Tatib DPR selama ini, maka dapat dilihat dan dibaca 
ternyata selama ini Tatib DPR tidak saja mengatur yang bersifat formil 
(mekanisme atau tata cara), tetapi dalam Tatib DPR juga dapat dilihat 
dan dibaca hal-hal yang bersifat materiil. Jadi dari sudut dogma ilmu 
hukum pengaturan materi muatan dalam Tatib DPR selama ini sudah 
menyimpang dari kaedah dan dogma ilmu hukum pada umumnya.

Dasar pembenaran lainnya tentang perlunya reposisi atas Tatib DPR 
juga bisa dilihat dari pengalaman beberapa parlemen negara asing, bahwa 
Tatib yang ada diatur di parlemennya hanya mengatur tentang mekanisme 
atau tata cara atas penggunaan hak dari lembaga parlemen dan anggota 
parlemen. Kalaupun ada beberapa aturan yang bersifat materil, 
pengaturan materi muatan tersebut diatur dalam Peraturan Parlemen 
dan bukan dijadikan bagian dari Tatib parlemen tersebut.

Tabel 2 
Beberapa Pengulangan Materi Muatan Tatib Pada Beberapa 

Peraturan Perundang-undangan1
L;
b‘

i.

r
k
[■

'i. A '
k’"** '

Pasa.«UUNo.22Tahun2003

2. Tugasdah w Pasal26 UUNo.22Tahun2003

3. «anptPasalZ, Pasa.lO UU No. 22 Tahun 2003 j

4. Hak DPR (Pasal 12} Pasal27UUNa22tahun2OO3

6. Tugas Pimpinan DPR (Pasal 27) Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2003

.J DPR memegang kekuasaan p^„o_(,)UUDm5
• membentukUUPasal12,ayat(1)

DPD dapat mengajukan kepada DPR _ .«..p. «./iiVMiirAioAfc ■®’ RUU...Pasan21ayat{4) PasaI22[>ayat(1)UUD1945

1. Fungsi DPR (Pasal 4) Pasai20 Aayat(1)UUD1945 j

Tugas dan Wewenang DPR (Pasal 6)
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Legalitas dan validitas atas keberadaan Tatib DPR saat irii diatur 
dalam Pasal 7 ayat (4) UU No 10 Tahun 2004, sedangkan dasar hukum 
terhadap pentingnya pengaturan kepentingan DPR dalam peraturan 
Tatib DPR diatur dalam Pasal 102 UU No 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal 102 menjadi 
penting karena menjadi dasar hukum pengaturan terhadap Tatib dan 
terhadap materi muatan yang perlu diatur dalam Tatib. Bahkan bila dibaca 
secara mendalam Pasal 102 telah membuat pagar atau batasan terhadap 
hal apa saja yang akan diatur dalam Tatib DPR.

Pada Pasal 102 ayat (1) menyebutkan: “Peraturan tata tertib MPR, 
DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh 
masing-masing lembaga dan berfungsi memperjelas tugas dan mengatur 
mekanisme kerja anggota/lembaga”. Berdasarkan ketentuan ayat ini dapat 
dikatakan bahwa Tatib ditetapkan oleh masing-masing lembaga, termasuk 
Tatib DPR ditetapkan oleh lembaga DPR. Ini merupakan aturan yang 
bersifat formil bahwa Tatib DPR ditetapkan oleh lembaga DPR. Hal 
lainnya yang perlu diperhatikan pada ketentuan ayat (1) adalah Tatib 
ditetapkan untuk memperjelas tugas lembaga, artinya Tatib harus 
mengatur mekanisme atau tata cara dari tugas suatu lembaga, termasuk 
Tatib DPR ditetapkan untuk mengatur mekanisme atau tata cara dari 
tugas lembaga DPR. Makna hukum lainnya yang terdapat pada ayat ini 
adalah Tatib untuk mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga. Artinya 
dalam Tatib harus diatur bagaimana mekanisme kerja anggota/lembaga. 
Misalnya mekanisme kerja anggota dalam melakukan pemilihan pejabat 
publik.

Bila konteks ketentuan Pasal 102 ayat (1) ini diperhadapkan dengan 
kondisi kekinian yang diatur dalam Tatib DPR, ternyata tidak semua 
makna hukum dalam ayat ini terwakili dalam Tatib DPR. Hal ini bisa

• Analisis

Berdasarkan argumentasi hukum diatas, maka keharusan DPR 
untuk segera melakukan reposisi terhadap Tatib DPR adalah sesuatu yang 
wajar, dalam arti sesuai dengan pengalaman empiris di parlemen negara 
lain ataupun sejalan dengan dogma dan kaedah ilmu hukum yang dianut 
selama ini. Sehingga dengan adanya reposisi terhadap materi muatan 
Tatib adalah tindakan yang wajar dan dapat diterima dalam pergaulan 
dunia internasional dan peraturan yang ada di dunia hukum.
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saja terjadi karena dalam Tatib mencampuradukkan aturan yang bersifat 
formil dan aturan yang bersifat materiil. Tatib yang seharusnya 
memperjelas tugas anggota/lembaga, tetapi dalam pengaturannya justru 
dalam Tatib diatur pengulangan materi muatan yang sama sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, menurut 
Pasal 102 ayat (2) disebutkan bahwa “Peraturan tata tertib berlaku untuk 
kepentingan intern nuising-nrasing lembaga**. Makna hukum dari pengaturan 
ini adalah Tatib berlaku untuk masing-masing lembaga dan Tatib 
mengatur kepentingan intern masing-masing lembaga. Bila makna 
hukum diperhadapkan dengan kondisi kekinian yang diatur dalam Tatib 
DPR, maka dapat dilihat ada 2 sisi, pertama, Tatib DPR berlaku untuk 
DPR, tapi di sisi lain Tatib DPR bisa juga berlaku untuk pihak lain, apabila 
pihak lain berhubungan atau berkepentingan dengan DPR. Misalnya 
dalam pembahasan RUU, maka pihak pemerintah berkepentingan 
dengan DPR dalam melakukan pembahasan RUU. Jadi dari konteks ini 
terjadi perbedaan antara makna hukum yang disebutkan dalam ayat (2) 
dengan situasi kekinian yang diatur dalam Tatib. Untuk hal ini maka 
perlu adanya kejelasan tentang hubungan DPR dengan pemerintah dalam 
hal pembahasan RUU, dan kejelasan ini diatur bukan dalam Tatib DPR 
tapi diatur dalam Peraturan DPR tentang Pembahasan Bersama RUU 
Antara DPR dan Pemerintah. Dalam Tatib hanya diatur mekanisme kerja 
dari pembahasan bersama RUU tersebut.

Dalam Pasal 102 ayat (2) disebutkan bahwa “Peraturan Tatib untuk 
kepentingan internal masing-masing lembaga.” Berdasarkan ketentuan 
ayat ini, maka makna hukumnya adalah bahwa setiap lembaga harus 
mengetahui lebih dahulu kepentingan internal apa saja yang mengikat 
dan mengatur mereka. Setelah lembaga tersebut mengetahuinya baru 
diatur dalam Tatib lembaga tersebut. Bila makna hukum ini 
diperhadapkan dengan kepentingan internal DPR, maka yang dimaksud 
dengan kepentingan internal DPR adalah antara lain:

1. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR;
2. Hak-hak yang dimiliki oleh DPR;
3. Hak-hak anggota DPR;
4. DPR sebagai lembaga/institusi;
5. Anggota DPR sebagai pribadi subyek hukum.

Di sisi lain bila makna hukum ini diperhadapkan dengan'kondisi 
kekinian dalam Tatib DPR, maka Tatib DPR sudah cukup mengatur hal- 
hal yang berhubungan dengan kepentingan internal DPR.
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Pasal 102 ayat (3) menyebutkan **Peraturan tata tertib yang mempunyai 
keterkaitan dengan pihak lain/suatu lembaga, di luar lembaga MPR, DPR, 
DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, harus mendapat persetujuan 
dari pihak lain/lembaga yang terkait**. Berdasarkan ketentuan ini maka 
terdapat beberapa makna hukum, antara lain:

1. Adanya keterkaitan peraturan Tatib dengan pihak lain dan 
lembaga lain;

2. Kalau ada dalam Tatib keterkaitan dengan pihak lain dan lembaga 
lain, maka pengaturan dalam Tatib harus mendapat persetujuan 
dari pihak lain atau lembaga yang terkait.

Bila makna hukum diperhadapkan dengan kondisi kekinian dalam 
Tatib DPR, maka dapat dilihat bahwa Tatib DPR juga mempunyai 
keterkaitan dengan pihak lain dan lembaga lain. Misalnya calon yang 
akan menduduki jabatan publik, misalnya dalam pemilihan anggota 
pejabat publik, dimana DPR mempunyai peranan dalam- proses 
pengangkatan pejabat publik dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok, 
yaitu:

1. Kelompok pejabat publik yang dalam pengangkatannya diusulkan 
oleh DPR, dengan persetujuan DPR dan dipilih oleh DPR.

2. Kelompok pejabat publik yang dalam pengangkatannya harus 
mendapatkan pertimbangan DPR atau dikonsultasikan dengan 
DPR.

Di sisi lain, dalam Tatib juga diatur keterkaitan dengan lembaga 
lain (lihat tabel 1) selain DPR, antara lain keterkaitan:

1. DPR dengan Presiden, misal dalam hal pembahasan dan 
pengajuan RUU;

2. DPR dengan DPD, misal dalam hal pertimbangan atas RUU 
bidang otonomi daerah;

3. DPR dengan BPK, misal dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan 
BPK.

Bila makna hukum ini diperhadapkan dengan Tatib DPR saat ini, 
maka dapat dikatakan bahwa selama ini Tatib DPR telah mempunyai 
keterkaitan dengan pihak lain selain DPR dan keterkaitan dengan 
lembaga lain. Tetapi bila keterkaitan ini diperhadapkan dengan makna 
hukum kedua yaitu adanya persetujuan dari pihak lain yang terkait, maka 
dapat dikatakan selama ini belum semua hal tersebut dimintakan 
persetujuannya dengan lembaga lain. Hanya hubungan DPR dan BPK
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selama ini sudah diatur adanya Nota Kesepakatan Bersama (MOU) antara 
kedua lembaga, misalnya tentang Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK.

Penegasan Tatib DPR hanya mengatur tentang mekanisme atau 
tata cara saja, sebenarnya sudah ditegaskan pada ketentuan Pasal 102 
ayat (4), yang menyebutkan “Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tata cara :

a. pengucapan sumpah;
b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. penyelenggaran siding/rapat;

pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang serta hak anggota/ 
lembaga;

f. pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses penggantian antar 
waktu;

g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat 
kelengkapan;

K pembuatan keputusan;
i. pelaksanaan konsultasi antara legislative dan eksekutif;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat’
k. pelaksanaan hubungan kerja sekrertariat dan pakar/ahli; dan
l. pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan lembaga.
Jadi berdasarkan ketentuan ayat (4) di atas, UU No 22 Tahun 2003 

telah memberikan limitatif pengaturan 12 hal di atas hanya sebatas 
mengenai mekanisme atau tata cara terhadap 12 hal yang telah digariskan 
oleh Pasal 102 ayat (4).

Bila makna hukum dalam Pasal 102 ayat (4) dikaitkan dengan materi 
muatan dalam Tatib, maka dapat dikatakan bahwa apa yang 
diperintahkan oleh ayat (4) belum semua diatur mengenai tata caranya 
dalam Tatib. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya pengulangan materi 
muatan dalam peraturan perundang-undangan lain ke dalam Tatib, 
sedangkan mandat yang dituangkan dalam ayat (4) lolos atau luput dari 
pengaturannya.

Hal lainnya yang berhubungan dengan pengkajian ini adalah 
ketentuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 102 ayat (5) yang 
menyebutkan “Peraturan tata tertib MPR, DPR, DPD,DPRD Provinsi, DPRD 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum . Bila diamati 
ketentuan ayat (5) ini maka makna hukum yang terkandung ada 2



• Analisis

B. Analisis Terhadap Fungsi Legislasi

J-Fungsi legislasi

63

J-Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan undan^undang- 
fnerupakan salah satu fungsi penting dari parlemen. Lembaga parlemen 
sering pula disebut sebagai badan atau lembaga legislatif, yaitu lembaga./ 
yang tugasnya membentuk undang-undang, karena keterkaitannya dengan y 
|ungsi tersebut. iJntuk itu, seringkali kinerja sebuah lembaga perwakilan

peristiwa hukum yaitu:
1. bahwa peraturan Tatib DPR tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan, dan
2. bahwa peraturan Tatib DPR tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum.
Makna hukum atas peristiwa hukum pertama bahwa Tatib tidak 

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah sesuai 
dengan dogma hukum pada umumnya. Apabila terjadi suatu materi 
muatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, 
maka ada mekanisme pengujian terhadap materi muatan yang 
bertentangan dengan peraturan yang diatasnya. Mengingat peraturan 
dimaksud adalah Tatib DPR, maka mekanismenya mengajukan 
permohonan pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah 
Agung (MA) dan oleh MA akan menetapkan apakah peraturan tersebut 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila 
terbukti peraturan Tatib bertentangan dengan peraturan perundang- 
undangan lainnya maka MA akan membatalkan peraturan tersebut yang 
dimintakan pengujiannya.

Sebaliknya terhadap makna hukum kedua, bahwa peraturan Tatib 
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, maka secara 
hukum, peraturan Tatib yang bertentangan dengan kepentingan umum, 
demi hukum peraturan Tatib tersebut batal demi hukum.

Bila kedua makna hukum diperhadapkan dengan peraturan Tatib 
saat ini, maka belum pernah terjadi adanya pembatalan suatu hal dalam 
peraturan Tatib, atau belum pernah terjadi suatu hal dalam peraturan 
Tatib dinyatakan batal demi hukum.

* Sebagaimana menjadi masukan LIPI atas revisi RUU No. 22Tahun 2003, yang disampaikan dihadapan 
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Partai Politik dan RUU Susduk MPR, DPR. DPD, 
dan DPRD, pada hari Rabu, 11 Juli 2007,
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dikaitkan dengan berapa banyak jumlah undang-undang yang dihasilkan 
dan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari undang- 
undang yang dihasilkan. Dengan kata lain, kinerja lembaga perwakilan 
dalam hal pembentukan undang-undang dinilai dari kuantitas dan kualitas 
undang-undang yang dihasilkan. Secara kuantitas, jumlah undang-undang 
yang dihasilkan dapat diukur dari perencanaan yang telah disusun 
sebagaimana tertuang di dalam program legislasi nasional dibandingkan 
dengan realisasinya. Sementara secara kualitas terdapat beberapa 
indikator, antara lain terkait dengan ketaatan asas pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan UU No. 10 tahun 
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas 
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau oragan pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Indikator lainnya adalah apakah undang-undang yang dibentuk 
bersifat elitis atau partisipatoris, mampu menyelesaikan permasalahan 
bangsa, dan diterima atau mendapat respons yang baik dari masyarakat. 
Salah satu cara untuk mengukur respons dari masyarakat terhadap undang- 
undang yang dihasilkan oleh DPR adalah seberapa banyak permohonan 
masyarakat untuk menguji undang-undang terhadap UUD dan seberapa 
banyak putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan 
permohonan tersebut.

Dengan demikian, untuk mengukur kuantitas dan kualitas undang- 
undang yang dihasilkan oleh DPR, dapat dilakukan dua cara, pertama 

'mengetahui realisasi jumlah undang-undang yang dihasilkan dengan 
* rencana yang disusun berdasarkan program legislasi nasional. Kedua, dari 
' membandingkan jumlah UU yang dihasilkan dengan jumlah undang- 
' undang yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji 

secara materiil terhadap UUD dan putusan Mahkamah Konstitusi yang 
mengabulkan permohonan tersebut. Cara yang kedua hanya merupakan 
salah satu cara untuk mengukur undang-undang secara kualitas. Masih 
ada cara lain, yaitu dengan meneliti semua substansi undang-undang untuk
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Sementara sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 
2003, rekapitulasi perkara pengujian undang-undang terhadap Undang- 
Undang Dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 3 
Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang di 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
Tahun 2003 s/d 12 Juli 2007

{8) Tidak

Kembali

KETeMO THM SISA

Bil llll llill lillilBlIl l’lill liill iiss
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Sumber Webstte Mahkamah Konstitusi n

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 19) (10) (11) (12) (13)

......... lOil SK SaHB.................■iiii 
««B ....................  .
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» Analisis 
dikonfirmasikan kepada stakeholders apakah secara kualitas substansi 
undang-undang tersebut telah memenuhi keinginan mereka. Namun cara 
ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan waktu yang relatif 
lama.

Berdasarkan kedua hal tersebut, maka realitas yang terjadi adalah; 
Prolegnas 2005-2009 berjumlah 284 RUU dengan perincian:

a. Prioritas Tahun 2005 berjumlah 55 RUU, realisasi 14 RUU selesai 
dibahas;

b. Prioritas Tahun 2006 berjumlah 43 RUU, realisasi 39 RUU selesai 
dibahas;

c. Prioritas Tahun 2007 berjumlah 32 RUU (ditambah 48 RUU 
luncuran tahun 2005 dan 2006) RUU, realisasi sampai dengan 
bulan Maret 2007 sejumlah 10 RUU selesai dibahas.
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Berdasarkan data di atas, tergambar adanya permasalahan dalam 
pelaksanaan fungsi legislasi DPR.

Secara kuantitas, permasalahan perencanaan dalam Prolegnas dan 
realisasinya terkait dengan beberapa hal, yaitu apakah perencanaannya 
sendiri yang tidak realistis, terlalu ambisius atau kemampuan DPR yang 
lemah untuk merealisasikannya. Permasalahan tersebut tentunya 
disebabkan karena beberapa faktor, antara lain kapabilitas, dukungan 
(SDM serta sarana dan prasarana), manajemen waktu, mekanisme kerja, 
dan lain-lain. Faktor mekanisme kerja tidak lepas dari aturan main atau 
prosedur tata kerja yang selama ini diatur melalui Tata Tertib DPR. 
Analisis terhadap Tata Tertib DPR ini mencoba menganalisis 
permasalahan tersebut dari sudut pandang rules and procedur 
pembentukan undang-undang.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, 
ketentuan mengenai pembentukan undang-undang diatur di dalam 
konstitusi dan beberapa undang-undang, diantaranya adalah UU No. 22 
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD serta UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Ketentuan pembentukan undang-undang di dalam 
UUD 1945 diatur dalam Pasal 5, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D. 
Ketentuan di dalam UU No. 22 Tahun 2003 terkait dengan hubungan 
DPR dan DPD dalam pembentukan undang-undang, sedangkan UU No. 
10 Tahun 2004 merupakan tindak lanjut amanat dari Pasal 22A UUD 
1945 untuk mengatur lebih lanjut tata cara pembentukan undang-undang 
dengan undang-undang. Dalam UU No. 10 Tahun 2004 diatur mulai 
dari perencanaan atau penyusunan Program Legislasi Nasional sampai 
dengan pengundangan.

UUD 1945 dan kedua undang-undang tersebut tidak mengatur 
secara lebih rinci bagaimana prosedur proses legislasi tersebut 
dilaksanakan. Hal ini dimungkinkan karena memang substansi dari 
peraturan tersebut merupakan suatu hukum substantif, sementara hukum 
proseduralnya diserahkan kepada DPR untuk mengatur lebih lanjut. 
Hukum prosedural tersebut diatur di dalam Tata Tertib DPR.

Terkait dengan masalah pengaturan proses atau mekanisme di DPR 
dalam Tata Tertib DPR, maka prinsip yang harus dipegang adalah prinsip 
efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan keempat 
prinsip tersebut diharapkan produk undang-undang dapat meningkat baik 
dari segi kuantitas maupun kualitas. Efektivitas akan tercermin dari tidak
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banyaknya waktu terbuang, misalnya untuk menunggu kuorum karena 
masalah penjadwalan dan perangkapan anggota. Efisiensi salah satunya 
harus tercermin dalam jumlah anggota yang membahas RUU. Banyaknya 
jumlah anggota dan banyaknya tingkatan mulai dari Pansus/Komisi, ke 
Panja, ke Timus, kemudian Timcil atau Timsin menjadikan pembahasan 
undang'Undang kadang menjadi tidak efisien. Termasuk tidak adanya 
mekanisme pembahasan dengan pemerintah yang kadang menjadikan 
pembahasan RUU sering berputar-putar. Transparansi harus tercermin 
misalnya dengan menyatakan sifat Rapat Panja menjadi terbuka. Prinsip 
akuntabilitas misalnya dengan membuat mekanisme dan proses yang tepat 
dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat. Bukan hanya formalitas, 
namun benar-benar diatur dalam waktu dan sasaran yang tepat. Artinya 
benar-benar pihak yang berkepentingan atau berkenaan langsung dengan 
RUU yang sedang dibahas.

Berkaitan dengan hal tersebut, akan dikemukakan dan dianalisis 
permasalahan di dalam Tata Tertib DPR yang terkait dengan fungsi 
legislasi dan bagaimana alternatif pilihan yang ada untuk dapat 
menyempurnakannya. Beberapa permasalahan di dalam Tata Tertib DPR 
tersebut adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan struktur DPR dalam hal ini adalah alat-alat 
kelengkapan yang dibentuk oleh DPR. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 
2003, alat kelengkapan DPR terdiri atas:

a. Pimpinan;
b. Komisi;
c. Badan Musyawarah;
d. Badan Legislasi;
e. Badan Urusan Rumah Tangga;
f. Badan Kerjasama Antar-Parlemen;
g. Badan Kehormatan;
h. Panitia Anggaran; dan
i. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.

Di antara alat kelengkapan tersebut. Komisi merupakan alat 
kelengkapan DPR yang paling vital. Implementasi pelaksanaan ketiga 
fungsi DPR berada di Komisi. Sementara alat-alat kelengkapan lain yang 
berupa badan dan panitia tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan
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ketiga fungsi sekaligus. Dengan demikian pendekatan yang harus 
dilakukan dalam meningkatkan kinerja DPR, termasuk di bidang legislasi, 
adalah mengefektifkan kerja Komisi. Dasar pembentukan Komisi selama 
ini adalah dikaitkan dengan jumlah fraksi yang ada di DPR dan 
keanggotaannya memperhatikan jumlah keanggotaan fraksi secara 
proporsional. Setelah jumlah komisi ditentukan, baru dilakukan 
penentuan pasangan kerja dari masing-masing Komisi. Komisi yang 
dibentuk oleh DPR tidak pernah lebih dari 11 Komisi. Rata-rata komisi 
memiliki pasangan kerja 3 departemen ditambah dengan beberapa 
lembaga pemerintah non departemen. Dalam kerangka penerapan sistem 
the cheks and balances yang baik, maka pembentukan Komisi di DPR 
seharusnya dilakukan dengan dasar pertimbangan departemental (depart- 
mentally related standing committee). Dengan demikian apabila departemen 
berpasangan kerja dengan satu komisi, maka jumlah komisi yang ada di 
DPR akan semakin banyak. Dengan jumlah komisi yang banyak, maka 
tidak perlu jumlah Pimpinan komisi yang besar. Satu Komisi cukup dengan 
satu ketua dan satu wakil ketua (chair person and vice/deputy chair person). 
Dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, 
maka jumlah kementerian ada 34 ini berarti, komisi di DPR berjumlah 
minimal 34 kursi.

Terkait dengan masalah struktur, maka pembentukan Panitia 
Khusus (Pansus) juga perlu diperhatikan. Banyaknya Pansus yang dibentuk, 
baik untuk pembahasan RUU maupun Pansus non RUU, dan besarnya 
jumlah anggota Pansus, apalagi sistem yang digunakan juga adalah 
proporsional sehingga semua fraksi harus terwakili, menjadikan 
banyaknya terjadi perangkapan anggota di dalam beberapa Pansus. Hal 
ini menjadikan pelaksanaan tugas pembentukan undang-undang menjadi 
tidak efektif.

Dengan jumlah anggota Komisi yang besar, maka konsep 
pembahasan RUU oleh gabungan Komisi juga menjadi tidak efektif 
bahkan dapat dikatakan sangat jarang dilakukan. Untuk itu biasanya 
langsung dibentuk Pansus. Padahal dengan pembentukan Pansus, beberapa 
waktu akan terbuang untuk pengisian keanggotaan, penetapan di 
paripurna, pemilihan pimpinan Pansus, penunjukan sekretariat Pansus 
dan sebagainya. Apabila diserahkan kepada komisi, maka proses tersebut 
tidak perlu dilakukan karena secara otomatis semua perangkat sudah 
ada. Belum lagi karena Pansus beranggotakan anggota-anggota yang 
merangkap, maka seringkah rapat perlu ditunda karena tidak mencapai
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kuorum.
Oleh karena itu, ke depan disarankan agar jumlah Komisi 

diperbesar, penugasan pembahasan RUU diprioritaskan kepada Komisi, 
apabila terkait dengan 2 departemen pembahasan diberikan kepada 
Gabungan 2 Komisi. Pansus RUU baru dibentuk apabila keterkaitan RUU 
lebih dari tiga departemen. Seiring dengan hal tersebut, perlu ada kriteria 
yang jelas tentang penugasan pembahasan RUU kepada alat kelengkapan 
DPR. Prioritas utama adalah untuk Komisi, setelah itu gabungan komisi, 
lalu kepada Pansus. Jumlah anggota Pansus perlu dibatasi, demikian pula 
dengan perangkapan anggota di dalam Pansus. Idealnya, dalam waktu 
yang bersamaan seorang anggota hanya dapat merangkap satu anggota 
Pansus RUU, mengingat ada Pansus atau Tim lain di luar Pansus RUU. 
Setelah satu Pansus diselesaikan, maka anggota dapat menjadi anggota 
Pansus berikutnya.

Sistematika Tata Tertib DPR (hukum prosedural) yang selalu 
disamakan dengan format undang-undang (hukum substantiO 
menjadikan Tata Tertib DPR mengulangi apa yang telah diatur di dalam 
undang-undang. Dengan model seperti itu apa yang diatur di dalam Tata 
Tertib DPR menjadi kurang terperinci. Ketentuan bahwa peraturan yang 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi 
bukan berarti dilakukan dengan cara merumuskan kembali apa yang telah 
diatur oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Karena mengatur 
hal-hal yang sifatnya prosedural, maka aturan tersebut perlu dirinci secara 
proses dan kategori undang-undang mulai dari awal sampai dengan akhir. 
Dengan demikian, ketika rapat baru dimulai, tidak perlu lagi setiap alat 
kelengkapan membahas mekanisme pembahasan RUU (misalnya 
bagaimana pembahasan di tingkat alat kelengkapan, bagaimana di tingkat 
Panja, berapa putaran pembahasan DIM dilakukan, bagaimana 
menentukan pembahasan diserahkan kepada Panja, Timus, dan 
sebagainya) karena semuanya telah diatur di dalam Tata Tertib. Dengan 
demikian sistematika pada Tata Tertib DPR, khususnya pada bagian 
“Pembentukan Undang-Undang”, perlu diatur dengan lebih terperinci 
proses legislasi mulai dari perencanaan sampai dengan penyampaian RUU 
yang sudah disetujui bersama kepada Presiden. Proses tersebut juga perlu

I
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Terkait dengan proses pengajuan RUU dari DPR, ada satu 
rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan tugas tambahan baru bagi 
Baleg, untuk melakukan harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan 
konsepsi RUU yang diajukan oleh anggota atau komisi/gabungan komisi. 
Tugas Baleg dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan 
konsepsi perlu diatur mekanismenya dan perlu adanya pembatasan waktu.

Usulan RUU yang sudah dilakukan harmonisasi oleh Baleg 
disampaikan kembali kepada Pimpinan DPR, untuk dibawa ke Rapat 
Paripurna guna mendapatkan persetujuan. Opsi dalam Rapat Paripurna

Format Prolegnas sebaiknya bukan hanya daftar keinginan atau 
daftar judul melainkan juga secara spesifik menggambarkan pokok-pokok 
pikiran yang akan diatur termasuk menentukan kewenangan DPD. 
Dalam penyusunan Prolegnas perlu dilakukan koordinasi dengan komisi: 
Komisi sebelumnya dapat mengadakan rapat intern, RDPU dengan 
masyarakat, dan Rapat kerja dengan Pemerintah khusus membahas 
Prolegnas dan prioritas tahunan, dan menyampaikan hasilnya kepada 
Baleg. Baleg mengompilasi hasil dari komisi dan mengoordinasikan 
dengan pemerintah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat 
Paripurna untuk ditetapkan.

dipisahkan berdasarkan RUU, karena ada kemungkinan metode 
pembahasannya berbeda atau tidak dapat disamakan, seperti RUU 
Perubahan, RUU Pengesahan Perjanjian Internasional, RUU 
pembentukan, penggabungan, dan penghapusan wilayah, RUU 
pembentukan Pengadilan Tinggi, RUU penetapan Perpu, dan RUU yang 
berkaitan dengan APBN.

Pengaturan di dalam Peraturan Tata Tertib DPR perlu dilakukan 
berdasarkan proses pembentukan undang-undang dan kemudian dari 
setiap tahapan proses tersebut diperinci, dan apabila dimungkinkan 
diberikan tenggat waktu. Proses tersebut antara lain meliputi 
perencanaan, pengajuan, dan pembahasan RUU. Berikut ini beberapa 
hal yang perlu dilakukan penyempurnaan dalam setiap tahapan atau 
proses.
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Pembahasan RUU dari DPD kepada DPR pada dasarnya sudah 
diatur di dalam Tata Tertib. Yang perlu disempurnakan adalah mekanisme 
di dalam Tata Tertib DPR tersebut perlu disampaikan kepada DPD untuk 
mendapat kesepahaman dan persetujuan terkait dengan mekanisme yang 
berlaku di DPR. Selanjutnya untuk adanya kepastian, perlu batasan waktu 
bagi Komisi dalam penanganan RUU yang berasal dari DPD. Pembahasan 
sebaiknya dilakukan oleh Komisi/Gabungan Komisi, bukan oleh Baleg, 
mengingat RUU tersebut akan terkait dengan pasangan kerja Komisi 
atau eksekutif.

• Analisis 
hanya dibatasi pada disetujui atau ditolak (tanpa ada persetujuan dengan 
penyempurnaan). Kemudian apabila disetujui diajukan ke Presiden. 
Komisi yang mengusulkan secara otomatis menjadi Komisi yang 
membahas RUU, usulan anggota dapat ke Komisi atau ke Pansus dan 
anggota yang bersangkutan duduk menjadi anggota Pansus, sedangkan 
apabila diajukan oleh gabungan komisi, maka dibahas oleh gabungan 
komisi.

Usulan penyempurnaan terkait dengan pembahasan RUU adalah:
a. Perlu ada pembedaan prosedur jenis-jenis RUU, seperti RUU pada 

umumnya, RUU Perubahan, RUU Penetapan Perpu, RUU 
Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Wilayah, RUU 
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Provinsi baru, dan RUU 
Pengesahan Perjanjian Internasional.

b. Mekanisme pembahasan pada Tingkat I harus lebih terperinci, 
dari Tingkat Pansus/Komisi, Panitia Kerja, Tim Perumus, dan 
sebagainya, misalnya berapa putaran harus dilakukan dalam 
pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah.

c. Memasukkan Pendapat akhir Fraksi dalam pembicaraan tingkat 
1. Dengan demikian Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat 
Paripurna hanya mendengarkan laporan hasil pembicaraan 
Tingkat I dan pengambilan keputusan. Dalam Rapat Paripurna 
ini, anggota (sebagai pribadi) dapat menyampaikan pandangannya 
berkaitan dengan RUU tersebut sebelum pengambilan keputusan.
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Berkaitan dengan penyerapan aspirasi masyarakat, perlu adanya 
time frame atau batasan waktu yang jelas mengenai kapan tahapan 
penyerapan aspirasi masyarakat ini dilakukan, kapan penyebarluasan, dan 
bagaimana mekanisme penerimaan dan tindak lanjutnya. Metode 
penyerapan aspirasi juga perlu dipertegas, misalnya melalui seminar. Rapat 
Dengar Pendapat Umum (RDPU), atau kunjungan. Perlu juga diatur 
bahwa masukan dapat dilakukan dengan cara disampaikan secara tertulis 
maupun melalui delegasi.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan teknis mulai 
dari sarana dan prasarana, dukungan administrasi, dan dukungan 
keahlian. Perlu ada manajemen yang baik berkaitan dengan sarana seperti 
ruang rapat dan perlengkapannya, distribusi bahan, konsumsi, risalah 
atau catatan rapat, dan optimalisasi peran staf ahli dan tenaga pendukung 
lainnya. Adanya tempat rapat yang tetap di dalam gedung DPR. dengan 
fasilitas yang lengkap (mulai dari audio, in focus, layar permanen, dan 
sebagainya) dapat mengefektifkan jalannya rapat, sekaligus memudahkan 
pendokumentasian rapat.

Berkenaan dengan staf ahli, pada dasarnya staf ahli diperlukan 
untuk masing-masing anggota, namun apabila terkait dengan RUU yang 
sifatnya sangat teknis dapat dipikirkan adanya tenaga ahli yang sifatnya 
tidak tetap sepanjang pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya pokok-pokok perubahan yang ingin disampaikan dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPR adalah sebagai berikut:

• Ketentuan yang sudah diatur di dalam UUD 1945 dan UU tidak 
perlu diatur kembali;

• Pengaturan didasarkan pada proses kegiatan dan alur pembahasan 
RUU di DPR mulai dari awal sampai akhir;

• Perubahan Sistematika Bab Pembentukan Undang-Undang 
berdasarkan kegiatan proses pembahasan setiap jenis RUU yang 
dapat dibedakan.
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Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terutama terkait terhadap 
kinerja eksekutif adalah suatu bentuk proses politik demokrasi yang 
dalam realitas empiris sangat ditentukan oleh sistem pemerintahan yang 
dianut. Dalam sistem parlementer, maka pelaksanaan fungsi pengawasan 
adalah mempunyai konsekuensi yang sangat berat bagi nasib atau masa 
depan suatu pemerintahan yang berkuasa. Hal ini karena ketika 
penggunaan hak-hak tertentu dalam konteks fungsi dimaksud dilakukan, 
maka jawaban atau keterangan pemerintah dapat memancing reaksi 
tertentu lanjutan atas dasar penilaian parlemen yang menyoroti masalah 
itu. Penggunaan hak interpelasi dan hak angket misalnya, dapat berujung 
pada suatu tindakan mosi tidak percaya bagi pemerintah, ketika jawaban 
yang diberikan dianggap tidak lagi memadai untuk diberikan. Sebaliknya, 
dalam sistem presidensil, penggunaan hak interpelasi misalnya, atau hak 
angket atas suatu kasus tertentu, adalah merupakan suatu bentuk ruang 
lingkup kerja pengawasan parlemen terhadap pemerintahan.

Dengan semangat peningkatan kinerja pemerintah dalam 
melaksanakan amanat rakyat yang diperolehnya dalam Pemilu, maka 
ketentuan prosedural atas mekanisme penggunaan hak-hak tersebut harus 
mengacu pada aturan hukum yang lebih tinggi. Mengingat berbagai hak 
DPR dan fungsi-fungsi DPR telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang- 
Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD, maka ketentuan prosedural Tata Tertib tidak 
boleh mengatur hal-hal yang bersifat substansial atas pelaksanaan hak- 
hak dimaksud. Hal ini, juga menjadi beberapa usulan atas masukan yang 
berkembang saat proses pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, misalnya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), terkait dengan pelaksanaan hak-hak DPR dalam konteks 
fungsi pengawasan, disamping penanganan komposisi keanggotaan dan 
kerja alat-alat kelengkapan DPR, dalam rangka perubahan terhadap UU 
No. 22 Tahun 2003. Sehingga ketentuan substansi atas penggunaan hak- 
hak DPR menjadi lebih kuat dan mengikat secara eksternal, terutama 
terhadap pemerintah, karena dilandaskan pada Undang-Undang.

Pentingnya ikatan substansi penggunaan hak-hak DPR di tingkat 
suprastruktur politik, juga terkait dengan dinamika relasi kelembagaan 
negara pasca reformasi yang cenderung mengalami gejolak. Salah satunya 
adalah mengenai penggunaan hak interpelasi DPR. Hak interpelasi yang
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sejatinya merupakan instrumen kelembagaan menyusut menjadi 
instrumen personal. Hal ini terlihat jelas dalam drama interpelasi yang 
berakhir tanpa makna. Anggota DPR jauh lebih mementingkan 
kehadiran personal Presiden daripada substansi jawaban atas pertanyaan 
yang diajukan oleh Anggota Dewan. Di samping realitas ini dapat menjadi 
awal pembelajaran politik di tengah transisi, tapi juga, meskipun terkesan 
mendramatisasi, yaitu dapat mengarah pada proses pembusukan politik 
(political decay). Pembelajaran politik bisa terjadi ketika pertama, interpelasi 
diletakkan sebagai pencarian jawaban dari pemerintah atas pertanyaan 
yang diajukan parlemen. Ketika jawaban atas pertanyaan tersebut dianggap 
cukup menjelaskan, maka selesailah fungsi interpelasi. Dengan demikian, 
hak dan kewajiban politik antar lembaga negara terselenggara secara baik. 
Kedua, interpelasi menyangkut relasi antar lembaga negara (legislatif- 
eksekutif) yang sejajar, bukan hirarki. Kesejajaran ini bersifat kelembagaan 
(kolektif), bukan personal. Oleh sebab itu, masing-masing unsur dari kedua 
lembaga tersebut merupakan representasi lembaga.

Ketiga, interpelasi sebagai proses menemukan solusi untuk 
kepentingan bangsa, bukan pencitraan lembaga, apalagi secara personal. 
Oleh sebab itu, substansi harus menjadi prioritas daripada sekedar 
eksistensi secara personal. Interpelasi yang sekedar berupa pencitraan 
tidak akan mampu mencapai standar pembelajaran politik .di atas. 
Anggota DPR dapat terjebak dalam multiinterpretasi atas tata-tertibnya 
sendiri. Ini sangat riskan bagi pembelajaran politik. Kalau terhadap 
Tatibnya masih multiinterpretasi dan menghambat pelaksanaan 
agendanya sendiri, bagaimana DPR harus merespons hak dan fungsi 
lembaga di luar dirinya. Sehingga, ketika terjadi penundaan interpelasi 
akibat multiinterpretasi internal akan mudah menghasilkan persepsi 
negatif terhadap eksistensi para wakil rakyat. Perbedaan tafsir dan 
paradigma adalah hal yang lumrah dalam konteks demokrasi. Namun, 
ketika perbedaan tafsir tersebut menyebabkan hilangnya substansi sebuah 
persoalan, maka hal tersebut justru menjadi bumerang bagi citra 
demokrasi itu sendiri.

Demokrasi dapat terkesan tidak responsif, lamban, dan tempat 
berlindung beragam kepentingan elite dan kentalnya politisasi persoalan. 
Pada titik ini, rakyat yang mempunyai harapan sangat praktis dapat 
bersikap politik apatis atas tata laksana demokrasi yang melelahkan. 
Sehingga, Peraturan Tata Tertib, antara lain perlu memperjelas lebih 
lanjut atas ketentuan dalam ayat (4) di Pasal 174 yang berbunyi bahwa:
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“Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.” Agar tidak terjadi 
kesan multitafsir dan sebaliknya turut menciptakan perspektif kesetaraan 
kelembagaan negara yang kondusif bagi demokrasi, maka harus dipertegas 
bahwa tindakan Presiden dalam menggunakan ketentuan kata “dapat” 
dalam menjawab interlepasi DPR, adalah berdasarkan suatu kondisi 
tertentu, yaitu apabila dirinya sedang berhalangan tidak tetap. Pemahaman 
berhalangan tidak tetap itu adalah merupakan suatu ketentuan yang 
berada di luar pemahaman di Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: 
“Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil 
Presiden sampai habis masa jabatannya.”

Artinya, ketentuan atas berhalangan tidak tetap dapat dicantumkan 
dalam Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu di luar masalah dirinya mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya. Tetapi suatu hal harus dicatat, jika ini digunakan dapat 
muncul dugaan bahwa konstruksi hirarki konstitusi berjalan sangat senjang 
yaitu di antara Undang-Undang Dasar 1945 di satu pihak dan kemampuan 
penjabaran di tingkat internal DPR menyangkut Peraturan Tata 
Tertibnya. Meskipun suatu hal adalah jelas, bahwa tidak terdapat paksaan 
bagi Presiden untuk hadir secara fisik dan dapat diwakilkan kepada 
Menteri dalam menjawab interpelasi DPR. Mengingat bahwa konstruksi 
hirarki secara hukum perundang-undangan, yang terlampau tinggi, yaitu 
dari Undang-Undang Dasar disatu pihak dan mekanisme kelembagaan 
internal DPR dalam bentuk Peraturan Tata Tertib di pihak lain, maka 
kiranya jangan dilakukan penjabaran lebih lanjut atas istilah “berhalangan 
tidak tetap” Presiden. Sehingga, dengan ketentuan bahwa Presiden saat 
menghadapi kondisi dirinya yang berhalangan tidak tetap, maka dapat 
dapat didelegasikan kepada Menteri atau beberapa orang Menterinya 
untuk menjawab materi substansial dari permasalahan yang dipertanyakan 
oleh DPR dalam Rapat Paripurna, adalah logis untuk dicantumkan dalam 
Peraturan Tata Tertib. Terkait dengan keharusan hadir bagi siapa saja 
yang dipanggil oleh DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, perlu 
dicermati mengenai hak sub poena. Hak sub poena DPR yang diatur dalam 
Pasal 30 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 yang dalam penjelasannya 
hanya berkaitan dengan penggunaan hak angket saja. Artinya, bukan 
diberlakukan dalam semua hak DPR, khususnya terkait dengan fungsi 
pengawasan.
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Ketika dinamika politik empiris menunjukan adanya multi tafsir 
atas ketentuan Peraturan Tata Tertib, publik dapat menuduh DPR sendiri 
memunculkan kesan main-main dengan haknya sendiri atau terjebak 
debat kusir tentang tafsir ketentuan dari Peraturan Tata Tertib sesuai 
dengan kepentingan politik masing-masing. Sedangkan Presiden justru 
dapat memperoleh keuntungan sepihak atas debat kusir semacam itu, 
yang jauh dari kesan pertanggungjawaban publik atas kebijakan yang 
diambilnya di tingkat pemerintahan. Padahal, dalam pelaksanaan fungsi 
pengawasan terkandung sebuah pertanggungjawaban dari suatu 
pemerintahan dan terciptanya mekanisme check and balances antara badan 
eksekutif dan legislatif Penundaan sidang atas masalah ini bukan sekadar 
mempertontonkan adu tafsir atas Tatib DPR, namun lebih dari itu, 
mengulur-ulur (membuang-buang) energi menyangkut persoalan yang 
sesungguhnya masih dalam diperdebatkan. Persoalannya menjadi tegas 
tentang pentingnya substansi (jawaban) atas pertanyaan, bukan sekedar 
struktural jabatan yang menyampaikan. Ketentuan yang tegas dari hak 
interpelasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan, merupakan satu bagian 
dari proses politik yang berlangsung di lembaga legislatif.

Ketentuan prosedural tata tertib dituntut untuk mampu 
memberikan paksaan bagi setiap politisi di DPR agar dapat menentukan 
secara cermat dalam mengajukan usulan masalah yang ditanyakan dalam 
penggunaan hak interpelasi. Meskipun DPR sebagai lembaga politik 
memiliki kewenangan dan tugas yang absah secara konstitusional untuk 
menentukan agenda politik yang akan diajukan dan dibahas, tetapi skala 
priortas atas persoalan yang diagendakan tersebut juga perlu menjadi 
catatan. Tanpa ketegasan prosedural semacam ini, maka masalah yang 
dihadapi terkait dengan aspirasi rakyat akan menjadi terabaikan atau 
sekedar menjadi tarik ulur politisasi. Ini menjadi penting, karena 
kemampuan dalam menangkap pentingnya substansi persoalan yang 
diajukan melalui hak interpelasi akan menjadi instrumen politik yang 
sangat strategis dalam menciptakan good govemance, yaitu berdasarkan 
prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan membuka ruang bagi partisipasi 
publik.

Tanpa mekanisme prosedural Peraturan Tata Tertib yang sejalan 
dengan substansi demokrasi ke arah konsolidasi secara kelembagaan 
tersebut, maka penggunaan hak interpelasi hanya menjadi tawar menawar 
politik kekuasaan semata dan jauh dari kesan mencari alternatif secara 
riil dan konseptual atas masalah bangsa yang sedang dihadapi. Sebaliknya,
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melalui pemilahan persoalan yang akan diangkat dalam penggunaan hak- 
hak DPR terkait dengan fungsi pengawasan, maka para anggota DPR 
akan memiliki komitmen yang sangat kuat atas persoalan-persoalan yang 
sedang dihadapi oleh rakyat di daerah pemilihannya masing-masing. 
Sehingga, tidak perlu terjadi misalnya, sebagaimana kasus interpelasi 
lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi pertanyaan tentang 
sempat belum maksimalnya jumlah penandatangan usul penggunaan hak 
tersebut bagi para anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan 
tersebut. Artinya, priortitas masalah yang diangkat untuk dipertanyakan 
dalam hak interpelasi benar-benar diletakkan dalam konteks politik wakil 
rakyat secara credible dibandingkan dengan sebuah silang kepentingan 
antar individu anggota DPR atau dikalangan partai politik itu sendiri 
dalam rangka meraih kekuasaan tertentu.

Dalam kerangka tujuan di atas dianggap perlu dilakukan perubahan 
dalam ketentuan Tata Tertib terkait usulan penggunaan hak interperlasi, 
khususnya pada ayat (4) di Pasal 173. Perubahan ini dalam rangka 
menciptakan suatu persyaratan yang tidak terlampau longgar untuk 
penggunaan usulan tersebut, tanpa harus terjebak pada penciptaan 
prosedural tata kerja DPR sendiri yang mematikan potensi politik atas 
prakrasa masing-masing individu anggota DPR. Sekaligus, ketentuan ini 
juga dapat memberikan suatu kepastian bagi kalangan masyarakat dalam 
melakukan suatu pilihan beraktivitas untuk kehidupan sehari-harinya dan 
pada skala yang makro dapat berdampak positif terhadap stabilitas sistem 
politik nasional. Sehingga, bukan lagi dalam konteks persyaratan 2 (dua) 
kali Masa Persidangan, sebuah bakal usulan interpelasi dapat gugur untuk 
diajukan sebagai usulan resmi kepada Rapat Paripurna DPR untuk 
memperoleh persetujuan, tetapi cukup 1 (satu) kali Masa Persidangan. 
Sehingga, pada ayat (4) ini bunyinya adalah: “Apabila dalam 1 (satu) kali 
Masa Persidangan tersebut jumlah penandatangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.”

Benturan elit politik di parlemen dengan kalangan eksekutif secara 
berlebihan dapat tidak lagi mencerminkan adanya suatu dinamika yang 
sehat, tetapi kondisi ini yang berlarut-larut justru mengundang sikap 
antipati publik terhadap demokrasi. Hal ini menjadi suatu ironi di tengah 
upaya menuju proses konsolidasi sistem politik ke arah yang bersifat check 
and balances. Dari sisi parlemen, melalui kekuasaan yang dimilikinya, 
tanggungjawab mengenai efektivitas dalam penggunaan hak-haknya
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terkait dengan fungsi pengawasan menjadi suatu standar yang telah 
disepakati dalam standar universal?’ Standar efektivitas penggunaan hak- 
hak tersebut terkait dengan berbagai sumber daya yang dimilikinya, agar 
mekanisme prosedural yang dijalankan tidak mendorong pada suasana 
ketidakpastian. Ketentuan mengenai jumlah pengusul hak interpelasi 
adalah satu hal yang sederhana, tetapi sangat menentukan ketika arah 
salah satu aspek mengenai fungsi pengawasan DPR akan dijalankan. 
Ketika dalam jumlah yang sangat terbatas di antara anggota dapat 
mengusulkan penggunaan hak interpelasi, maka sudah pasti sebuah 
kelonggaran akan mengundang suatu situasi serbuan bagi para kekuatan 
penentang kebijakan pemerintah untuk melakukannya. Pertimbangan 
atas kemungkinan latar belakang yang berbeda-beda di antara para 
pengusul hak itu sendiri yang terbuka luas, merupakan hal lain yang lebih 
berkaitan dengan politik kekuasaan di kalangan pihak-pihak yang 
berkepentingan.

Sebaliknya, dengan penggunaan persyaratan lintas fraksi atau 
ketentuan mengikat berupa keharusan adanya minimal dua fraksi dari 
anggota-anggota yang berbeda adalah sebuah aturan prosedural Tata 
Tertib yang berimplikasi pada tingkat kelonggaran yang terjadi berkaitan 
dengan penggunaan hak itu. Pengalaman saat berkuasanya regim Orde 
Baru sudah menunjukkan kesukaran penggunaan berbagai hak terkait 
fungsi pengawasan dan fungsi-fungsi DPR secara keseluruhan, yang 
berimplikasi pada posisi sub ordinat parlemen terhadap eksekutif. Adalah 
suatu hal yang masuk akal, ketika ketentuan lintas fraksi ini dihapuskan 
dan cukup memberikan persyaratan dalam jumlah anggota tertentu yang 
berasal dari fraksi yang sama untuk mengajukan usulan penggunaan hak- 
hak DPR secara kelembagaan. Dengan kondisi ikatan fraksi yang 
cenderung tetap menentukan, meskipun sampai batas tertentu para 
anggota secara individual dapat secara berani mengemukaan pendapat 
yang berbeda atau bahkan disampaikan secara terbuka. Tetapi, 
pertimbangan atas ketentuan dalam wadah satu fraksi yang 
dimungkinkan jelas sangat mendukung bagi terciptanya kemudahan 
proses penggunaan hak interpelasi itu sendiri.

*’ David Beetham, Parliament and Democracy In The Twenty First Century: A Guide To Good Practice, 
Inter Parliamentary Union, Geneva, 2006, h. 95.
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Meskipun kerangka aturan atas prosedur pengajuan hak-hak DPR 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat ditempatkan secara 
proporsional, tetapi di sisi lain masalahnya adalah tidak sesederhana 
ditinjau dari sudut sistem politik yang ingin dibangun. Keinginan itu, 
adalah berkaitan dengan pembentukan sistem politik bersifat check and 
balances, yaitu dalam konteks hubungan eksekutif dan legislatif.

Meskipun materi muatan ini di atas perangkat aturan hukum 
perundang-undangan dibandingkan sekedar aturan Tata Tertib DPR, 
tetapi jelas hal ini akan mempunyai konsekuensi tersendiri atas 
mekanisme dan prosedur penggunaan hak-hak DPR. Sudah sering 
dikemukakan, bahwa pelembagaan sistem kepartaian dalam mendukung 
kerja badan legislatif dan sistem pemerintahan secara keseluruhan, adalah 
sejauh mungkin dilakukan berdasarkan pemetaan yang jelas atas mana 
pihak yang berperan sebagai partai penguasa di satu pihak berhadapan 
dengan partai yang berperan sebagai oposisi di pihak lain. Tetapi persoalan 
yang harus dijawab adalah, dengan kedudukan DPR sebagai lembaga 
perwakilan rakyat dan peranan masing-masing individual para Anggota 
DPR sebagai wakil rakyat tidak akan terlepas dari fungsi-fungsi yang disebut 
sebagai legislasi, pengawasan, penetapan angggaran negara.

Melalui konstruksi kelembagaan dan individual semacam di atas 
dalam ikatan fungsi-fungsi yang disebut secara konstitusional dan 
tergolong sebagai perwakilan politik rakyat, maka tidak mungkin 
dilepaskan masing-masing hak yang dimiliki DPR, termasuk saat 
melakukan fungsi pengawasan, bagi setiap pihak yang ada di dalamnya. 
Sukar ditentukan suatu etika kenegaraan dalam kerja parlemen yang 
dibagi atas kekuatan oposisi dan kekuatan pemegang kekuasaan dalam 
kerangka efektivitas atas hak-hak yang dimiliki oleh DPR dan Anggota 
DPR untuk menjalankan peranan politiknya.

Meskipun hal ini dapat berlaku pada saat penentuan hasil akhir 
atas proses pengambilan keputusan yang diambil, yaitu melalui cara 
voting ketika hasil musyawarah gagal diperoleh, maka di tingkat awal 
pada saat sikap kritis bagi setiap kekuatan politik terhadap kebijakan 
pemerintah terkait dengan hak-hak yang dimilikinya sangat sukar 
ditentukan batas-batasnya. Hal ini juga menjadi catatan tentang 
kemungkinan Tata Tertib juga memuat tentang aturan fasilitas yang dapat 
diperoleh oleh partai politik yang berperan sebagai oposisi disatu pihak 
dan sebagai kekuatan pemegang atau pendukung pemerintahan di pihak 
lain.
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Terkait dengan urgensi atas hak-hak yang dapat digunakan, 
tampaknya ruang politik yang harus dipertegas mengenai pentingnya 
prioritas masalah yang diusulkan untuk menjadi materi dalam usulan 
penggunaan hak-hak terkait fungsi pengawasan juga dapat dikaitkan 
dengan masalah siapa yang harus menjawab masalah itu di forum DPR. 
Hal ini penting menjadi catatan, agar tidak terjadi interpretasi yang 
beragam atas siapa pejabat eksekutif yang harus menjawab pertanyaan 
dalam materi muatan hak DPR tersebut. Tanpa kejelasan atas masalah 
ini, maka dapat membuka ruang politisasi atas kewenangan pejabat 
eksekutif yang harus menjawabnya, apakah harus melalui Presiden secara 
langsung, atau dapat diwakilkan kepada para menterinya. Hanya saja 
ketika dimungkinkan pejabat setingkat menteri yang dapat menjawab 
materi hak terkait fungsi pengawasan DPR, maka ketentuan berhalangan 
atas diri Presiden dalam menghadiri rapat di DPR pun harus dirinci secara 
jelas. Sebaliknya, ketika dimunculkan sebuah kewajiban dalam Peraturan 
Tata Tertib DPR yang mengharuskan Presiden secara langsung untuk 
hadir secara fisik dalam menjawab materi pertanyaan yang disampaikan 
dalam agenda fungsi pengawasan DPR, maka harus dipikirkan lebih lanjut 
terhadap sistem pemerintahan yang dianut. Dalam sistem presidensial, 
seorang Presiden atau Kepala Negara adalah bertanggungjawab kepada 
rakyat yang memilihnya, dan bukan sebagaimana seorang Perdana Menteri 
yang bertanggungjawab kepada parlemen. Ketentuan sistem presidensial 
ini menjadi catatan penting, meskipun di sisi lain kewenangan parlemen 
sebagai lembaga perwakilan rakyat pun juga mempunyai kedudukan yang 
sangat kuat.

Dengan konstruksi Tata Tertib yang lebih berperan sebagai 
prosedur teknis kerja DPR, maka materi muatannya tidak boleh mengatur 
hal-hal yang bersifat substansial terkait dengan politik DPR dalam 
konstruksi kenegaraan. Ini perlu ditegaskan sejak awal, karena tidak saja 
dapat menimbulkan kerancuan dengan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu 
terkait dengan konstitusi dan Undang-Undang mengenai Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tetapi juga sifat berlebihan 
yang ditampilkan oleh Tata Tertib itu sendiri, seperti halnya bersifat 
pengulangan-pengulangan atas ketentuan yang sebenarnya sudah 
ditegaskan dalam aturan lebih tinggi. Hal yang sederhana mengenai 
contoh ini, adalah Tata Tertib terkait dengan fungsi pengawasan, tidak 
perlu lagi membuat definisi-definsi tentang hak-hak DPR, seperti halnya
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interpelasi, angket, pernyataan pendapat, dan sebagainya. Sebaliknya, 
ketentuan yang lebih mendetail atas substansi hak-hak DPR mengenai 
fungsi pengawasan DPR sendiri, jelas harus mampu ditampilkan dalam 
Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD.

Dalam kerangka pelaksanaan fungsi pengawasan pula, dianggap 
perlu dilakukan perbaikan terhadap manajemen persidangan, melalui 
rapat-rapat yang diselenggarakan. Berbagai ketentuan yang ada dalam 
Tata Tertib, seperti halnya Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, dan terutama 
pada Pasal 108, 109, dan Pasal 110. Pada intinya sangat tergantung pada 
Ketua Rapat dalam mengatur jalannya rapat, termasuk dalam 
menghadapi keinginan anggota yang akan bertanya atau memberikan 
komentar tentang persoalan tertentu. Menyusun draft revisi Tata Tertib 
DPR mengenai:

1. Batasan waktu bicara Anggota dalam rapat maksimal 3 (tiga) 
menit, apabila melebihi dari tiga (tiga) menit, maka pertanyaan 
Anggota harus diajukan secara tertulis;

2. Pembatasan waktu bicara Anggota 3 kali 3 menit dalam Rapat 
Kerja, setiap selesai 3 menit—memberi kesempatan kepada 
pemerintah untuk memberikan jawaban;

3. Memperbesar jumlah komisi sesuai dengan jumlah departemen 
(department related standing committee). Sebagai perbandingan di 
Australia, misalnya, dilakukan pemilahan atas peranan masing- 
masing komisi di House of Representatives secara sangat detail. Ini 
antara lain, untuk wewenang penyelidikan yang hanya dapat 
dilakukan melalui Komisi tertentu. Pertimbangan masalah melalui 
kelompok khusus dari para Anggota House yang digunakan pada 
Standing dan Select Committee. Pada tahun 1987 House of Represen- 
tatives Australia melakukan langkah penting dengan mendirikan 
sistem yang menyeluruh yang disebut sebagai general purpose stand' 
ing committee, dengan kekuasaan untuk menyelidiki terhadap dan 
membuat laporan berkaitan dengan persoalan baik yang 
menyangkut House itu sendiri atau kementerian, termasuk pada 
berbagai usulan pra-legislasi, RUU, petisi, suara atau pembelanjaan 
uang negara, dan sebagainya.^^ Sebaliknya, di sisi lain, ada pula

” lan.C. Harris (Ed.) & PE Fowler dan BC Wright (Ass Ed.), House Representatives: Praaice. Fourth Edition, 
Department of the House of Representatives, Canberra, 2001.
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Istilah konfirmasi politik (political confirmation) lebih menegaskan 
mengenai posisi DPR sebagai lembaga politik perwakilan rakyat 
dibandingkan dengan istilah fit and proper test. Ini adalah sebagai bentuk 
atas kesesuaian pemahaman peranan politik DPR terhadap proses 
pengangkatan pejabat publik melalui keterlibatan berbagai kekuatan atau 
faksi yang ada di dalamnya. Pada kasus negara lain, istilah konfirmasi 
politik digunakan oleh Amerika Serikat, terhadap keterlibatan House of 
Representative dan Senat, berkenaan dengan proses pengangkatan pejabat 
publiknya.

Misalnya, saat Kongres setempat terlibat dalam proses pengangkatan 
menteri kabinet atau Jaksa Agung yang diusulkan oleh Presiden untuk 
dibahas lebih lanjut oleh Parlemen. Istilah fit and proper test cenderung 
digunakan oleh kalangan swasta dalam menseleksi para eksekutifnya yang 
akan mencapai jenjang jabatan setingkat manager. Sementara itu, disisi 
lain, melalui penggunaan istilah konfirmasi politik diharapkan perspektif 
peranan politik DPR terhadap proses pengangkatan pejabat publik tidak 
terjebak dalam rumusan yang belum baku atas ketentuan yang dapat 
dipertanyakan, mengapa dan berapa lama pembahasan itu dilakukan. 
Ini disebabkan bahwa sampai saat ini, dibandingkan sekedar rumusan 
normatif legal formal, dengan alasan perintah dari peraturan atau undang-

komisi tertentu yang tidak melakukan penyelidikan, keberadaan 
Main Committee, sebagai kamar kedua perdebatan di House. 
Lembaga ini selalu berjalan pada hari Rabu dan Kamis ketika masa 
sidang. Di Main Committee perdebatan menyangkut RUU 
(umumnya legislasi yang bersifat non kontroversial), laporan 
delegasi dan komisi, serta dokumen lainnya yang disampaikan pada 
House. Tidak seperti halnya Komisi lainnya, pada komisi ini tidak 
melakukan penyelidikan. The House harus menegaskan terhadap 
berbagai keputusan yang diambil oleh Main Committee.”

Usulan pembenahan manajemen persidangan di atas, kiranya 
sejalan dengan apa yang menjadi poin-poin rekomendasi dan program 
perja hasil dari Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR, Desember 2006.

» Ibid
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undang dan bahkan konstitusi, yang secara formal berlandaskan hirarki 
ketatanegaraan, secara substansial tidak ada penjelasan memadai atas 
pertanyaan terhadap ketentuan atas peranan politik DPR itu.

Sekaligus, substansi jawaban yang tidak tuntas ini juga menjadi 
pertanyaan atas bagian tertentu dari kepemilikan fungsi pengawasan DPR 
secara keseluruhan. Substansi pertanyaan dimaksud, dapat dipilah lebih 
jauh atas mengapa suatu jabatan publik tertentu harus melalui 
persetujuan, pertimbangan, konsultasi, dan pendapat DPR. Ini tentu 
harus dijelaskan kriterianya berkaitan dengan norma profesionalisme 
dari setiap jabatan yang akan diisi oleh para calon dan harus melalui 
proses pembahasan oleh DPR. Padahal, DPR sendiri adalah suatu 
kelembagaan dengan para individu atau aktor yang sangat kuat dengan 
muatan politiknya sebagai suatu hal wajar dalam demokrasi di parlemen. 
Ini adalah suatu penegasan atas kecermatan penggunaan istilah konfirmasi 
politik itu sendiri terhadap keterlibatan DPR dalam proses pengangkatan 
pejabat publik.

Munculnya komishkomisi negara tambahan (auxiliary State agency) 
dapat dianggap sebagai faktor pendorong semakin luasnya peranan DPR 
terhadap proses pengangkatan pejabat publik. Ini sebelumnya, juga sudah 
diperkuat ketika terdapat beberapa pengaturan yang membuka ruang 
bagi keterlibatan DPR berkaitan dengan pengangkatan pejabat struktural 
kenegaraan yang menyentuh langsung kewenangan dan organisasi yang 
dipimpinnya. Krisis kepercayaan atas kemampuan kelembagaan hukum, 
seperti halya Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga Kepolisian 
RI, merupakan momentum bagi DPR untuk semakin menegaskan 
kuatnya peranan tersebut melalui berbagai komisi-komisi negara yang 
dibentuk. Tercatat sekitar 15 buah jumlahnya, komisi negara yang 
dibentuk dengan dasar hukum pembentukan yang beragam. Ada yang 
diatur melalui VUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Keputusan 
Presiden, dan Peraturan Presiden.®^



sKomisi Nasional Hak Asasi Manusia

Iz: KepresNo.181/1998

3

4. UU No. Si^hun i^;

liii Komisi Hukum Nasional

&

7. Komisi Penyiaran Indonesia

8. Komisi Konstitusi

9 UU No. 30 Tahun 2002

10.

n Komisi pemilihan Umum

Komisi Perlindungan Anak12.

Komiii Kejaksaan

Komisi Yudisial14.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

84

No. Komisi Dasar Hukum

1 

i

i

.i

Komisi Pernberantasan Tindak 
Pidana Korupsi 
Komisi Kepolisian

Kepres Nu 50/1998 dan UU 
No. 39 Tahun 1999

k

F

1

C

UUNu. 2S'Thnl999danKepres 
No. 127/1999

Mekanisme intern DPR yang ada di Tata Tertib mengatur ke dalam 
dua tata cara yaitu pengajuan atau persetujuan, dan pemberian 
pertimbangan atau pendapat. Perubahan peranan DPR di awal reformasi 
bersifat konstitusional bersumber pada pembentukan undang-undang, 
pembentukan Tap MPR, dan perubahan UUD 1945. Penjabaran berbagai 
dasar hukum keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan publik 
berdasarkan Peraturan Tata Tertib hanya menjadi dua mekanisme tata 
cara, dapat diduga akan menimbulkan permasalahan teknis, karena 
kurang mengakomodasi perbedaan spesifik ketentuan dari masing-masing 
jabatan publik. Sehingga, dianggap perlu dilakukan perubahan terhadap 
Peraturan Tata Tertib yang merinci prosedur dan mekanisme untuk
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pengisian masing-masing jabatan publik di DPR, misalnya tentang batasan 
waktu dan alat kelengkapan yang berwenang melakukannya,

Secara umum peranan DPR dalam proses pengangkatan pejabat 
publik dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok.

1. Kelompok pejabat publik yang dalam pengangkatannya diusulkan 
oleh DPR, dengan persetujuan DPR, dan dipilih oleh DPR. 
Kelompok pejabat ini dalam proses pengangkatannya memerlukan 
persetujuan Paripurna DPR sebelum disampaikan kepada Presiden 
untuk diproses lebih lanjut, antara lain: Ketua/Wakil Ketua dan 
Anggota BPK; Gubernur, Deputi Senior, Deputi Gubernur Bank 
Indonesia (BI); Anggota Badan Supervisi; Hakim Agung, Ketua 
dan Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota 
Komisi Pemilihan Umum (KPU); Panglima TNI; Kapolri; Ketua 
dan Anggota Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian 
Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi pada Kegiatan Hilir; 
Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); Anggota 
Komnas HAM; Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPl); Hakim 
Mahkamah Konstitusi (MK); Anggota Komisi Yudisial; Dewan 
Pengawas Radio Republik Indonesia (RRI); Anggota Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR);

2. Kelompok pejabat publik yang dalam pengangkatannya harus 
mendapatkan pertimbangan dari DPR atau dikonsultasikan 
dengan DPR. Untuk kelompok pejabat ini dalam proses 
pencalonannya tidak memerlukan persetujuan dari Paripurna 
DPR. Hasil pertimbangan dari alat kelengkapan yang ditugaskan 
langsung dikirimkan kepada Presiden untuk diproses lebih lanjut. 
Ini meliputi: Duta Besar (Pemberian pertimbangan DPR terhadap 
Pencalonan Duta Besar Negara-Negara Sahabat untuk RI dan Duta 
Besar RI untuk negara-negara sahabat); Anggota Badan 
Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN); Kepala Badan 
Pelaksana Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak 
dan Gas Bumi (Migas); dan Anggota Komisi Perlindungan Anak.

Dari ketentuan-ketentuan Tata Tertib DPR dapat dijabarkan 
mekanisme pengangkatan pejabat publik secara umum adalah sebagai 
berikut:55

» Buku Panduan 2005 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mekaniime Pelaksanaan dan 
Fungv-Fungsi Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2005, hal. 128-138
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1. Mekanisme untuk pengangkatan pejabat publik melalui 
persetujuan Rapat Paripurna (diusulkan oleh DPR, mendapat 
persetujuan DPR, atau dipilih oleh DPR);
Surat Presiden tentang pencalonan pejabat publik disampaikan 
kepada Pimpinan DPR, setelah diterima Pimpinan DPR, segera 
diberitahukan dalam Rapat Paripurna terdekat tanpa 
menyebutkan nama calon, Rapat Paripurna menugaskan Bamus 
untuk menindaklanjuti surat tersebut. Rapat Bamus 
membicarakan penjadwalan dan penugasan pembahasan kepada 
alat kelengkapan yang membidangi. Hasil rapat pada alat 
kelengkapan disampaikan kepada Rapat Bamus (untuk 
penjadwalan), selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk 
mendapatkan persetujuan. Keputusan Rapat Paripurna 
disampaikan kepada Presiden melalui surat Pimpinan DPR.

2. Mekanisme untuk pengangkatan pejabat publik yang tidak 
memerlukan persetujuan Rapat Paripurna (pertimbangan dan 
dikonsultasikan). Untuk mekanisme ini terdapat 4 model.
a. Dalam pemberian pertimbangan terhadap Duta Besar negara 

sahabat untuk Indonesia (proses dilakukan pada Masa Sidang). 
Surat Presiden tentang pencalonan Duta Besar negara sahabat 
untuk Indonesia disampaikan kepada Pimpinan DPR, 
selanjutnya diberitahukan dalam Rapat Paripurna. Rapat 
Paripurna menugaskan Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, 
Pimpinan Komisi terkait untuk membahasnya. Hasil 
pertemuan konsultasi disampaikan kepada Presiden melalui 
surat Pimpinan DPR;

b. Pemberian pertimbangan DPR terhadap Duta Besar negara 
sahabat untuk Indonesia (proses dilakukan pada Masa Reses). 
Surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik 
Indonesia yang disampaikan oleh Presiden, oleh Pimpinan 
DPR segera disampaikan kepada Pimpinan Fraksi secara 
rahasia. Surat tersebut dibahas dalam pertemuan konsultasi 
antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi terkait, dan 
Pimpinan Fraksi secara rahasia. Hasil pembahasan konsultasi 
tersebut segera disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada 
Presiden secara rahasia. Dalam Rapat Paripurna pada masa 
sidang berikutnya, Pimpinan DPR memberitahukan bahwa 
telah dilakukan pembahasan terhadap surat Presiden mengenai
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pencalonan Duta Besar negara sahabat tersebut tanpa 
menyebut nama dan negara pengirim.

c. Khusus pemberian pertimbangan terhadap Duta Besar Indo 
nesia untuk negara sahabat, setelah surat Presiden diumumkan 
dalam Rapat Paripurna, Rapat Paripurna DPR langsung 
menugaskan alat kelengkapan DPR yang membidangi untuk 
memproses lebih lanjut. Surat pencalonan Dubes RI untuk 
negara sahabat disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan 
DPR, segera diberitahukan dalam Rapat Paripurna terdekat 
tanpa menyebut nama dan negara penerima. Rapat Paripurna 
tersebut menugaskan Komisi terkait, untuk membahasnya 
secara rahasia. Hasil pembahasan Komisi terkait dilaporkan 
kepada Pimpinan DPR. Pimpinan DPR menyampaikan hasil 
pembahasan Komisi terkait, kepada Presiden secara rahasia.

d. Pemberian pertimbangan DPR, apabila dalam proses 
pencalonannya harus melakukan uji kelayakan terhadap calon- 
calon yang diajukan oleh Presiden, atau calon-calon yang 
diajukan oleh Presiden lebih banyak dari yang dibutuhkan. 
Untuk ini mekanismenya adalah berdasarkan surat mengenai 
pertimbangan terhadap calon pejabat publik setelah diterima 
Pimpinan DPR, diberitahukan dalam Rapat Paripurna terdekat 
tanpa menyebutkan nama calon. Kemudian, Rapat Bamus 
membicarakan penjadwalan dan penugasan kepada Komisi 
terkait. Hasil pembahasan dari Komisi terkait disampaikan 
kepada Pimpinan DPR, untuk selanjutnya Pimpinan DPR 
disampaikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.

Sesuai dengan Pasal 154 Peraturan Tata Tertib, bahwa: “Apabila 
suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR 
mengajukan/ menganjurkan atau memberikan persetujuan atas calon 
untuk mengisi jabatan, Rapat Paripurna menugaskan kepada Badan 
Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya 
kepada Komisi terkait.” Tata cara pembahasan oleh Komisi yang 
bersangkutan meliputi: (a) penelitian administrasi; (b) penyampaian visi 
dan misi; (c) uji kelayakan (fit and proper test); dan (d) penentuan urutan 
calon.

Pentingnya penegasan tentang prosedural tata kerja DPR dalam 
membahas agenda proses pengangkatan pejabat publik adalah hal yang 
harus menjadi pegangan bersama di antara kekuatan-kekuatan politik
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yang ada di DPR. Tanpa penegasan ini, maka proses pembahasan yang 
dilakukan akan menjadi tidak efektif atau bertele-tele, dan bahkan 
terjebak pada suatu debat tentang mekanisme teknis awal tentang 
bagaimana persidangan atau rapat seharusnya dijalankan. Pertanyaan 
menjadi tidak fokus dan cenderung menghabiskan waktu yang terlampau 
lama, padahal substansi mengenai apa yang harus dilakukan DPR dalam 
peranan politik terhadap pross pengangkatan pejabat publik menjadi 
mudah terabaikan. Istilah fit and proper test adalah tidak tepat, karena 
yang lebih signifikan adalah istilah konfirmasi politik. DPR dituntut pada 
saat menjalankan peranan dimaksud lebih berkaitan dengan penelusuran 
tentang rekam jejak, kredibilitas, dan kemampuan sang calon, yang 
dilakukan secara politis.

Melalui langkah penataan prosedur kerja DPR yang sesuai dengan 
peranan politiknya dalam proses pengangkatan pejabat publik, maka 
diharapkan kriteria dan kualitas bakal calon yang akan mengajukan diri 
melalui panitia seleksi yang dibentuk untuk maksud tersebut sejak awal 
sudah dapat diciptakan sebagai saringan awal. Ini dapat terbentuk sebelum 
nantinya berjalan pada tingkat pembahasan alat kelengkapan DPR yang 
ditugaskan terhadap calon yang sudah d itentukan sebelum melalui Panitia 
Seleksi di luar lembaga parlemen.

Proses politik yang berjalan di DPR sangat mudah mengundang 
ketidakpastian, ketika prosedural kerja tidak dapat memberikan patokan 
jelas atas mekanisme pengambilan keputusan yang final harus dilakukan. 
Sebuah ketentuan yang memberikan penugasan pada alat kelengkapan 
tertentu dalam membahas pengangkatan pejabat publik dapat dibatalkan 
atau tidaknya oleh keputusan di tingkat alat kelengkapan lainnya jelas 
menunjukan hal tersebut. Mengingat DPR adalah lembaga politik 
perwakilan rakyat dan para anggota DPR mempunyai kewenangan 
peranannya secara individual, meskipun ikatan fraksi jelas sangat kuat 
dalam mengaturnya, maka peluang atas pembatalan dan sebaliknya 
kesejalanan atas keputusan yang sudah diambil alat kelengkapan menjadi 
terbuka.

Untuk itu, perlu penegasan bahwa ketika Bamus sudah menugaskan 
suatu alat kelengkapan tertentu memproses pengangkatan pejabat publik, 
maka tidak boleh lagi alat kelengkapan lain membatalkannya. Bahkan, 
Rapat Paripurna sebagai institusi pengambil keputusan tertinggi DPR yaitu 
saat menjalankan peranan politik perwakilan rakyat, perlu ditegaskan 
agar tidak membatalkan keputusan yang sudah diambil oleh alat
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kelengkapan yang ditugaskan. Forum Rapat Paripurna dalam konteks 
ini diharapkan lebih berperanan secara formal dalam mengesahkan atas 
keputusan yang sudah diambil oleh alat kelengkapan yang ditugaskan 
Bamus untuk memproses pengangkatan pejabat publik.

Terdapat hal yang substansial dalam proses pernyataan DPR terkait 
dengan pemberian persetujuan/konsultasi/pertimbangan dan pendapat 
terhadap pengangkatan pejabat publik, yaitu tentang kadar politik 
keterwakilan yang dilakukannya. Hal ini jelas mengandung pertimbangan 
atas profesionalisme posisi dari jabatan publik yang dibahas oleh DPR itu 
sendiri. Pada titik ini tampaknya tidak ditemukan mengenai masalah 
ukuran kapan dan mengapa suatu jabatan publik yang diisi seseorang 
harus melalui pertimbangan atau sebaliknya melalui persetujuan dari DPR 
atau sekedar beranjak dari kapan harus dilakukan baik pada awal di DPR 
atau sebaliknya berdasarkan usulan dari Presiden, maupun beranjak dari 
usulan hasil seleksi komisi negara tertetu, seperti halnya Komisi Yudisial 
dalam seleksi Hakim Agung.

Keterlibatan DPR dalam proses pemilihan pejabat publik dinilai 
telah menimbulkan suatu fenomena politik baru di Indonesia setelah 
memasuki reformasi tahun 1998. Di samping aspek akuntabilitas dan 
partisipasi yang sangat besar dalam proses politik tersebut, muncul pula 
kekhawatiran bahwa keterlibatan tersebut justru dapat memancing 
terjadinya proses politisasi yang sangat tinggi. Politisasi yang terjadi akan 
menempatkan nilai-nilai profesional jabatan publik yang seharusnya 
ditegakkan dalam proses pengisiannya, dapat terabaikan. Sebaliknya, 
tawar menawar politik dalam penempatan personil di dalam jabat publik 
itu dapat menjadi landasan bagi permainan kepentingan para politisi.

Kasus yang dihadapi saat pengisian anggota Komnas HAM adalah 
salah satu di antaranya, karena dianggap terjadi kesan saling perdebatan 
atas “pemaksaan kehendak” dari satu lembaga kepada lembaga lainnya. 
Padahal, ketentuan maksimal yang ditegaskan dalam Undang-Undang 
tentang Komisi Nasional HAM sendiri, yaitu Pasal 83 ayat (1) UU No. 39 
Tahun 1999 tentang HAM menyatakan anggota Komnas HAM berjumlah 
35 orang.5^ Sebelumnya, Panitia Seleksi Komnas HAM melakukan uji

“ Hasil uji kelayakan atau fifandpfopeffesfyangdilakukanKomisilllDPRRItelahmenghasilkanll nama 
anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007*2012. Kesebelas nama tersebut 
seluruhnya adalah muka baru dengan latar belakang yang beragam mulai dari advokat, LSM, wartawan, 
dan akademisi. Ketiga anggota lama, yakni Enny Soeprapto, M. Farid dan Zumrotin K. Susilo dipastikan 
gagal menjadi anggota Komnas HAM untuk kedua kalinya.
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kelayakan dari sudut: administrasi, penilaian profil, masukan masyarakat 
tentang calon,,melalui dialog langsung, tes kesehatan bagi calon anggota 
Komnas HAM terpilih. Panitia ini terdiri atas beberapa tokoh masyarakat, 
yaitu: Soetandyo Wignyosoebroto, Azyumardi Azra, Siti Musdah Mulia, 
Kemala Chandrakirana, dan Maria Hartiningsih.

Demikian halnya, saat kasus pengisian calon Hakim Agung yang 
diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Komisi III DPR, ternyata 
dibutuhkan suatu kejelian tersendiri oleh DPR terhadap usulan calon 
yang disampaikan. Keluhan atas calon yang mengalami penurunan 
peringkat atau namanya tidak diusulkan dalam daftar calon yang 
disampaikan, telah menunjukkan suatu persoalan tersendiri dikalangan 
Panitia Seleksi di Komisi Yudisial yang sudah tentu harus dicermati oleh 
DPR. Padahal, di tengah padatnya jadwal waktu pembahasan berbagai 
agenda di DPR, para anggota yang ditugaskan dituntut untuk bersikap 
cermat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya persoalan mendasar 
atau bersifat prinsipil dalam substansi profesional dari nama-nama calon 
yang diajukan. Proses pengembalian berkas nama-nama calon sering kali 
terjadi, dalam rangka melengkapi atau memperbaikinya lebih lanjut dari 
kalangan yang mengajukan menjadi warna tersendiri dari kemungkinan 
terjadinya berkepanjangan atau berlarut-larutnya upaya pengisian 
keanggotaan dari suatu komisi atau badan yang akan memasuki periode 
akhir keanggotannya.

Tidak terdapat kejelasan ukuran mengenai kriteria suatu jabatan 
publik tertentu memerlukan pertimbangan atau sekedar melalui upaya 
konsultasi, atau justru harus berupa persetujuan dari DPR. Kejelasan atas 
kriteria dalam bentuk-bentuk keputusan terhadap penggunaan wewenang 
DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik jelas memerlukan 
penjelasan lebih lanjut. Hal ini agar tidak menimbulkan kerancuan atas 
posisi yang disandang DPR sebagai lembaga perwakilan politik rakyat di 
satu sisi dengan kriteria professional pengisian jabatan publik yang 
memerlukan keterlibatan DPR itu sendiri di sisi lain.

Di samping masalah politisasi yang sangat kental dalam pelaksanaan 
kewenangan terhadap pengangkatan pejabat publik, masalah universalitas 
mengenai posisi-posisi tertentu atas jabatan yang dibahas oleh DPR juga 
mudah menjadi terabaikan. Salah satu potensi pengabaian unsur 
universalitas ini, adalah mengenai masalah penerimaan Duta Besar dari 
negara lain kepada Indonesia yang melibatkan peranan DPR untuk 
menyeleksinya lebih lanjut. Di manapun, di dunia ini, peranan untuk
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menerima Duta Besar dan berkuasa penuh dari negara sahabat adalah 
menjadi kewenangan prerogatif pihak eksekutif sepenuhnya.

Meskipun Tata Tertib hanya mengatur masalah prosedurat formal 
berdasarkan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu sebatas 
memberikan pertimbangan atau bersifat fakultatif, tetapi hal tersebut 
tampaknya juga memiliki konsekuensi politis tertentu. Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan pertama) 
di Pasal 13 menyebutkan bahwa: “(2) Dalam hal mengangkat duta, 
Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; (3) 
Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Ketentuan ini sebenarnya 
sudah diusulkan oleh Komisi Konstitusi untuk dilakukan perubahan 
kembali sebagaimana menjadi usulannya kepada MPR, tetapi tampaknya 
pertimbangan politik dari berbagai kekuatan di MPR belum 
merealisasikan keinginan dari usulan semacam itu.

Komisi Konstitusi pernah mengajukan usul atau berupaya 
memangkas habis adanya campur tangan DPR di wilayah kerja eksekutif. 
Setelah memotong kewenangan DPR dalam penempatan duta negara 
lain. Komisi Konstitusi juga mencabut keterlibatan DPR dalam pemberian 
amnesti dan abolisi. Setidaknya pembahasan di Sub Komisi B tentang 
penyempurnaan pasal-pasal sepakat memberi kembali wewenang penuh 
Presiden dalam soal menerima duta negara lain. Memasuki pembahasan 
penyempurnaan Pasal 14 UUD 1945 soal pemberian grasi, amnesti dan 
rehabilitasi. Komisi Konstitusi sepakat mengembalikan rumusan tersebut 
sesuai dengan semangat naskah asli UUD 1945.5’ Tentang 
penyempurnaan Pasal 13 UUD 1945 disamping muncul dalam 
pembahasan Sub Komisi juga diusulkan oleh Departemen Luar Negeri. 
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar 
Negeri, melalui surat tertanggal 6 Januari 2004, mengusulkan kepada 
Komisi Konstitusi agar mengembalikan bunyi Pasal 13 UUD 1945 sesuai 
naskah asli.^®

Peraturan Tata Tertib di Pasal 158 menyebutkan bahwa: “Pemberian 
pertimbangan terhadap calon Duta Besar negara sahabat untuk Republik 
Indonesia dalam Masa Sidang DPR dilakukan sebagai berikut: a. surat 
pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang

'Amnesti dan Abolisi Jadi Hak Presiden' Kompas 14 Januari 2004.
* 'KK Potong Campur Tangan DPR soal Duta Besar’ Kompas 13 Januari 2004.
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disampaikan kepada Presiden, oleh Pimpinan DPR diberitahukan dalam 
Rapat paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negara pengirim;
b. surat pencalonan tersebut dibahas dalam konsultasi antara Pimpinan 
DPR, Pimpinan Komisi terkait, dan Pimpinan Fraksi secara rahasia; dan
c. hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh Pimpinan DPR disampaikan 
kepada Presiden secara rahasia.” Sedangkan di Pasal 159 disebutkan 
bahwa: “Pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar negara 
sahabat untuk Republik Indonesia dalam Masa Reses dilakukan sebagai 
berikut: a. surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik 
Indonesia yang disampaikan oleh Presiden, oleh Pimpinan DPR segera 
disampaikan kepada Pimpinan Fraksi secara rahasia; b. surat tersebut 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, segera dibahas dalam pertemuan 
konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi terkait, dan 
Pimpinan Fraksi secara rahasia; c. hasil pembahasan konsultasi tersebut 
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia; dan d. 
dalam Rapat Paripurna pada Masa Sidang berikutnya, Pimpinan DPR 
memberitahukan bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap surat 
Presiden mengenai pencalonan Duta Besar negara sahabat tersebut tanpa 
menyebut nama dan negara pengirim.”

Kuatnya fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan, 
mulai tampak ketika dilakukan campur tangan DPR menyangkut hak- 
hak prerogatif Presiden, seperti halnya menyangkut proses pengangkatan 
pejabat-pejabat publik. Tidak hanya mengenai pengangkatan duta besar 
untuk negara sahabat dan penerimaan duta dari negara lain, sesuai 
dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Perubahan Pertama UUD 1945 juga 
menunjukkan campur tangan DPR terhadap kewenangan prerogatif 
Presiden. Untuk ketentuan-ketentuan yang berikut tadi, yaitu mengenai 
pemberian amnesti, abolisi, pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain 
tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pertimbangan 
masa lalu sejarah dan keinginan menciptakan sistem kenegaraan yang 
mencegah kesewenang-wenangan sepihak, adalah alasan dalam rangka 
pengawasan parlemen terhadap berbagai kewenangan prerogatif Presiden.

Sebaliknya, pengikisan beberapa kekuasaan prerogatif Presiden 
sering dianggap merupakan formula munculnya sistem parlementer 
sebagai sesuatu yang pernah mengalami kegagalan prakteknya dimasa 
pasca Pemilu 1955. Bahkan, menempatkan posisi eksekutif yang lemah 
dan menyebabkan proses politik berjalan secara tidak efektif. Catatan 
sejarah politik tahun 1959 ketika terjadi ketidakpuasan pada sistem
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parlementer, mendorong adanya peranan Jenderal Nasution ketika 
mendukung Sukarno dalam membubarkan Konstituante pada tahun 1959 
dan dekrit sepihak yang mengembalikan Indonesia kepada VUD 1945 
menunjukkan ketidaksukaan militer terhadap sistem demokrasi 
parlementer. Artinya, ketidakmatangan menjalankan sistem parlementer 
telah melahirkan sistem politik yang justru mematikan iklim demokrasi 
yang ingin dikembangan. Bahkan, ABRI memiliki keyakinan bahwa 
demokrasi parlementer tidak cocok untuk Indonesia.’’

Konsekuensi dari adanya proses keterlibatan parlemen terhadap 
keputusan Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat 
publik strategis dapat mengakibatkan kemungkinan adanya kemacetan 
atau sebaliknya terjadi kompromi. Apabila karakter Presiden berusaha 
bersikukuh pada keputusan yang dibuatnya dan tidak berkeinginan untuk 
mendengarkan suara parlemen, maka kemacetan proses politik 
kenegaraan dapat terjadi di atas permukaan. Sebaliknya, karakter Presiden 
yang dapat bersikap kompromi dengan suara yang berkembang di 
parlemen, maka proses politik kenegaraan dapat berjalan harmonis dan 
stabilitas pemerintahan dapat terjaga. Setidaknya, catatan sejarah politik 
Indonesia sebagaimana antara lain yang berkembang pasca reformasi 
1998 diera pemerintahan Abdunahman Wahid dan Megawati juga 
menunjukkan kecenderungan tersebut

Mengenai pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
tampaknya ketentuan lebih lanjut yang diatur secara prosedural dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR harus dirinci lebih lanjut. Ini berkaitan dengan 
konsekuensi yang akan dihadapi pada saat terdapat suatu kondisi di mana 
suatu usulan bersifat fakultatif tidak dilakukan oleh lembaga yang dapat 
terlibat di dalam proses pemilihan tersebut. Pertimbangan atas 
kemungkinan tersebut tentu dengan mengingat prinsip kesetaraan dari 
kedudukan lembaga bersangkutan terhadap DPR dalam konteks 
kedudukannya sebagai lembaga negara. Sesuai konstitusi, yaitu Undang- 
Undang Dasar 1945, di Pasal 23 F: “(1) Anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”. 
Artinya, dasar keterlibatan atas peranan DPR dalam proses pengangkatan

” Dougtas Ramage, P&caturan Politik di Indonesia: Demokrasi. Islam, dan Ideologi Tolerani. Jogjakarta. 
Penerbit Mata Bangsa. Cetakan Pertama, 2002, hal. 223.



94

pejabat publik, yaitu dalam konteks ini adalah anggota BPK, sangat kuat 
keberadaannya. Hal yang harus diingat, adalah terdapat keterlibatan atas 
peranan DPR tersebut dapat “diimbangi” oleh keterlibatan DPD di dalam 
proses pembahasannya, yaitu melalui pertimbangan yang diberikannya.

Mengingat pertimbangan yang diberikan oleh DPD bersifat 
fakultatif, maka kemungkinan tidak dilakukannya hak tersebut dapat 
saja terjadi. Ketentuan atas hal pertimbangan ini diatur dalam Undang- 
Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD, di Pasal 45 bahwa: “(1) DPD memberikan pertimbangan 
kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (2) 
Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.” Ketentuan ini 
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu di Pasal 
157: “(1) Dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, DPD 
memberikan pertimbangan kepada DPR; (2) Pimpinan DPR 
memberitahukan kepada Pimpinan DPD mengenai rencana pemilihan 
anggota Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) 
hari sebelum alat kelengkapan DPR memproses pencalonan anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan; (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.”

Mengingat kemungkinan terjadinya kekosongan atas pertimbangan 
yang bersifat fakultatif dari DPD, tampaknya Peraturan Tata Tertib DPR 
harus merinci dalam menghadapi masalah ini. Diharapkan melalui acuan 
yang jelas dalam menghadapi situasi demikian akan memudahkan kerja 
bagi alat kelengkapan yang ditugaskan untuk memprosesnya lebih lanjut. 
Sehingga, peranan dari setiap lembaga-lembaga negara yang terlibat di 
dalamnya, yaitu DPR dan DPD, tidak menghambat dalam pengisian 
keanggotaan BPK. Ketentuan kurun waktu selambat-lambatnya 14 hari 
dalam mengajukan pertimbangan secara tertulis merupakan hal yang 
harus dijadikan pedoman. Adapun pertimbangan secara tertulis yang 
diajukan sebaiknya tidak saja disampaikan kepada Pimpinan DPR, tetapi 
juga kepada Pimpinan di mana alat kelengkapan yang ditugaskan untuk 
memproses pemilihan anggota BPK bersangkutan. Hal ini agar memiliki 
makna substansial atas pertimbangan yang diajukan oleh DPD terhadap 
ketentuan selambat-lambatnya 14 hari sebelum alat kelengkapan yang 
ditugaskan untuk memproses pencalonan tersebut.
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Hal ikhwal keberadaan fungsi anggaran telah ditetapkan dalam 
UUD 1945 pada Pasal 20 A ayat (1) yang menetapkan bahwa “DPR memiliki 
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan", sedangkan 
pengertian atas fungsi anggaran dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 25 
UU No 22 Tahun 2003: “Yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah 
fun^i menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara 
bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD”. Berdasarkan 
konteks ini, maka makna hukum yang terkandung pada ketentuan di 
atas adalah 1) DPR mempunyai fungsi menyusun APBN; 2) DPR 
mempunyai fungsi untuk menetapkan APBN; dan 3) Adanya pemberian 
pertimbangan dari DPD terhadap APBN.

Bila makna hukum pertama bahwa DPR mempunyai fungsi 
menyusun APBN diperhadapkan dengan kondisi kekinian maka dalam 
Tatib tidak ditemukan secara gamblang bagaimana proses DPR dapat 
menyusun APBN. Tatib pada Pasal 144 hanya menyebutkan bahwa DPR 
mengadakan kegiatan pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan 
Bank Indonesia dalam rangka menyusun RAPBN. Jadi sifat pembicaraan 
pendahuluan yang dilakukan DPR adalah dalam rangka menyusun 
RAPBN, sedangkan konsep RAPBN yang dibuat DPR tidak pernah 
disinggung atau apakah DPR sudah mampu membuat APBN.

Untuk menutupi kelemahan DPR dalam menyusun APBN dan 
sejalan dengan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR, maka sepatutnya 
DPR membuat Peraturan DPR tentang Fungsi Anggaran. Dalam 
peraturan ini akan diatur bagaimana DPR dapat membuat RAPBN sebagai 
bagian menjalankan haknya di bidang fungsi anggaran.

Terhadap makna hukum kedua bahwa DPR mempunyai fungsi 
menetapkan APBN bila diperhadapkan dengan kondisi kekinian yang 
diatur dalam Tatib DPR, hal ini sudah diatur dalam Bab XVIII tentang 
Penetapan APBN.

Makna hukum ketiga tentang adanya pemberian pertimbangan 
DPD terhadap APBN sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 22D ayat 
(3) UUD 1945 dan bila makna hukum ini diperhadapkan dengan kondisi 
kekinian yang diatur dalam Tatib DPR telah diatur dalam Pasal 149 jo 
Pasal 139 tatib DPR ayat (4) sampai ayat (6).

Bila diamati keberadaan fungsi anggaran sebagaimana diatur dalam



Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 25 UU No 22 Tahun 2003 
diperhadapkan dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, 
maka dapat ditafsirkan adanya dua pihak yang berkepentingan untuk 
menyusun APBN. Pertama, DPR sebagai pihak yang secara konstitusional 
memiliki fungsi anggaran dalam hal DPR mempunyai fungsi untuk 
menyusun APBN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 
1945 jo Pasal 25 UU No 22 Tahun 2003. Kedua, Presiden sebagai pihak 
yang juga mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan RUU APBN 
untuk dibahas bersama DPR sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.

Jadi bila dilihat dari dua kondisi adanya 2 pihak yang 
berkepentingan dalam menyusun APBN, maka tergantung kepada 
kesiapan kedua belah pihak untuk menggunakan hak konstitusionalnya 
dalam menyusun APBN. Kalaupun selama ini pemerintah selalu lebih 
proaktif dalam menyusun APBN bila dibandingkan ketidaksiapan DPR, 
maka hal itu adalah sesuatu hal yang wajar.

Bila dilihat Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan 
“Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan belanja negara diajukan 
oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan Daerah", maka makna 
hukumnya adalah 1) Presiden yang berhak mengajukan RUU APBN; 2) 
RUU APBN dibahas bersama dengan DPR; 3) Pembahasan RUU APBN 
memperhatikan pertimbangan DPD.

Bila makna hukum pertama yaitu Presiden yang berhak 
mengajukan RUU APBN diperhadapkan dengan kondisi kekinian dalam 
Tatib DPR, maka dapat dibaca dan dilihat dalam Tatib, bahwa makna 
hukum Presiden yang berhak mengajukan RUU APBN, sejalan dalam 
Tatib pada Pasal 147 yang berbunyi “Presiden mengajukan RUU tentang 
APBN disertai Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada 
DPR pada bulan Agustws tahun sebelumnya".

Bila makna hukum kedua yaitu “RUU APBN dibahas bersama 
dengan DPR” diperhadapkan dengan kondisi kekinian dalam Tatib, maka 
hal pembahasan APBN diatur dalam Pasal 144 butir b, “Dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR mengadakan kegiatan pembahasan 
APBN” jo ketentuan Pasal 150 dan Pasal 151.

Di sisi lain makna hukum ketiga yaitu “Pembahasan RUU APBN 
memperhatikan pertimbangan DPD” diperhadapkan dengan kondisi 
kekinian yang diatur dalam Tatib, maka dapat dikatakan makna hukum

96
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ini sudah sejalan dengan ketentuan Tatib DPR pada Pasal 149.

Bila konteks fungsi anggaran diperhadapkan dengan pemetaan 
masalah yang berhubungan dengan fungsi anggaran bahwa dominasi 
pemerintah dalam hal membahas rancangan undang-undang tentang 
APBN, terutama kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan RUU 
APBN disebabkan karena adanya dukungan sarana dan prasarana. Hal 
ini bisa saja terjadi mengingat konstitusi Pasal 23 ayat (2) menjelaskan 
bahwa Presiden mengajukan APBN. Di sisi lain kesiapan DPR untuk 
mengantisipasi fungsi anggaran terhadap makna hukum DPR mempunyai 
fungsi menyusun APBN, tidak berjalan mengingat selama ini DPR tidak 
mampu menjalankan fungsinya untuk menyusun APBN. Padahal hukum 
dasar yang ditetapkan dalam Pasal 25 UU No 22 Tahun 2003 telah 
memberikan ruang gerak kepada DPR untuk menyusun APBN. Jadi 
selama DPR tidak mampu menyusun APBN, maka dominasi pemerintah 
dalam hal membahas RUU APBN tidak dapat dipersalahkan begitu saja 
kepada Presiden.

Sejalan untuk mengantisipasi kelemahan fungsi menyusun APBN, 
maka sudah sewajarnya DPR dapat menyusun APBN. Adanya kesiapan 
DPR untuk menyusun APBN, sejalan dengan fungsi anggaran yang 
dimiliki oleh DPR, juga untuk mengantisipasi adanya dominasi pemerintah 
dalam membahas RUU APBN.

Kelemahan lainnya yang berhubungan dengan fungsi anggaran 
sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya yaitu terjadinya perubahan 
sistem keuangan negara akibat telah diundangkannya sejumlah UU yang 
berhubungan dengan keuangan negara, seperti UU No 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang Tanggung Jawab 
Pemeriksaan Keuangan Negara, UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU No 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 serta PP 
No 20 Tahun 2004 dan PP No 21 Tahun 2004. Akibat dari 
diundangkannya sejumlah peraturan perundang-undangan ini, maka 
aturan yang terdapat dalam Tatib tidak sejalan dengan peraturan 
perundang-undangan tersebut.

Jadi kelemahan yang disitir oleh Tim Kinerja terhadap pelaksanaan 
fungsi anggaran adalah hal yang wajar. Kalaupun Tatib ingin dirubah 
sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka 
untuk melakukan perubahan Tatib, bukanlah pekerjaan yang mudah.
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Ada banyak faktor yang harus diperhatikan untuk melakukan perubahan 
terhadap Tatib.

Hal lainnya yang diungkapkan Tim Kinerja terhadap lemahnya 
fungsi anggaran, “Bahwa fungsi anggaran tidak sebatas hanya membahas 
RUU APBN tetapi juga berhubungan dengan perubahan APBN dan 
pertanggungjawaban APBN ke publik”.Hal ini sejalan dengan konteks 
yang disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 “APBN sebagai wujud 
dan pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang- 
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar 
kemakmuran rakyat,”

Terhadap pelaksanaan fungsi anggaran diperhadapkan dengan 
RUU Perubahan APBN, maka penggunaan fungsi anggaran terhadap 
RUU APBN Perubahan tidak jauh berbeda dengan pembahasan dalam 
RUU APBN. Hal yang membedakannya hanya terletak pada RUU, yang 
satu RUU APBN dan yang lain adalah RUU APBN Perubahan. Bila hal 
ini diperhadapkan dengan kondisi kekinian yang diatur dalam Tatib DPR, 
maka dalam Tatib tidak ditemukan pasal yang secara eksplisit mengatur 
mekanisme pembahasan terhadap RUU APBN Perubahan. Untuk itu 
perlu dipikirkan dalam perubahan Tatib mendatang diatur mekanisme 
terhadap pembahasan terhadap RUU APBN Perubahan.

Upaya tindak lanjut dalam memperbaiki peraturan Tatib DPR di 
bidang fungsi anggaran perlu dilakukan. Selain karena sifat dari Tatib 
ini ternyata sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian saat ini, terutama 
dengan diundangkannya sejumlah peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan fungsi anggaran. Selain itu konsekuensi dari APBN 
kita terbagi atas RUU APBN induk, 2) RUU APBN Perubahan dan 3) 
RUU Pertanggungjawaban APBN, maka seharusnya diatur pula 
mekanisme pembahasan terhadap ketiga RUU tersebut.

Adapun usulan terhadap materi muatan yang berhubungan dengan 
fungsi anggaran dan perlu dibuat dalam Tatib baru, adalah sebagai berikut:

1. Bab tentang Kegiatan DPR Dalam Rangka Menyusun RUU 
APBN.

2. Bab tentang Kegiatan DPR dan Pemerintah Dalam Rangka 
Membahas RUU APBN.

3. Bab tentang Kegiatan DPR dan Pemerintah Dalam Rangka 
Membahas RUU APBN Perubahan.

4. Bab tentang Kegiatan DPR dan Pemerintah Dalam Rangka 
Membahas RUU Pertanggungjawaban APBN.
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Alat kelengkapan yang dibentuk untuk membantu DPR dalam 
melaksanakan fungsinya, dalam kenyataannya menghadapi banyak 
permasalahan. Mulai dari jumlah alat kelengkapan yang dianggap terlalu 
banyak, hingga masalah kualitas kerja dari alat kelengkapan yang belum 
optimal mendukung pelaksanaan fungsi Dewan.

Selain permasalahan di atas, ditilik dari pengertian alat 
kelengkapan, yang dapat diartikan sebagai “sesuatu yang disediakan bagi 
DPR untuk menjalankan fungsi DPR”, maka ada persoalan penting yang 
harus mendapat jawaban dari DPR sendiri, apakah sudah tepat seluruh 
alat kelengkapan yang dimuat di dalam Peraturan Tata Tertib DPR sebagai 
alat kelengkapan yang dimaksud.

Saat ini, jumlah alat kelengkapan di DPR bisa mencapai lebih dari 
30 alat kelengkapan. Mengapa? Karena dari 9 alat kelengkapan yang 
disebutkan di atas, jumlah Komisi di DPR ada 11 Komisi, sedangkan Panitia 
Khusus, disesuaikan dengan kebutuhan DPR. Saat ini ada lebih dari 15 
Pansus yang sedang bekerja di DPR. Panitia Khusus ada yang dibentuk 
untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan ada yang dibentuk dalam 
rangka melaksanakan fungsi anggaran.

Banyaknya alat kelengkapan DPR ini ditengarai sebagai penyebab 
munculnya permasalahan yaitu sering tidak kuorumnya rapat alat-alat 
kelengkapan yang ada. Berdasarkan pengalaman DPR sebelum periode 
1999-2004, anggota kerepotan dalam membagi waktunya untuk 
menghadiri kegiatan-kegiatan alat kelengkapan. Oleh sebab itu, sejak

Dalam Pasal 3 Peraturan Tata Tertib DPR dinyatakan bahwa Alat 
Kelengkapan DPR meliputi:

1. Pimpinan DPR
2. Badan Musyawarah
3. Komisi
4. Badan Legislasi
5. Panitia Anggaran
6. Badan Urusan Rumah Tangga
7. Badan Kerja Sama Antar Parlemen
8. Badan Kehormatan
9. Panitia Khusus
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tahun 2002 dimuat ketentuan baru yaitu berdasarkan pasal 8 ayat (4), 
setiap anggota hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat 
kelengkapan lainnya yang bersifat tetap. Hal ini dimaksudkan agar anggota 
dapat mengatur waktunya sedemikan rupa sehingga kegiatan-kegiatan 
dalam alat kelengkapan dapat berjalan dengan baik. Namun ternyata 
ketentuan ini tidak memberikan jaminan akan kuorumnya rapat alat 
kelengkapan. Bisa jadi memang ada anggota yang malas menghadiri rapat, 
namun bisa jadi juga hal ini disebabkan banyaknya Pansus yang diikuti 
oleh seorang anggota, atau pembagian jam kerja (manajemen waktu) 
yang buruk. Lebih lanjut mengenai manajemen waktu akan diuraikan 
dalam bagian tersendiri.

Ditilik dari pengertian mengenai alat kelengkapan di atas, ada 4 
alat kelengkapan yang tidak terkait dengan pelaksanaan fungsi DPR, yaitu 
Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Badan Urusan Rumah Tangga, 
Badan Kehormatan, dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Mengapa? 
Karena ke-5 alat kelengkapan tersebut tidak secara langsung melaksanakan 
fungsi DPR, sebagaimana Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau 
Pansus yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan ke-3 fungsi DPR. Namun 
demikian, pembahasan lebih lanjut akan diuraikan secara detil 
berdasarkan urutan alat kelengkapan yang ada di dalam Peraturan Tata 
Tertib DPR“.

Peran Pimpinan DPR, sebagai salah satu alat kelengkapan DPR 
terlihat berbeda dengan alat kelengkapan yang lainnya. Peran Pimpinan 
sebagai wasit yang tidak memihak dalam debat sebagaimana Pimpinan 
di negara-negara model Westminster tidak terlihat dalam DPR. Satu 
contoh kasus yang mengemuka terhadap permasalahan Pimpinan DPR 
adalah pada saat DPR periode 2004-2009 mulai bersidang. Lima fraksi 
yang tergabung dalam Koalisi Kerakyatan menyampaikan mosi tidak 
percaya kepada pimpinan DPR karena Pimpinan DPR dinilai berpihak 
kepada Koalisi Kebangsaan. (Media Indonesia, 30 Oktober 2005).

® Lihat lebih lanjut dalam Riris Katharina, Pemetaan Masalah Parlemen Ditinjau dari Peraturan Tata 
Tertib DPR. Forum Politisi. Jakarta. 2007.
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Jika ditilik dari UU No. 22 Tahun 2003, peran Pimpinan DPR 
tidak terlihat begitu sentral. Pimpinan DPR hanya diberikan tugas sesuai 
dengan perintah DPR, yang dalam hal ini adalah keputusan Rapat 
Paripurna DPR. Namun, selanjutnya dalam Tatib DPR peran tersebut 
semakin diperjelas. Dalam rangka memperjelas ini, timbul berbagai peran 
yang malah memberikan peran baik dalam hal administratif maupun 
politis. Bahkan, beberapa peran yang dimaksudkan sebagai peran admin­
istratif malah dapat menjadi peran politis (lihat tabel 1). Dari 97 peran 
Pimpinan DPR yang dimuat di dalam Tatib DPR, hanya ada 39 peran 
yang dapat dikategorikan peran administrasi, sisanya sebanyak 42 
merupakan peran politik dan 16 peran dapat dikategorikan merupakan 
peran administratif, namun dapat dijadikan peran politis (Kategori peran 
administrasi adalah peran yang dijalankan oleh Pimpinan DPR dalam 
rangka pelaksanaan suatu proses politik, misalnya menyampaikan surat, 
menerima surat, menjadi juru bicara, dll. Sedangkan kategori peran politik 
adalah peran Pimpinan DPR yang membawa dampak terhadap situasi 
politik di Indonesia, misalnya mengadakan Rapat Paripurna, mengadakan 
Rapat Konsultasi, dll).

Dalam Tatib DPR yang baru terjadi pengurangan peran Pimpinan 
yaitu dalam memberikan persetujuan atas penyimpangan waktu rapat. 
Namun, secara keseluruhan, peran Pimpinan masih terlihat sentral. 
Dalam implementasinya, peran Pimpinan DPR memang terbukti sangat 
penting, bahkan suaranya atau pendapatnya seolah-olah dapat 
mengatasnamakan DPR. Contohnya dalam pelaksanaan rapat konsultasi 
dengan Presiden pada waktu membicarakan mengenai draft MoU RI- 
GAM. Setelah menghadiri rapat konsultasi. Ketua DPR sebagai unsur 
Pimpinan DPR membuat pernyataan bahwa DPR menyetujui MoU RI- 
GAM. Padahal, seharusnya hasil rapat konsultasi tidak boleh 
mengatasnamakan DPR. Pimpinan DPR juga seringkah melakukan rapat 
konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan lembaga negara lainnya tanpa 
melalui putusan DPR yaitu melalui Rapat Paripurna, sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf e Tatib DPR. Kegiatan ini terus 
berlangsung karena ayat ini bertentangan dengan pasal 169 ayat (2) Tatib 
DPR, yang memungkinkan konsultasi dengan Presiden dilakukan secara 
berkala.

Peran Pimpinan DPR juga terlihat antara lain pada saat Komisi 
akan melakukan kunjungan kerja dalam Masa Sidang. Jika dianggap 
bahwa Komisi adalah suatu alat kelengkapan dan Pimpinan DPR juga
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Tabel 5 

Peran Pimpinan DPR

merupakan alat kelengkapan, maka terlihat bahwa Pimpinan DPR lebih 
tinggi daripada alat kelengkapan DPR lainnya (misalnya Komisi). Dalam 
kasus kunjungan kerja, ketika Komisi menganggap kunjungan kerja 
dalam Masa Sidang sangat diperlukan, maka Pimpinan DPR tidak perlu 
menjadi penentu boleh tidaknya kegiatan tersebut dilakukan. Sebagai 
pihak yang diberitahukan boleh-boleh saja, mengingat Pimpinan DPR 
bertugas dalam menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi 
pengelolaan anggaran DPR. Selain dapat menghambat kegiatan Komisi, 
Pimpinan Komisi juga terkesan sebagai '"super body”. Dalam kaitannya 
dengan anggaran, hal ini dapat dikoordinasikan dengan Sekretariat 
Jenderal yang mengetahui secara lebih baik anggaran di DPR. Lagipula 
pertanggungjawaban keuangan jelas, karena dilakukan oleh Komisi. 
Hanya sayang, dengan Tatib yang baru, laporan hasil kunjungan kerja 
tidak dilaporkan dalam Rapat Paripurna sehingga tidak dapat dikontrol 
oleh masyarakat, sehingga apabila ada penyimpangan rakyat tidak akan 
segera tahu.

I
/2;^ Tatib

Mejietapkan arah, ket^jakan umum dan strategi pengddasn anggaran
 Ok:: p

Mempertanggungjawabkan pefaksanaan iugssnys dsbm Rapat

Menenr ukan j^ijaksinaarj teiasarta^tar^parl^eriO^ 
Ra|:»t S^art Kerja Sama Antai^afiwt^ d^ dijapWfk^ Badan
ttusyawarah. ?

jl Atengadakankoofdtnastterhad^peteksanaan tugasKdfRr» serta^at *

J Memempw «dang-adang dan mBnyrenpujkan hasrf udang untuk 27>(}^hu5ufa,7^ A

j||;|(^yg5uh:;f^nggr^a;i^:dart:Weh^atlaf(an?:f^^grak

|::|^i<;;j:MelakSanafc^ dan;:mern3sya-ak:atkah:fcep«Jtusah:DPk^>;j:: j;:<H^'-:;^<j;:<";::;':j:H^

DPR dan^t^ alat: kelei3gl<aFahOR dfjpengcrffc

atau rehabrtftaa Anggota sesuai dengan ketaotoan peraturan 27;(?JhUfUig P

: jMmelapkan arah, keby^iadiufnurn dan ishategi p^gdojaan:aoggaran ; 27^

P|l|
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Tatib Ket.Atumn
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62(3}

75:01 HUS), (6)
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p
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P
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14.

Mengadakan Rapat Pimphan l^R satu teli satu bulan d^am rangka 27-Q)hufufg
melaksanakan tugasnya

<;M!S^aywi^:'i^ial^naatir^^S::dan;k^

Menghadiri r^at alat kdengkapan DPR yang lain ap^ila dipandang 
perlu.

yangpertupenaftganahsfigm.setelahtnehgadabnkftpartca^dengan 27'£J>buFufh

18. Ran^p jabatan sebagai Pimpinan Bamus. 30(1)
Pimpinan memtmf«n rapat peflatra .^at kelengkapan ttelam ran^ 36^4tfi^^[2i

37;{4}hurufePersetujuan Pimpinan untuk kunjungan kerja Komisi dalam Masa 
Sidang.

2k Pefs^ujoan Pfmpman unyjf studi tanding l^bmt^ dalam Ma-saSdarig. 37;(4)huFufJ’ 
Pesetujuan RmfHnan untuk Komisi yang akan rrtetakukan Raker dan 
RDP yang tidak merup^an ruartg lingkup Komisi tersebut- 
Pefsetujuan pimpinan atas fcorjrdnasi dan kgnscftasiyatg ditakukan 
q1^ Badan asi dengan Pernefineh+C^O, K, MA. atau pftiak lain

24. Persetujuan Pimpinan untuk kegiatan studi banding Badan legislasi. 42;(3)hurufe 
Penugasan atau pefsetujuap Pimpinan kepada 5KSAP untuk

Persetujuan Pimpnai atas kenginan R<SAP me^gadrdcan hubungrui 
dengan organisasi internasional lainnya.
Penugasan atau Persetujuan Pimptr»m atas kehadiran 6KSAP dalam

23 Pimpinan yang menerima (sdc^lgus menyalurkan) pBtgaduan secara 
tertulis yang dtujukan kepada Badan Kehormatan.

29. Pfl^ptnan menyamprakan sardcsi teguran tertukskr^aads An^ota.
30. Pimpinan membacakan sanksi dalam Rapat Paripurna.

Ptmplraffi menyampaikan pemberhentian sebaga Anggota kepatia

^2 Pimpinan menyanpakot Kq3utu^n Presiden kef«da Anggota yang ^zri 
diberhentikan.

33, Pmpihan -dengan memperhatisan pendapat Pimpinan Fraksi) dapat 74^)

34. Pimpinan menyampaikan pidato pembukaan dan penutupan.

36 Persetujuan Pimpnan atas penyimpangan tempat rapat.
37; Memborkan persetrguar^ atasPap^tParipurna tuar Bissa 7g-0)huruf-
38. Menghendaki Rapat Paripurna Luar Biasa. 79:{l)burufb
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Membet>©bufcan k^sada Anggota mm^ensi perts(^»n9an atas (W

^;:jvMenefjfria n^kan atas ftUU dari rna^ral^^

WiM>eru5kan masukan ifen tnat^rakatk^sada afat tidengk^»n OH?

62; Menerima maajfcan atas RUU dari rnasyarakat^m^hasan RUW. ; ;
M^wusksn masukan cbn tnasjsrakat kepada aiatJ^en^E^aan i

Memberikan f^ilimbangan/konsuJtasi yang titu^sian peraturan ;<■ 
peTLfndang-undangan.

-- Wembentahukan Pimpinan DPO mengenar rencana penahban ' '' ■■«

Menerima penimbangan OPD atas pemilihan anggota ; ;
'7 Merftberuahukan surat penCafenan EJobes untuk 81 dalarft Rapat iS&hucpfifr am

gg Membias surat pencalonan [kibes bersama Pimpnan Komisi dan 
.;< Fraksi (Masa Sidang).

lll

liil

Memimpin Rapat Pimpinan Gabungan Komisi untuk pemilihan 
psmpinan Gabungan Komisi.

;; 42;:-Ad^undang Rapat^I^

; 44;^W^Fimausul p^t^

';; 46.; Mengundang seseofang dalam; rapat-t^t DPR;

;:;;<4&;:;M«^irjmkan surat

i;;: 5&;MemberitabukariHl^jada
St Menyanpsikan RUU kepada Prmpfnan OPD.

■^52.:: Menerima usul inidatlf RUU. ;
S3. Membetriahukan kepada Anggota masuknya usd Tnitaaltf ISjU

■ ::.; 54.; Men>^mpaifan RUU CTRkepada Pmsiden d^; pirnp^
5$. M^wltnaperub^ri ^tau penarikan kembalt usyl fnisiat^iW 

Menerima Surat;Pen^r5tar Presiden dan m^yafnpaik^^^ 
POihah ■

92:(n A
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ilBBiigiBiiiiiiiig
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^SH
iiiAiBB

56^^
ey Menyampirkan sur^ kepada Presiden dan Hmpfnw DPD {RUU dan .

.... hfwt ___________ ___________________ ______ 1
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< 'Fraksi (Masa Reses). 
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TMib Ket.No. Aturan

cata pertemuan koretultasj dan

Menerima sufai pencalonan Gubes dari Presiden dan 
memberitahukannya dalam Rapat Paripurna

75, Mener^na lapnran^tenKornfsmeng^ pembahasan Gr^es-
Menyampaikan ha^i pembahasan Komisi mehgen^ tkibes tepada jgpjin;^^ 
ftesiden.

i:

AZP

■■i

Menyampaikan hasil konsultasi perihal pencalonan Dubes kepada j 59 huruf c 
Presiden {Masa Reses).
Memberitahukan telah dilakukannya pembahasats surat pre^den i^burofd i

A

A

A'P::;7:

Mengetahui penpatytsn mengenai teknis penyampaian aspirasi dan - p........ r;.r*.............
7«: Menerima laporan aas hasilR^rdari RDP terkait deng^ pemuas»! ■ ■ 

Hapsem; BPK < jy?
79; Mengadakan konsultan rfatgan Penpinan Fraksi 

Menyampaikan kasus penyimpangan keuangan pada Kepolisian/
f®-' ftejaksaan, dan pimpinan instanSa^yang bersangkum;

Membuat fces^jakatan dengan Pirapmao lemfc»ga Megara lain 
mengenai mekanisme dan tata cata pertemuan konsultasi dan

8Z Menerimay«jtiHte^>elasL^
gj Memberitahukan masuknya «sdE inteipelBH dan membagikan kqaadd j

Meherimapep^
\ .usuIliWp^BsLU: //v

„ Mfa^^^piuianustil interpEJasi k^aPresiden sekaJEgasmertgonrfang

■86. '< Merierima:usu|iangket: 1. ■: < < ::
Mamberrt^ufc&n tnasukny* usul angket dan membaukan k^jada

Menerima pemberitahuan tentang perubahan atau p«tMtkan k«hbdi 
usut angket. ,

.Menerima l^an Panitia Angket dan memb^ikannya kep^a s^uru^ 182X1)
\-;^ggota.-/ :.: ■

Mernberitahukari masutaiya usul menyatakan per>d3f»t kepada : ■..

Menertms pemberitahtKat teUBng p^uh&heh m» pefiaf9iaft kerObalr
93 usul menyatakan pendapag membaukan kepada AnggOt^'ifen 18^21 A/P

menyampaikan kepada Presiden.
94. Menerima pertanyaan yang ditujuten l^ada Preuden.: ;> ..;; 1^X1) .y /-^<; ■ n

■lg||iSg|ilBiBBMlB^^MiM^MBi
g6.''^MenCTuskan;pertanya^ Ahggotahkepada: Presld^.;:/:;;; <■
gy Menerima taporwibeikate tentang pehg^(^ftkeua»i^d6^$eJS«v 199X0 '' i>

y.■>■■;■ ;A;' B;
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Selain dalam hal kunjungan kerja, mengapa hanya Pimpinan yang 
ditugaskan untuk melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR? 
Mengapa tidak diberikan menjadi kewajiban bagi masing-masing anggota 
DPR juga, atau bahkan alat kelengkapan yang lain? Padahal kegiatan 
kunjungan kerja dilakukan dalam bentuk perseorangan dan Tim, yang 
dapat dipergunakan sebagai alat yang efektif juga untuk memasyarakatkan 
putusan DPR. Demikian juga pemberian tugas dalam menetapkan arah, 
kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran. Bukankah ini lebih 
tepat diberikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR?

Jika dilihat lebih lanjut dalam pasal 27 ayat (3) huruf h, peran Rapat 
Paripurna bahkan terlihat seperti dapat digantikan oleh rapat antara 
Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Komisi saja. Dan kejadian 
ini seringkah terjadi. Padahal, seharusnya Rapat Paripurna-lah yang dapat 
memutuskan untuk membentuk suatu Tim, apalagi karena ada masalah 
yang perlu penanganan yang segera. Bukan dibalik, dengan alasan perlu 
penanganan segera, Rapat Paripurna menjadi digantikan.

Kegiatan Pimpinan DPR yang saat ini kurang dilaksanakan adalah 
menjadi juru bicara DPR. Dalam setiap rapat DPR, Pimpinan DPR nyaris 
tidak pernah mengeluarkan press release untuk para wartawan. Akibatnya, 
informasi yang sampai ke masyarakat menjadi beragam. Tidak jarang 
hal tersebut malah merugikan Pimpinan DPR yang dinilai tidak antisipatif.

Belajar dari pengalaman parlemen di negara lain, dikenal 3 model 
peran Pimpinan DPR yaitu model Westminster, model Kongres AS, dan 
model Biro Perancis (NDI, 1996). Pada parlemen Inggris, Kanada, India, 
dan Israel, ketua dibebani tugas mengatur jalannya perdebatan dan 
memelihara ketertiban dalam majelis. Ketua bertugas sebagai non-parti- 
san. Kedudukan tidak berpihak dalam peran ketua dibuktikan dengan 
fakta bahwa hak suara ketua dibatasi oleh ketentuan atau kebiasaan untuk 
mengatasi jumlah suara yang sama, walaupun di Israel, Ketua berhak 
memberi keputusan atas masalah penting lainnya. Selain itu, ketua tidak 
ikut serta dalam perdebatan selama siding-sidang parlemen. Ketua 
umumnya mengendalikan semua fungsi legislatur, dari perdebatan sampai 
administratif, baik langsung dengan mengetuai komisi yang bertugas 
melaksanakan fungsi ini atau secara tidak langsung melalui sekretaris 
jenderal. Hanya di Israel, Ketua berada pada jalur untuk menggantikan 
kedudukan Presiden, walaupun jabatan ini lebih merupakan simbol saja, 
karena kedudukan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. 
Akhirnya, peran seremonial ketua di Majelis Rendah Inggris tidak ditiru
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di legislatur Kanada, India dan Israel.
Ketua model Kongres AS, bukan hanya seorang wasit yang tidak 

memihak, melainkan juga mengendalikan agena legislatif. Walaupun 
luasnya kendali Ketua dari proses legislatif beragam menurut model ini, 
kekuasaan Ketua untuk mengangkat anggota-anggota komisi menjadi 
komponen penentu dari kekuasaan Ketua. Selanjutnya, di Amerika 
Serikat dan di Filipina, Ketua Majelis dan Ketua Senat menduduki jabatan 
yang ditentukan oleh konstitusi yang menempatkan mereka pada jalur 
untuk mengganti Presiden.

Dalam model Biro Perancis, Ketua adalah pemimpin suatu kolektif 
yang mengendalikan semua aspek legislatur. Dalam model ini. Presiden 
mengawasi berbagai fungsi parlemen tetapi tidak secara langsung 
mengendalikannya. Ketua langsung mengatur debat pleno dari legislatur. 
Ketua bukan ketua yang netral dan tidak berpihak seperti model 
Westminster karena ia boleh ikut dalam perdebatan sidang pleno. Dengan 
kekuasaan administratif yang tidak sekuat seperti Ketua model Kongres 
AS atau Westminster, Ketua model Biro Perancis tidak secara langsung 
mengurus legislatur, sebagai gantinya, tugas yang memakan waktu ini 
dialksanakan oleh anggota lain dari biro.

Pemilihan model Pimpinan yang dikehendaki bergantung kepada 
sejarah suatu bangsa. Fenomena munculnya kritikan tajam kepada 
Pimpinan DPR saat ini dapat menjadi pelajaran, apakah pribadi Pimpinan 
yang bermasalah atau memang peran Pimpinan yang harus diatur ulang 
kembali?

Ditilik dari sisi pertanggungjawaban, dari seluruh alat kelengkapan 
DPR, hanya Pimpinan DPR yang diwajibkan memberikan 
pertanggungjawabannya dalam Rapat Paripurna. Ketentuan ini sangat 
baik apabila diterapkan bagi seluruh alat kelengkapan yang ada untuk 
dapat melihat kinerja masing-masing alat kelengkapan, dimana 
didalamnya terdapat para anggota DPR. Sehingga dengan demikian, 
secara tidak langsung ajang ini dapat dipergunakan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban DPR terhadap publik. Oleh karena itu, perlu dibuat 
aturan agar setiap alat kelengkapan DPR diwajibkan memberikan 
pertanggungjawabannya dalam Rapat Paripurna DPR.



£.2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah (Bamus) dari dulu sering diistilahkan dengan 
DPR Mini”. Hal ini dikarenakan peran Bamus yang sering mengambil 

alih tugas Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR (lihat pasal 79 
dan pasal 156 Tatib DPR). Bahkan, jika ditilik satu per satu tugas Bamus, 
terlihat peran yang cukup sentral juga diberikan kepada Bamus 
dibandingkan alat kelengkapan DPR yang lain (lihat tabel 3). Dalam Tatib 
DPR yang baru, peran Bamus telah dihilangkan satu yaitu dalam hal 
terjadi lowongan jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, dimana 
sebelumnya Bamus akan dimintai pertimbangan sebelum dilakukan 
pemilihan. Namun, secara keseluruhan, peran sentral dari Bamus 
dibandingkan alat kelengkapan DPR lainnya masih terlihat.

Badan Musyawarah sering dijadikan “exit way” dari kebuntuan yang 
terjadi di dalam Rapat Paripurna, mengawal kebijakan pemerintah, atau 
menghindari konflik dalam Rapat Paripurna. Kondisi ini sesungguhnya 
dapat menghambat terciptanya suatu proses demokrasi di Indonesia. 
Sebagai contoh, ketika Fraksi PDI-P meminta agar Bamus mengagendakan 
Rapat Paripurna untuk membicarakan masalah BBM, Bamus 
menghambatnya dengan alasan, usul tersebut harus disampaikan terlebih 
dahulu kepada Pimpinan DPR, dan apabila Pimpinan DPR sudah 
membicarakannya, baru Bamus berwenang membahas untuk 
mengagendakannya. Hal ini pada waktu itu dianggap PDI-P sebagai 
intervensi Bamus untuk menggagalkan rencana ini. Karena, surat tersebut 
sudah disampaikan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR sendiri 
dianggap sudah memberikan disposisi. Namun, karena disposisi tersebut 
hanya diteruskan oleh Wakil Ketua, Soetardjo, tanpa melalui Rapat 
Pimpinan, maka surat tersebut dianggap belum dibahas oleh Rapat 
Pimpinan. Selanjutnya, menurut Panda Nababan (F-PDIP), alasan itu 
hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Pimpinan Bamus, karena 
berdasarkan pengalaman Panda, surat yang didisposisi oleh Pimpinan 
tidak harus melewati Rapat Pimpinan. Demikian juga, dalam 
pengalamannya, permintaan penambahan agenda rapat dapat dilakukan 
dalam Rapat Bamus tanpa permintaan melalui Pimpinan DPR.

Contoh konkret lainnya, sebagai kritikan terhadap peran Bamus 
dapat dilihat dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan pelaksanaan hak- 
hak DPR yang lainnya. Sebagai contoh, dalam proses pembahasan RUU 
tentang Peradilan Militer. Pada saat Rapat Paripurna menyetujui usul 
inisiatif RUU menjadi RUU DPR, Rapat Paripurna tidak dengan tegas 
108
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Tabel 6 
Peran Badan Musyawarah dalamTatib

» Analisis 

menyatakan apakah RUU tersebut disetujui dengan perubahan atau 
tanpa perubahan. Hal tersebut diserahkan kepada Bamus. Dalam hal 
ini, Rapat I^ripuma mencoba mengatasi kebuntuan atau interupsi dalam 
Rapat Paripurna. Namun, akhirnya Bamus mengambil alih tugas ini. 
Bamus dengan kewenangannya dapat memperlambat atau mempercepat 
proses pembahasan suatu RUU. Jika Bamus menganggap RUU ini perlu 
diperlambat (karena berbagai alasan), dia akan menghambat dengan 
memperlamabat proses RUU dengan cara menugaskan Pansus atau 
Komisi untuk menyempurnakannya terlebih dahulu. Jika, tidak, Bamus 
akan segera menjadwalkan pembahasannya.

Demikian pula dalam proses usulan penggunaan hak-hak DPR, 
Bamus diberikan wewenang untuk meminta penjelasan dari pengusul. 
Penjelasan ini dalam prakteknya sering dijadikan alasan untuk 
memperlambat suatu proses pelaksanaan hak-hak DPR, apalagi Bamus 
diberikan hak untuk mengatur jadwal pembahasan suatu hak.

Dalam beberapa kasus, memang regulasi yang tidak dijalankan 
secara benar sehingga berpotensi untuk menghambat peran dan fungsi 
DPR melalui anggota-anggotanya. Namun, beberapa kasus terjadi 
disebabkan aturan yang ada memang membuka peluang untuk itu, seperti 
memberikan kewenangan yang tidak perlu kepada Bamus. Akibatnya, 
Bamus menjadi sebuah birokrasi di dalam DPR sendiri.

l'gl :||R^ Badan Musyawarah adalah:j:

■(B s^;£sss?s:;ss:s®iaa!iiJ
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Pasal 79 ayat (1) huruf b;
Rapat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diadakan 
dalam Masa Reses apabila dikehendaki oleh Pimpinan DPR 
dengan persetujuan Badan Musyawarah.

Pasal 68 a>^t (4}:
Rapat Paripurna atau Badan Musyawarah dapat memperpanjang 
atau memperpendekjangka waktu penugasan Panitia Khusus.

1
i

I
1

?ft ■

9.

I
0 5.

I 

■ii. Jl ■H

f

fci 
dengan ttdak mengurangi hak Rapat Paripurna unurk 
mengutjahrya;

b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam 
menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut 
pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat 
kelengkapan DPR yang la in untu k memberikan keterangan/ 
penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan 
tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut:

d. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal undang- 
undang menetapkan bahwa Pemerintah atau pihak lainnya 
diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi 
dengan DPR mengenai suatu masalah;
menentukan penanganan suatu RUU atau pelaksanaan 
tugas DPR lainnya oleh alatkelengkapan DPft-dan

f. melaksanakanhal-halyangoleh Rapatferipurnadiserahkan 
kepada Badan Musyawarah.

Pasal 46 ayat (2) huruf h
Melakukan tugas atas Keputusan Rapat f^rlpurna dan/atau Badan 
Musyawarah.

■y? III
/'hlll

: ^ba|ai:man|:|Baksiji|adBa^ |||

'f
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>ang diatur dalafnBBBBI 

dit^rlakukan tefcagairnana dirnaksud dalaFn Pasal ■ISC^ keGuati;; ^:;bBBBBBb.B 
BadanMusyawafab menentukan lainBB

<:;:;:;:<;b;:;b;;B: ;y t^r^BBBBB^BBBBOBIs
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mengadakan angket, kepada pengusul dlba-ikarr kesempatan periasan pengusul | 
ufttuk memberikan penJ^aSan tentang usulnya seC<tra rtegkak angket |

|HOlafn::Ra;pat;;:BOhHMus^^fah;'^g:membahas<{^fOB^iO
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Komisi DPR sejak dulu dibenaik berdasarkan departemen yang 
dibentuk oleh Presiden. Berbeda halnya dengan Philippines yang 
membentuk Komisi berdasarkan isu'isu. Oleh karena itu, jumlah Komisi 
seringkah berubah-ubah mengikuti jumlah departemen yang ada. Namun, 
bisa jadi juga, jumlah Komisi disesuaikan dengan perolehan kursi suatu 
partai untuk dapat membentuk Fraksi, sebagaimana terjadi pada tahun 
1997 ketika PDI memperoleh 10 kursi. Komisi DPR berkurang dari 10 
Komisi menjadi 9 Komisi.

Permasalahan yang sering muncul di seputar Komisi adalah 
mengenai adanya Komisi “basah” dan Komisi “kering”. Sebenarnya, 
apabila ada kontrol yang baik, baik dari internal DPR sendiri maupun 
dari luar, termasuk masyarakat, tidak perlu dikhawatirkan ada Komisi 
basah atau kering, sebab kontrol yang baik akan meminimalkan upaya 
korupsi. Apalagi telah hadir Badan Kehormatan yang dapat memberiksan 
sanksi apabila terjadi pelanggaran peraturan (menerima imbalan dan lain 
sebagainya dari mitra kerja). Upaya lain yang dilakukan Fraksi untuk 
menghilangkan stigma Komisi basah dan kering ini, biasanya dengan 
melakukan penggantian anggota antar Komisi. Ada yang dilakukan sekali 
setahun ada yang dua kali setahun, melihat kepada kebutuhan. Namun, 
tidak jarang pula, faktor kedekatan dengan pengurus Fraksi akan 
mempengaruhi penempatan seorang anggota di Komisi.

Dalam perubahan Tatib yang baru, salah satu hal yang menarik 
untuk ditelaah adalah diberikannya kewenangan kepada Komisi untuk 
menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 
pelaksanaan tugasnya kecuali rancangan anggaran untuk pelaksanaan 
fungsi legislasi. Mengapa anggaran untuk fungsi legislasi tidak dirancang? 
Padahal, Komisi juga memegang peranan dalam tugas di bidang legislasi. 
Komisi diberikan hak untuk mengajukan RUU juga. Kekhawatiran yang 
muncul adalah bahwa Badan Legislasi secara tidak langsung akan 
mengambil seluruh peran legislasi, termasuk yang ada di Komisi. Dengan 
demikian, dapat dikatakan kekuasaan membentuk undang-undang yang 
ada pada DPR menjadi tidak berarti ketika internal DPR melakukan 
pembatasan-pembatasan dalam proses pengajuan suatu RUU.

Jika berbicara mengenai konsep Komisi, maka DPR menganut 
konsep Komisi yang melaksanakan ketiga fungsi DPR. Oleh karena itu, 
apabila DPR hendak menciptakan suatu konsep Komisi yang
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rafafaLama

melaksanakan satu fungsi, maka perlu dilakukan penataan ulang terhadap 
keberadaan seluruh alat kelengkapan yang ada di DPR, termasuk peran, 
fungsi, wewenang, dan sistem kerja.

Terkait dengan penempatan orang-orang di dalam Komisi, otoritas 
Fraksi lebih besar. Akibatnya, ada anggota yang tidak nyaman bekerja di 
Komisinya karena tidak memahami permasalahan yang ada di Komisinya. 
Untuk itu, dukungan keahlian sangat dibutuhkan bagi para anggota yang 
semacam ini. Namun, saat ini yang terjadi adalah bahwa staf ahli yang 
ada hanya membantu Pimpinan. Sebab, rekrutmen yang selama ini 
dilakukan terhadap tenaga ahli Komisi dilaksanakan oleh Pimpinan,

Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPR mulai muncul sejak 
tahun 1999. Pada awalnya, lembaga ini dibentuk sebagai tuntutan atas 
dibentuknya Prolegnas di DPR. Pada waktu itu, diusulkan untuk 
membentuk alat kelengkapan yang baru dengan status Panitia, yang 
bersifat sementara. Namun, f^nsus Perubahan Tatib pada tahun 1999, 
menganggap bahwa alat kelengkapan ini begitu penting, sehingga 
diputuskan untuk membentuk satu alat kelengkapan yang bersifat tetap, 
yang dinamakan Badan Legislasi.

%1^' jf

Tabel 7 
Peran Badan Legislasi

dan menyuson
'ii^l?h;’^^''4npripfitaspernbah^sari | RanGangan ;Undahg-yf)dang
lii'N:O^990^3an:DPR>^ <f^asal«anggQbah dangrigritai$etfapl^itfi>:?

;?;Ahggafan>;;yang>s€tadjOa:di^^ 
dalam
dengan ^Kepunjsan-^’R ■ ■ ■ ■

iSs^'|enye^,nakanuSul«a«RUUyangdlsiapkan^B

d.m.nta. dan se anjutns^ d,sampaikan kembaly 
kepada pengusul untuk diproses lebih lanjut, sebelum RUU tersebut diam
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Pas^i 42 ayat t2}'haruf ; Pasal 42 aj^t (2) hurufc;' :■ j
^f^mbef ikan tekomentJasi:.: kepada : 8adan:^ M 
Mysyawafah dah/atau Kdrnisi yang terkait 
O^safkaahasitp^mantaijan/teth^pmMefr;;

tfenG^nganKornisis^luml^Ut^Sebtrt;'' 
di^mpai>^n ltep^aPirnFnn^:;D

.'PO<42^aiW)bunrf^ft^;;^ 
vMfeiaktjkan;<pen^fc^f1u:^n;<d^^^ 
Wiasukan uhtukcjwy y^g 
dJt^has: dan; sosialisasi
^disahk^n. :■:: j

Men^koti-pw^kmibangandanTOdafeukane^luBK Mengikuti peikembangan dan niebkukan 

1—- — 

Pa5ak42ayat: (1) hufuf g; ¥,
Welakukan evaTuasi dan penyem^
;Peratuf3n Tatib;dan;l<i>de;Et»k¥¥¥'

O ;>w ;;'pO:42^ • f^^l§llli^llllll;?l5:|;^g;i|;:
................................... .... ........ ...

fWUsu^ OPCt

Pasal42ayat {1}hufufd;-: : ■. ;; Pasal 42 ayat (1) hutuf d;Membertlan
Melakukan pembahasan, perdbahan^enyerns p’edintbangan terhadap F«ngajuan TO 
purniaan RUU yang secara .khusus ditugaskan ■ y3hg dia^ten oleh Mggota, FrakS. k^rhi^,
Bamus.<: ;; 't;- <;■ -• <

,T>tlb8ar» ...

Metnbeflkan masukan kepade Pimpinan

Pasal 42'^ai {lyhufuf t; ttt 
Klertbedkan penimb^gan. t^h^ap:'^ 
yang-^arig dibahas olehiPtesidend^ORi^ 
;dan:: <¥¥:

l^fu^ang^iyhdiahg^bi^^iasia^i^^ 
^^kfe^bgggtaahsIsDPisHHMd^

PaSal42ay^{2ilburufa;:A;:;tt:::<;¥;t? t N-t ;
:i^gadakan koordinasi?^ konsul tasi-dengan:;; : Mer^adak^ mp^ ddigan Pimpihanf 
^pih3k;Pernef iht3h,?GPEb ? aiad ■ pihak :taih yahg<t >• <Kdmisb<'Alat?;OleRg^^ 
dianggap perlu rneng^^ O yaig rhehyahgkut : mehanganiSdahg legdasfdah m 
ruang lingkup tugasnya mel^ui Pifnpinan E^R- :-dapat uhturn^^^

5kdmid:t^h3??t^tBd^^^^Ptedg^ait:pehyd^^uhab<^?^?:deng3ht|Hhak:'P^m^idt^
?¥;>>¥:•<> S^i;^i^fb;dahs^dtahtpri(^!tai^5^1^3^Ol^:t^itdl3dtblhiaki;d^

: Pasal 42 ayat (5) huiuf h?: H
;■ MeOkah eyalua^ dah:cpenyemiaufnaah-

;Peraturah;1^1b:d^:lfode?Bik.t:?-;¥^¥5tt^

Membsflkan thdftikan kepadaPimpinan £^:H
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■L-.s;:|;:::::8a^dt;<D^hgarj:Rett^^ :;;;Mefjgad3ikart:;;piaF^:;;W
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s§:j;™:s;:;;;g®:;:ssH::g;||i::g|gg£|::<|>s;:>g::<:<;>:;-:::^

■HPasat:42ay«;0)'hUruff;:Hi:;^^^^ 
|•:|;|;^f^fe^tukPanit^^;^}a ■;'W^bentujt^F^njt^

^«$al 42 ayat J2) htjfvf g^Mengututkah tepada PasalE42 ayat pJhuiuf-g-MengusulkanIsepada . 
»8, BafirtUS hal yang dipandang pedu dPWk Bamus hal yang dipandang peelu antuk

ii^llilllllillioiillllliiiillilllilllllililllilllllllillllilio»
Mengingat bahwa Badan Legislasi baru dibentuk, pada waktu 

dibentuk tidak terpikirkan apa yang menjadi tugas-tugasnya. 2\khimya, 
diberikanlah salah satu tugas tambahan selain menyusun Prolegnas yaitu 
melakukan penyempurnaan terhadap Perubahan Tata Tertib DPR dan 
Kode Etik DPR. Menyangkut tugas untuk melakukan perubahan Tatib 
dan Kode Etik, dalam perkembangan saat ini, penting untuk dipikirkan 
kembali, apakah wewenang ini masih tepat? Mengingat bahwa Badan 
Legislasi, sebagai suatu alat kelengkapan, memiliki kepentingan juga. 
Penyimpangan bisa saja terjadi.

Hal ini sudah terlihat dari perubahan Tatib yang dilakukan saat 
ini. Perubahan yang terjadi lebih bersifat parsial dan tidak memiliki visi 
parlemen yang jelas. Apakah DPR akan menuju kepada sistem parlemen 
dengan 3 fungsi yang tercermin dalam pembagian Komisi menurut fungsi? 
Jika demikian, seharusnya perubahan Tatib harus menyentuh juga kepada 
penguatan fungsi anggaran dan fungsi pengawan juga. Dalam 
kenyataannya, perubahan Tatib kali ini jelas memperlihatkan suatu upaya 
penguatan parlemen di bidang legislasi semata.

Pembentukan Badan Legislasi sebagai pusat pembentukan undang- 
undang dengan tidak memperhatikan peran dan fungsi alat kelengkapan 
lainnya yang masih ada dan dengan kewenangan yang tetap telah 
membuktikan bahwa Badan Legislasi hanya memikirkan Baleg semata 
dalam proses pembahasan perubahan Tatib DPR. Bukti terhadap hal ini 
adalah:
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• Dari kewenangan yang diberikan kepada Baleg sebagai pusat 
pembentukan undang'undang. Jika dulu Baleg hanya diberikan 
wewenang menyempurnakan usul RUU yang disiapkan oleh 
Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi, atas permintaan pihak- 
pihak dimaksud, maka saat ini hal tersebut sudah merupakan 
keharusan. Itu artinya, tanpa proses melalui Baleg, suatu RUU 
tidak dapat diproses lebih lanjut.

• Baleg diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan 
terhadap pengajuan RUU yang diajukan. Jika pertimbangannya 
menolak RUU yang akan diajukan, jelas hal ini akan merugikan 
pihak pengusul, karena Baleg bukan Paripurna, forum tertinggi 
di DPR.

• Baleg diberikan kewenangan untuk melakukan penyebarluasan 
dan mencari masukan serta sosialisasi terhadap UU. Suatu 
kewenangan yang seharusnya dapat dilakukan oleh pihak-pihak 
yang diperkenankan oleh Tatib sendiri untuk mengajukan suatu 
RUU. Namun kewenangan yang sama tidak dicantumkan dalam 
bagian yang mengatur mengenai Komisi atau Gabungan Komisi.

• Badan Legislasi diberikan dasar hukum untuk merekrut sekurang- 
kurangnya 15 orang tenaga ahli. Ketentuan ini tidak diketemukan 
dalam alat kelengkapan yang lain.

• Komisi tidak diperkenankan mengajukan rancangan anggaran 
untuk pelaksanaan fungsi legislasi. Anggaran tersebut berada di 
Baleg.

Jika membandingkan Badan Legislasi DPR dengan Badan Legislasi 
yang ada Philipines misalnya, terdapat perbedaan yang besar. Jika Badan 
Legislasi di DPR beranggotakan anggota-anggota DPR, maka di Philipines 
beranggotakan para pakar di bidang hukum, bukan anggota DPR. Oleh 
karena itu, apabila ada anggota parlemen yang mempunyai ide untuk 
membentuk satu RUU, dia dapat datang ke Badan ini untuk disusun 
idenya tersebut dalam satu format RUU yang sempurna. Badan ini juga 
bertugas untuk memperhatikan apakah ide tersebut bertentangan dengan 
konstitusi atau tidak. Kondisi yang sama dapat dilihat di Kongres AS. 
Seorang anggota Kongres yang memiliki ide, dan ingin menjadikannya 
sebagai satu usulan RUU, dapat datang kepada ahli perancangan. Dengan 
dibantu oleh peneliti, sang anggota Kongres dapat menyampaikan ide 
besarnya, dan selanjutnya si perancang akan merancang RUU tersebut.
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Dengan demikian, hak mengajukan RUU tetap berada di tangan anggota 
yang bersangkutan.

Dibandingkan dengan konsep law center Badan Legislasi, seolah- 
olah seluruh anggota Badan Legislasi telah memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang memadai untuk melakukan hal tersebut. Jangan- 
jangan kondisi ini justru akan memunculkan penolakan seperti halnya 
Komisi APBN jaman dulu, yang dianggap sebagai “Komisi Super” karena 
setiap Komisi harus datang kepadanya untuk melaporkan mengenai 
anggaran masing-masing departemen yang menjadi pasangan kerjanya. 
Padahal, dalam prakteknya, para anggota Badan Legislasi hanya menerima 
hasil jadi dari Tim Asistensi atau Tim Ahli yang ada di Badan Legislasi. 
Selain itu, jika seorang anggota DPR ingin mengajukan RUU, ide itu 
bisa jadi akan mendapatkan penolakan dari anggota Badan Legislasi yang 
belum tentu sama dengan pemikiran anggota Komisi misalnya. Atau bisa 
jadi ide tersebut “bocor” kepada Fraksi lainnya. Karena, bagaimanapun 
lembaga ini adalah lembaga politik yang masing-masing memiliki 
kepentingan.

Dalam kaitannya dengan Tenaga Ahli, Baleg telah menetapkan 
bahwa Baleg didukung oleh sekurang-kurangnya 15 orang tenaga ahli 
yang bekerja penuh waktu dan serendah-rendahnya berpendidikan S-2 
bidang ilmu hukum, politik, ekonomi, dan disuplin ilmu lain yang 
dibutuhkan. Hadirnya ketentuan ini seolah-olah hendak menyatakan 
bahwa Baleg akan dapat memenuhi target pembentukan undang-undang 
sebagaimana yang telah dijadwalkan. Namun, sesungguhnya, dengan 
praktek yang terjadi saat ini, saya tidak optimis hal ini akan dapat tercapai. 
Dalam kenyataannya, di Jakarta, akan sulit menemukan seorang S-2 yang 
memiliki keahlian dan pengalaman yang banyak, yang mau bekerja penuh 
waktu dengan hanya dibayar Rp. 5 juta. Oleh karena itu, seorang lulusan 
S-2 yang mau bekerja penuh waktu dengan gaji Rp. 5 juta hanyalah 
seorang fresH graduate, tanpa pengalaman. Bagaimana dapat 
mengharapkan bantuan optimal dari seorang yang dinyatakan sebagai 
ahli dengan pengalaman yang minim? Apalagi jika tenaga ahli tersebut 
tidak memilki bank data (sumber informasi) yang memadai? Bahkan, 
dengan sistem perekrutan tenaga ahli seperti yang dilakukan Baleg pada 
saat ini, bisa dipastikan, tenaga ahli yang direkrut hanyalah “tenaga ahli 
pertemanan”, tanpa keahlian. Bahkan, bisa jadi mubazir. Sebab, tidak 
seluruh tenaga ahli dengan segala ilmu yang akan dibutuhkan Baleg dalam
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waktu yang kontinu. Misalnya tenaga ahli ekonomi, mungkin tidak akan 
selamanya (dalam setahun penuh) akan dibutuhkan Baleg. Sebab, bisa 
jadi RUU yang menyangkut ekonomi hanya ada satu misalnya. Dengan 
perekrutan seperti saat ini, seseorang yang telah direkrut oleh Baleg akan 
terus duduk di Baleg, mendengarkan pembicaraan mengenai suatu RUU, 
tanpa dia mempunyai keahlian di bidangnya.

Selanjutnya mengenai Peneliti dan Perancang Undang'Undang. 
Menurut pasal 40 ayat (6) Peneliti dan Perancang Undang-Undang dapat 
berasal dari luar Sekretariat Jenderal. Diakui bahwa saat ini ada sekitar 
33 Peneliti (telah terjadi pengurangan sejak tahun 2005) dan 20 orang 
Perancang (sudah mengalami pengurangan sejak tahun 2005). Dengan 
persyaratan yang harus dipenuhi baik dari LIPI bagi Peneliti maupun dari 
Depkeh &.HAM bagi Perancang, seseorang baru bisa disebut sebagai 
Peneliti dan Perancang. Namun, dengan hadirnya ketentuan yang 
memperbolehkan Peneliti dan Perancang dari luar Setjen, bisa jadi Peneliti 
dan Perancang yang berasal dari luar itu tidak memilki kualifikasi 
sebagaimana diatur dalam LIPI maupun Depkeh&.HAM, sebagaimana 
diketemukan pada saat ini banyak yang menyebutkan dirinya peneliti 
(biasanya dari LSM). Dengan tidak jelasnya aturan ini, bisa jadi perekrutan 
Peneliti dan Perancang hanya sebatas status, tanpa jelas kualifikasinya. 
Jika demikian, bagaimana bisa Peneliti dan Perancang membantu tugas 
Baleg yang demikian beratnya?

Selanjutnya, dalam penggunaan istilah “penyebarluasan” dan 
“mencari masukan” untuk RUU yang sedang dan akan dibahas. Sebagai 
PNS, saya memahami bahwa istilah yang berbeda akan mengeluarkan 
anggaran yang berbeda pula. Oleh sebab itu, dua istilah yang hadir dalam 
Tatib baru ini saya anggap lebih kepada permainan kata untuk dapat 
memaksimalkan penyerapan anggara. Bukankah dalam kegiatan mencari 
masukan kegiatan penyebarluasan dapat dilakukan juga? Kesan bahwa 
Baleg memang mencari-cari kegiatan untuk menelan anggaran semakin 
terlihat jelas ketika Tatib mengatur mengenai pemberian tugas kepada 
Badan Legislasi untuk mensosialisasikan UU yang sudah disahkan, 
bagaimana kaitannya dengan peran Setjen yang diberikan tugas 
melakukan penyebarluasan terhadap UU yang telah disahkan? Mengapa 
sosialisasi tidak dilakukan bersamaan dengan kegiatan kunjungan kerja 
atau melalui media yang lebih praktis dan murah?
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No. Aturan

Panitia Anggaran muncul sebagai jawaban atas kegalauan anggota 
DPR terhadap peran Komisi yang dulu menangani APBN sebagai “Komisi 
Super”. Dimana, sebelum ada Panitia Anggaran, dalam rangka 
pembahasan APBN, setiap Komisi wajib “menghadap” Komisi yang 
menangani APBN.

6.

7.

Tabel 8 
Peran Panitia Anggaran

Selanjutnya dalam melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja 
Badan Legislasi perlu dipelajari efektivitasnya. Sebab, kegiatan kunjungan 
kerja sudah dilakukan oleh Komisi-Komisi. Lagipula, berdasarkan 
pengalaman mengikuti kunjungan kerja ke daerah-daerah bersama Badan 
Legislasi, peran anggota Badan Legislasi pasif. Mereka hanya 
mendengarkan saja tanpa ada perdebatan atau diskusi. Terlihat kurang 
banyak manfaatnya dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Jika kegiatan 
yang dimaksudkan adalah untuk menjaring masukan, bukankah metode 
lain yang lebih murah dapat dilakukan? Misalnya dengan menyampaikan 
draft RUU yang akan dimintai tanggapan kepada pihak-pihak universi­
tas atau LSM, melalui surat atau internet? Dengan demikian, kegiatannya 
akan lebih murah dan tidak mengganggu jadwal kunjungan kerja dalam 
rangka melakukan pengawasan ke daerah-daerah melalui Komisi.

4.
5.

1.
2.

3.

Pasal 46 ayat (l);Melaksanakan pembahasan APBN
Pasal 46 ayat (2) huruf a:Mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri.
Pasal 46 ayat (2) huruf b:Mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Panitia 
Anggaran maupun atas permintaan pihak lain.
Pasal 46 ayat (2) huruf cMengadakan konsultasi dengan DPD.
Pasal 46 ayat (2) huruf d:Mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya 
dilaporkan secara ringkas dalam Rapat Panitia Anggaran untuk ditentukan tindak lanjutnya.
Pasal 46 ayat (2) huruf e:Membentuk Panitia Kerja
Pasal 46 ayat (2) huruf f:Melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan 
Musyawarah.
Pasal 46 ayat (2) huruf g:Mengusulkan kepada Bamus hal yang dipandang perlu untukdimasukkan 
dalam acara DPR.
Pasal 46 ayat (2) huruf h:Membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum 
terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Anggaran pada masa 
keanggotaan berikutnya.
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Tatib DPR telah jelas merumuskan tugas BURT. Perannya dalam 
membantu Pimpinan menentukan kebijaksanaan kerumahtanggan DPR 
termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai Setjen telah menempatkan 
BURT sebagai alat kelengkapan yang “makmur”. Bagaimana tidak? Jika 
ingin meminta kenaikan gaji, datanglah kepada BURT. Jika ingin 
mendapat perbaikan rumah, jangan segan-segan meminta kepada BURT. 
BURT akan memperjuangkan. Hasil nyata baru-baru ini adalah kenaikan 
tunjangan operasional anggota sebesar Rp. 10 juta yang merupakan 
perjuangan anggota BURT juga.

Dalam implementasinya, kendala anggota BURT dalam 
menjalankan tugasnya adalah peran Pimpinan BURT yang sangat besar. 
Hampir sama dengan kondisi di Komisi-Komisi. Itu sebabnya. Pimpinan 
alat kelengkapan menjadi incaran banyak Fraksi, terutama untuk alat 
kelengkapan yang dinilai “basah”, seperti halnya BURT. Peran Pimpinan 
BURT biasanya akan tampak dari rapat-rapat BURT. Pimpinan BURT 
lah yang menentukan agenda rapat. Pada saat inilah peran Pimpinan 
menjadi nyata.

Satu hal menarik dari hadirnya Tatib baru adalah bahwa kegiatan 
studi banding yang dulu dapat dilakukan oleh BURT saat ini sudah tidak 
dapat dilakukan lagi, karena ketentuan itu sudah dihilangkan. Namun,
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Saat ini, keanggotaan Panitia Anggaran adalah berasal dari anggota 
Komisi-Komisi yang ada di DPR. Permasalahan yang muncul dalam Panitia 
Anggaran adalah kegiatan-kegiatan Panitia Anggaran yang lebih sering 
dilakukan dalam rapat yang bersifat tertutup. Akibatnya, akses masyarakat 
terhadap informasi khususnya dalam bidang anggaran menjadi tertutup 
pula. Satu kasus yang mengemuka dimana seringnya Panitia Anggaran 
melakukan rapat tertutup adalah ketika masalah percaloan merebak. 
Ternyata, Panitia 2\nggaran membentuk Tim kecil yang bertugas untuk 
membahas anggaran. Padahal, Tim ini dipertanyakan oleh Badan 
Kehormatan DPR karena dinilai belum ada presedennya dan tidak pernah 
terjadi sebelumnya (Media Indonesia, 15 September 2005). Istilah “Tim” 
memang dikenal dalam Peraturan Tata Tertib DPR yang membahas 
mengenai Panja. Namun, perlu ditambahkan aturan yang merupakan 
syarat bagaimana suatu Tim dapat dibentuk. Hal ini untuk menghindari 
upaya-upaya penutupan akses informasi kepada publik.
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dalam prakteknya saat ini, Badan ini masih melakukan studi banding.
Menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan tugas yang tidak terkait 

langsung dengan pelaksanaan fungsi DPR, Badan ini harus beranggotakan 
sebanyak anggota DPR sebagaimana di Pansus atau di Komisi? Yang pada 
akhirnya juga akan membuat anggota DPR itu sendiri bekerja tidak efektif 
di dalam Komisi atau Pansus-nya hanya karena harus menghadiri rapat 
di BURT atau melakukan studi banding BURT? Sudah seharusnya 
mengenai keanggotaan BURT dikaji ulang kembali. Jika Badan ini hanya 
membahas mengenai kebutuhan Dewan, yang artinya kebutuhan 
bersama, bukankah perwakilan dari masing-masing Fraksi saja sudah 
cukup? Tidak perlu sejumlah anggota DPR dari berbagai Fraksi yang 
ditempatkan secara proporsional.

Tugas Badan Kerja Sama Antar Parlemen telah diatur secara jelas 
di dalam Tatib DPR. Sekalipun BKSAP telah diberikan keleluasaan untuk 
melakukan hubungan dengan parlemen lain dan organisasi internasional, 
hingga kini peran BKSAP masih kurang terasa. Bisa dilihat dari kekalahan 
diplomasi kita dengan hilangnya Timor Timur dan Sipadan Ligitan. 
Bahkan, seringkah juga resolusi yang dihasilkan oleh konperensi AIPO 
maupun IPU tidak dapat terlaksana dengan baik.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas BKSAP yaitu 
melakukan kajian, menghimpun data dan informasi serta membuat 
perbandingan serta menyarankan hal-hal yang dapat menjadi contoh 
untuk perbaikan pola kerja sistem dan mekanisme parlemen, menurut 
pendapat kami terlalu berlebihan. Mengapa? Karena kajian, menghimpun 
data dan informasi ini dilakukan dalam mempersiapkan kunjungan ke 
luar negeri. Kegiatan ini sehari-harinya dilakukan oleh peneliti DPR. 
Anggota BKSAP dapat langsung diberikan informasi baik dalam bentuk 
data maupun kajian atau analisa. Hal semacam ini tidak perlu dilakukan 
oleh anggota DPR. Kami melihat kegiatan ini hanya untuk mejadi payung 
hukum bagi kegiatan kesekretariatan untuk pengeluaran anggaran. 
Selanjutnya, tugas BKSAP untuk membuat perbandingan serta 
menyarankan hal-hal yang dapat menjadi contoh untuk perbaikan pola 
kerja sistem dan mekanisme parlemen, tugas ini juga dapat dilakukan 
Setjen pada saat menghadiri sidang-sidang Sekteratis Jenderal Parlemen- 
parlemen (ASGP), dimana biasanya setiap Sekjen akan mempresentasikan
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mengenai sistem kerja parlemen masing-masing negara.
Dengan melihat bahwa tugas BKSAP tidak terkait langsung dengan 

pelaksanaan fungsi DPR, direkomendasikan juga untuk mengatur ulang 
kedudukan BKSAP sebagai alat kelengkapan DPR sebagaimana yang 
dipahami saat ini. Dimana, hal ini juga berimplikasi terhadap komposisi 
keanggotaan untuk duduk di BKSAP sebagaimana halnya dalam BURT.

Berkaitan dengan itu, dengan melihat kepada realita saat ini bahwa 
Sekretariat yang membantu BKSAP setara dengan eselon II, maka penting 
untuk mengkaji kembali keberadaan sekretariat agar disamakan dengan 
sekretariat di alat kelengkapan lainnya, yaitu hanyalah eselon III.

Mengenai tugas Badan Kehormatan juga telah diatur di dalam Tatib 
DPR. Hanya saja, dalam melaksanakan tugasnya, Tatib DPR belum cukup 
mengakomodir mengenai bagaimana cara kerja Badan Kehormatan 
sesungguhnya. Memang, Badan Kehormatan telah membuat satu 
pedoman beracara (istilah yang dipergunakan Tatib adalah tata beracara) 
yang diharapkan dapat membantu Badan Kehormatan dalam 
melaksanakan tugasnya. Namun, hingga kini tata beracara Badan 
Kehormatan tersebut belum selesai. Kondisi ini sangat mengganggu kerja 
Badan Kehormatan.

Ketentuan yang ada di dalam Tatib DPR juga memberikan 
kontribusi atas terhambatnya kinerja Badan Kehormatan. Ketentuan 
tersebut adalah:

• Mengenai istilah. Dalam Tatib DPR dikenal 2 istilah yaitu pengadu 
dan pelapor. Dalam hukum ternyata 2 istilah tersebut berbeda 
maknanya. Pengadu adalah pihak yang mengadukan 
permasalahannya (bisa kepada Badan Kehormatan bisa juga 
kepada Pimpinan DPR atau siapa saja), sedangkan pelapor adalah 
orang yang secara langsung melaporkan kepada Badan 
Kehormatan. Akibatnya, Badan Kehormatan harus menyepakati 
terlebih dahulu makna dari kedua istilah tersebut.

• Mengenai proses pengaduan. Tatib DPR dalam pasal 60 ayat (1) 
menyatakan bahwa pengaduan diajukan secara tertulis oleh 
Pimpinan DPR, masyarakat, dan/atau pemilih. Dengan proses 
yang seperti ini berarti Badan Kehormatan bersikap pasif. Jika 
ini terjadi, kekhawatiran bahwa Badan Kehormatan merupakan
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lembaga formalitas akan menjadi kenyataan. Sebab, setiap orang 
yang mau mengadu harus melalui Pimpinan DPR. Bisa jadi, 
Pimpinan DPR lalai menyampaikan pengaduan tersebut. 
Akibatnya, tidak ada pengaduan yang dapat diproses. Kenapa 
pengaduan diajukan lewat Pimpinan DPR, alasannya pada waktu 
itu karena dipastikan tidak akan ada sesama anggota yang mau 
melaporkan rekannya. Jika diajukan lewat Pimpinan DPR, 
anggota yang pekewuh bisa tetap menyampaikan aduannya. 
Namun, dalam implementasinya, ketentuan ini sama akibatnya, 
yaitu pengaduan akan menjadi terhambat.

• Terkait dengan Kode Etik yang menjadi materi yang akan 
diselidiki jenis pelanggarannya, perlu dirumuskan ketentuan yang 
lebih rinci, yang memiliki ukuran untuk diuji. Demikian pula, 
tingkat pelanggarannya perlu dipertegas, mana yang sampai 
diberhentikan dan mana yang cukup teguran saja. Sehubungan 
dengan kesulitannya Badan Kehormatan untuk menentukan 
sikap dalam kaitannya dengan pemberian, memang sangat sulit 
di negara dengan budaya masih mau memberi kenang-kenangan 
kepada pihak yang dianggap dimuliakan. Oleh karena itu, agar si 
pemberi kenang-kenangan tidak merasa dilecehkan atau tidak 
dihormati, hadiah berupa kenang-kenangan dapat disimpan di 
museum DPR. Dengan demikian, kenang-kenangan tersebut 
menjadi kenangan sepanjang masa.

• Terakhir, mengenai komposisi keanggotaan Badan Kehormatan. 
Komposisi keanggotaan Badan Kehormatan seharusnya dibuat 
berbeda dengan komposisi keanggota alat kelengkapan lainnya. 
Komposisi keanggotaan Badan Kehormatan tidak dapat 
ditetapkan menurut perimbangan dan pemerataan jumlah 
anggota tiap-tiap Fraksi. Hal ini disebabkan karena Badan 
Kehormatan harus mengambil keputusan berdasarkan ketentuan 
yang mengatur tentang tata cara pengambilan keputusan. Dengan 
ketentuan tersebut, bisa terjadi diktator mayaoritas, dimana Fraksi 
yang besar akan selalu “diuntungkan”. Padahal, tugas Badan 
Kehormatan menyangkut moral martabat institusi. Oleh sebab 
itu, komposisi keanggotaan Badan Kehormatan sudah seharusnya 
sama untuk tiap Fraksi, dan setiap Fraksi harus memiliki wakilnya 
di Badan Kehormatan. Hal ini juga sejalan dengan pengertian 
sebagaimana pada BURT dan BKSAP, dimana Badan
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Tugas Panitia Khusus telah cukup jelas diatur di dalam Tatib. Hanya 
ada beberapa hal yang perlu untuk diketengahkan di sini adalah:

• menyangkut persyaratan sebuah Panitia Khusus memiliki 
keanggotaan sekurang-kurangnya 10 atau sebanyak-banyaknya 50 
orang. Tidak ada alasan yang jelas hingga saat ini mengapa sebuah 
Pansus hanya beranggotakan 10 orang bukan 50 orang? Apakah 
karena sebuah Pansus dianggap strategis? Atau karena 
permasalahan yang hendak dibahas banyak? Yang jelas, semakin 
banyak Pansus akan menyebabkan semakin tersitanya waktu para 
anggota dalam rapat-rapat Pansus.

• Sekalipun Tatib berupaya membatasi keanggotaan seorang 
anggota dalam alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, agar 
persidangan dapat memenuhi kuorum, selama Pansus dapat 
dirangkap lebih dari sebuah, maka masalah kuorum tetap akan 
terjadi. Oleh sebab itu, yang dibutuhkan adalah manajemen waktu 
yang baik dari setiap persidangan alat kelengkapan DPR.

Sejak DPR periode 2004-2009 dilantik, muncul permasalahan di 
seputar pemilihan Pimpinan Komisi. Berdasarkan pasal 36 Tatib DPR, 
Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat 
kolektif, berjumlah 5 orang, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi 
setelah penetapan keanggotaan Komisi. Namun, dalam prakteknya. 
Pimpinan Komisi dipilih oleh Fraksi, berdasarkan permufakatan atau 
loby di tingkat Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi.

Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang ada tidak 
diimplementasikan dengan baik. Jika yang dikehendaki sebagai Pimpinan 
Komisi didasarkan kepada besarnya suatu Fraksi, maka perlu dilakukan 
penyempurnaan terhadap aturan yang ada. Beberapa perbandingan tata
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Kehormatan tidak menjalankan salah satu dari ketiga fungsi DPR. 
Oleh karena itu, komposisi keanggotaan dan cara kerjanya pun 
berbeda dengan alat kelengkapan yang menjalankan salah satu 
dari ketiga fungsi DPR.
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cara pemilihan pimpinan alat kelengkapan di beberapa parlemen disajikan 
sebagai berikut:

1. Dipilih dari dan oleh Anggota Komisi
Pemilihan pimpinan Komisi dilakukan oleh anggota Komisi itu 

sendiri. Hal ini sebagaimana terjadi di Kongres Nasional Afrika Selatan 
(NCOP). Peraturan Tatibnya pada Pasal 91 ayat (1) huruf a menyatakan: 
“Sebuah Komisi harus memilih satu dari anggotanya sebagai Ketua 
Komisi”; dan huruf b menyatakan: “Pasangan Komisi dari sebuah Sub 
Komisi harus memilih Ketua Sub Komisi. Cara ini juga diberlakukan di 
Norwegia. Pasal 16 Peraturan Tatib Parlemen Norwegia mengatakan 
bahwa: “Segera sesudah Komisi terbentuk, setiap anggota Komisi memilih 
seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Pemilihan 
baru akan diadakan setiap tahun. Keputusan Komisi sah apabila didukung 
oleh paling sedikit 2/3 dari Anggota yang hadir.

Kelebihan metode ini:
'V Aspirasi anggota Komisi diperhatikan, sehingga dapat dipastikan 

Pimpinan Komisi mendapat dukungan yang lebih baik dari 
anggota Komisinya.
Kekurangan metode ini:

'V Realitas politik bisa tidak tercermin dalam pemilihan pimpinan.

2. Negosiasi Pimpinan Fraksi dan Dipilih Secara Voting Rahasia
Cara ini dapat dilihat terjadi di parlemen Rumania. Berdasarkan 

Bagian 3 Pasal 20 dinyatakan bahwa: “Standing Bureau (Komisi-komisi) 
didirikan atas negosiasi antara Pimpinan Parliamentary Group (Fraksi), 
dengan memperhatikan konfigurasi politik dari Chamber, sebagai hasil 
dari pembentukan Parliamentary Group”. Pada pasal 23 disebutkan bahwa 
pemilihan dilaksanakan secara voting rahasia. Metode ini juga 
dipergunakan di parlemen Uni-Eropa (Pasal 32 Tatib). Namun, di 
parlemen ini, pemilihan didahului dengan debat mengenai calon 
Pimpinan.

Kelebihan metode ini:
'V Realitas politik tercermin dalam pemilihan Pimpinan Komisi.

Kekurangan metode ini:
'V Pimpinan Komisi kurang didukung kepemimpinannya oleh 

anggota Komisi.
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4. Berdasarkan Pilihan Ketua Majelis Tinggi atau Ketua Majelis 
Rendah
Hal ini dapat dilihat pada parlemen Lok Sabha, India. Peraturan 

Tata Tertib Lok Sabha menyatakan bahwa: “Pimpinan Komisi tertentu 
(Komisi Perdagangan, Dalam Negeri, HRD, Industri, Iptek, dan Trans- 
port dan Turis), Pimpinan Komisi dipilih oleh Ketua Rayja Sabha, 
sedangkan Pimpinan Komisi lainnya dipilih oleh Sepaker diantara anggota 
Komisi.

Kelebihan metode ini:
'V Pemilihan dapat berlangsung cepat.
'V Realitas politik tercermin.

Kekurangan metode ini:
^1 Dukungan anggota Komisi kurang.

3. Berdasarkan Pilihan Fraksi Mayoritas
Pimpinan Komisi dipilih oleh Howse melalui nominasi Kaukus Fraksi 

Mayoritas. Jika pimpinan berhalangan, ranking berikutnya 
menggantikannya. Metode ini dipergunakan di AS. Dalam Tatib Pasal 5 
huruf a butir (1) dinyatakan bahwa:

“ 5. (a)( 1) The standing committees specified in clause 1 shall be elected 
by the House witkin seven calendar days after the commencement of each Con- 
gress, from nominations submitted by the respective party caucus or conference. 
A resolution proposing to changs. the composition ofa standing committee shall 
be privileged ifoffered by direction ofthe party caucws or conference concemed'*.

Selanjutnya dalam huruf c butir (1) dinyatakan:
“(c)(l) One of the members of each standing committee shall be 

elected by the House, on the nomination of the majority party caucus or 
conference, as chairman thereof. In the temporary absence of the chair- 
man, the member next in rank (and so on, as often as the case shall 
happen) shall act as chairman. Rank shall be determined by the order 
members are named in resolutions electing them to the committee. In 
the case of a permanent vacancy in the elected chairmanship of a com­
mittee, the House shall elect another chairman”.

Kelebihan:
'V Proses cepat (kurang dari 7 hari).
'V Realitas politik tercermin

Kekurangan:
V Kepentingan Fraksi lebih tercermin.
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Dalam praktek yang terjadi di DPR, pemilihan pimpinan DPR selalu 
berbeda dengan pemilihan pimpinan alat kelengkapan yang lainnya. 
Perbedaan itu bisa disebabkan oleh waktu, dimana pemilihan pimpinan 
DPR harus dilakukan lebih dulu untuk memimpin persidangan DPR. 
Namun, perbedaan yang paling mendasar juga adalah mengenai proses 
pemilihan itu sendiri. Jika pimpinan DPR dipilih dengan cara diajukan 
secara paket oleh Fraksi-fraksi di DPR, maka pimpinan alat kelengkapan 
lainnya (kecuali pimpinan Badan Musyawarah yang juga merupakan 
pimpinan DPR) dipilih dari dan oleh anggota alat kelengkapan yang 
bersangkutan. Sistem pemilihan yang berbeda ini, secara tidak langsung 
menyiratkan bahwa muatan politis pemilihan pimpinan DPR lebih besar 
daripada pemilihan pimpinan alat kelengkapan yang lainnya. Hal ini yang 
menyebabkan dinamika politik dalam pemilihan pimpinan DPR lebih 
besar daripada dinamika politik dalam pemilihan pimpinan alat 
kelengkapan lainnya. Hal ini terjadi pada DPR periode sebelum 2004- 
2009.

Pada DPR periode 2004-2009, terjadi perubahan suasana. Jika 
pemilihan pimpinan DPR dapat diselesaikan, maka pemilihan pimpinan 
alat kelengkapan DPR mendapat permasalahan yang serius. Tudingan 
terhadap Peraturan Tata Tertib DPR yang tidak adil terhadap Fraksi kecil 
dalam mengatur mengenai mekanisme pemilihan pimpinan alat 
kelengkapan DPR menjadi pemicu masalah. Dalam praktek yang terjadi, 
mekanisme pengajuan pimpinan alat kelengkapan dilakukan sebagai 
berikut:

• Pemilihan pimpinan alat kelengkapan biasanya dilakukan dalam 
Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi- 
fraksi. Dalam rapat ini biasanya dibicarakan terlebih dahulu 
mengenai jumlah komisi yang akan disahkan oleh DPR.

• Selanjutnya, dibicarakan mengenai jumlah beserta posisi pimpinan 
alat kelengkapan berdasarkan Fraksi-fraksi.

• Setelah ada kesepakatan, fraksi-fraksi akan menyampaikan nama- 
nama pimpinan alat kelengkapan yang menjadi “jatahnya”.

• Nama-nama tersebut selanjutnya dibawa disahkan dalam SK 
Pimpinan DPR.

• Pimpinan DPR, sesuai dengan bidang tugasnya selanjutnya akan 
memimpin rapat pertama alat kelengkapan dengan agenda 
penetapan pimpinan alat kelengkapan.
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Dalam Peraturan Tata Tertib DPR memang diatur mengenai Fraksi. 
Sekalipun bukan sebagai alat kelengkapan DPR, namun Fraksi ternyata 
diberikan perhatian yang istimewa. Hal ini dapat dilihat dari diberikannya 
anggaran yang memadai untuk Fraksi, diberikannya syarat Fraksi bagi 
setiap pelaksanaan fungsi DPR, dan diberikannya waktu khusus untuk
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Dari praktek di atas, terlihat bahwa tidak ada peran anggota alat 
kelengkapan yang bersangkutan, selain menerima apa saja yang sudah 
diputuskan oleh rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan pimpinan 
Fraksi. Oleh karena itu perubahan terhadap Peraturan Tatib DPR diminta 
untuk segera dilakukan. Namun, dalam perubahan Peraturan Tatib DPR 
yang disahkan pada tanggal 27 September 2005 yang baru lalu tidak 
terlihat ada perubahan yang signifikan terhadap mekanisme pemilihan 
pimpinan alat kelengkapan. Perubahan yang mendasar hanya terlihat 
pada komposisi jumlah pimpinan alat kelengkapan dari 4 menjadi 5 or­
ang. Oleh karena itu, tuntutan terhadap perubahan mekanisme tidak 
terpenuhi. Ke depan, penting untuk melakukan revisi terhadap 
mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan. Pimpinan alat 
kelengkapan hendaknya merupakan orang yang dapat diterima oleh 
seluruh anggota alat kelengkapan sehingga, dalam menjalankan tugasnya 
dia mendapatkan dukungan.

Itu artinya, bahwa siapapun yang diajukan sebagai Pimpinan adalah 
orang yang benar-benar diinginkan kehadirannya di dalam alat 
kelengkapan tersebut. Jangan seperti yang terjadi pada DPR periode 1997- 
1999 dimana, anggota Komisi II menginginkan seorang anggota A untuk 
menjadi pimpinan Komisi II, namun oleh Fraksi (yang sama dengan 
anggota A tersebut) diajukan anggota B, yang tidak diharapkan oleh 
anggota Komisi II tersebut. Namun, karena peran Fraksi demikian besar 
dalam menentukan anggota-anggotanya yang akan duduk di alat 
kelengkapan, anggota alat kelengkapan yang bersangkutan tidak dapat 
menolaknya. Padahal, dalam mekanisme yang diatur oleh DPR dalam 
peraturan Tatibnya telah menyatakan bahwa pimpinan alat kelengkapan 
dipilih dari dan oleh anggota. Namun, peraturan ini tidak dipraktekkan. 
Di satu sisi, hak anggota DPR untuk memilih dan dipilih sebagaimana 
dimuat di dalam Peraturan Tatib DPR juga tidak dipergunakan apabila 
pemilihan pimpinan alat kelengkapan masih dilakukan oleh Fraksi.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 telah memberikan ruang 
untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Sekretariat Jenderal ke dalam 
Peraturan Tata Tertib. Terkait dengan pengaturan Sekretariat Jenderal

Fraksi mengadakan rapat.
Sebagai suatu institusi yang dibentuk untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan fungsi DPR, Fraksi sebagai “perpanjangan tangan partai” 
memang memiliki peranan yang cukup sentral. Namun, dalam 
prakteknya, keberadaan Fraksi dinilai mulai mengurangi hak-hak 
konstitusional anggota DPR. Hal ini terlihat dari ketentuan yang 
mengatur persyaratan pengajuan RUU, pengajuan hakrhak DPR, proses 
pengambilan keputusan, dan proses penyampaian pendapat yang 
dikemukakan dalam rapat-rapat, khususnya dalam Rapat Paripurna DPR, 
yang diklaim sebagai forum tertinggi DPR.

Akibatnya, banyak keluhan yang muncul terhadap peran Fraksi, 
apakah pada akhirnya mengoptimalkan fungsi DPR atau malah 
mengkebiri peran anggota DPR? Tidak salah, jika pada akhirnya anggota 
DPR malas menghadiri Rapat Paripurna DPR. Atau, takut untuk 
berpendapat menyimpang dari pendapat Fraksi, karena ancaman recaU- 
ing. Belum lagi, kritikan yang datang terhadap hari kerja DPR, dimana 
hari Jumat sering sulit menemui anggota DPR karena hari itu 
diperuntukkan untuk hari Fraksi. Disaat masih banyak hal yang harus 
dilakukan oleh anggota DPR, DPR malah menyediakan satu hari khusus 
untuk Fraksi? Kritikan terhadap peran Fraksi yang dominan di DPR kerap 
kali menimbulkan pertanyaan di masyarakat, siapa sebenarnya yang 
mereka pilih, anggota DPR atau anggota partai?

Memang, dalam tataran empirik, keberadaan Fraksi sangat 
membantu “memperlancar” persidangan-persidangan DPR. Bayangkan, 
jika tidak diwakili oleh Fraksinya dalam berbicara, 550 orang anggota 
bergiliran minta bicara dalam Rapat Paripurna, tentu akan menghabiskan 
waktu. Demikian pula jika dalam menyampaikan pendapat dalam Rapat 
Paripurna, apabila tidak dibatasi oleh Fraksi, akan banyak waktu yang 
tersita. Namun, penting diingat pula, bahwa anggota DPR dipilih untuk 
berbicara, menyuarakan suara rakyat. Oleh karena itu, keinginan untuk 
mengatur waktu jangan menjadi membatasi hak setiap anggota untuk 
berbicara.
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Pasal 215 menentukan :
(1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal 
yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Pimpinan DPR.
(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris 
Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal.

Mengenai kedudukan dan kepemimpinan Sekretariat Jenderal 
DPR sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Susduk. Namun, di 
dalam Undang-Undang tentang Susduk tidak ada pengaturan mengenai 
adanya deputi. Pengaturan mengenai adanya unsur Deputi terdapat di 
dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat 
Jenderal DPR RI dan Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 2005.

Secara garis besar Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 telah 
menentukan mengenai susunan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 
yang terdiri dari: Deputi Bidang Perundang-undangan, Deputi Bidang 
Anggaran dan Pengawasan, Deputi Bidang Persidangan dan Kerja sama 
Antar Parlemen, dan Deputi Bidang Administrasi. Perpres tersebut juga 
mengatur mengenai tugas dari masing-masing deputi. Hal-hal mengenai 
susunan organisasi sekretariat Jenderal dan tugas dari masing-masing 
Deputi diulang kembali pengaturannya dalam Peraturan Sekretaris 
Jenderal DPR RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Meskipun Peraturan Sekretaris 
Jenderal DPR RI Nomor 4OO/SEKJEN/2OO5 bermaksud menegaskan 
kembali mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal namun 
seharusnya Peraturan Sekretaris Jenderal merupakan pengaturan lebih 
lanjut dari hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden sehinggga 
tidak terjadi pengaturan yang tumpang tindih.
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dalam Peraturan Tata Tertib, Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2003 menentukan bahwa Peraturan Tata Tertib sekurang- 
kurangnya meliputi tata cara pelaksanaan hubungan kerja sekretariat 
dan pakar/ahli.

Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 2005 telah memuat beberapa 
hal mengenai pengaturan Sekretariat Jenderal yaitu sebagai berikut:

Dalam bagian kedudukan dan susunan terdapat pengaturan 
mengenai hal-hal sebagai berikut:
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H.2 Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Jenderal, Wakil
Sekretaris Jenderal, dan Deputi Sekretaris Jenderal

Mengenai pengaturan beberapa Deputi baik dalam Peraturan 
Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI 
maupun dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 400/ 
SEKJEN/2005 seharusnya diperkuat pengaturannya dalam Undang- 
Undang tentang Susduk. Mengingat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang 
diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan 
Peraturan Pemerintah. Peraturan Presiden dibentuk untuk 
menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang 
atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas 
diperintahkan pembentukannya. Demikian pula Peraturan Sekretaris 
Jenderal DPR, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan, hukum 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi.

Pasal 216 Peraturan Tata tertib menentukan :
(1) Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Deputi 

Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 
usul Pimpinan DPR.

(2) Pimpinan DPR mengajukan usul kepada Presiden mengenai 
pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal, Wakil 
Sekretaris Jenderal, dan Deputi Sekretaris Jenderal.

(3) Usul pengangkatan Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, 
dan Deputi Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), diajukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh 
Tim yang dibentuk Pimpinan DPR.

Pasal 216 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam pelaksanaannya melibatkan 
pihak lain yaitu Presiden. Untuk mempunyai kekuatan hukum yang 
mengikat pihak lain tersebut maka pengaturan mengenai pengangkatan 
dan pemberhentian Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan 
Deputi Sekretaris Jenderal seharusnya diatur dalam Undang-Undang. 
Dalam praktek pernah terjadi kekosongan baik jabatan Sekretaris 
Jenderal maupun Wakil Sekretaris Jenderal.

Selain mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris
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Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Deputi Sekretaris Jenderal, Pasal 
216 Ayat (3) mengatur mengenai adanya uji kepatutan dan kelayakan 
oleh Tim yang dibentuk Pimpinan DPR terhadap pengajuan usul 
pengangkatan Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Deputi 
Sekretaris Jenderal.

Uji kepatutan dan kelayakan harus dilewati oleh seorang calon 
Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Deputi Sekretaris 
Jenderal. Hal yang mendasari pemikiran tersebutyaitu Sekretariat Jenderal 
sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR harus dipimpin oleh orang yang 
memang dikenal dan diterima oleh para Anggota DPR. Namun 
sayangnya, ketentuan Pasal 216 Ayat (3) Peraturan Tata Tertib tersebut 
tidak mengatur bagaimana mekanisme uji kepatutan dan kelayakan 
tersebut dilakukan dan siapa yang tergabung dalam Tim yang akan 
melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Mengenai pengangkatan pakar/ahli dan pembentukkan Tim 
Asistenti terdapat dalam Pasal 217, yaitu sebagai berikut:

a. DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan 
kebutuhan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPR.

b. Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan 
kelompok pakar/ahli dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal 
DPR.

c. Untuk membantu pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPR, 
Sekretaris Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi yang diatur 
lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR.

d. Pakar/ahli dan/atau Tim Asistensi dari DPR yang hadir dalam 
rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR atau alat kelengkapan 
DPR yang bersangkutan, memiliki hak berbicara atas ijin Ketua 
rapat.

Selain Pasal 217 Peraturan Tata Tertib DPR, ketentuan mengenai 
pengangkatan sejumlah pakar/ahli telah diatur dalam Pasal 100 Undang' 
Undang tentang Susduk. Pasal 100 Undang-Undang tentang Susduk 
menentukan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan 
membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPR secara profesional, dapat
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diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli 
tersebut merupakan kelompok pakar/ahli di bawah koordinasi Sekretariat 
Jenderal. Selanjutnya Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2003 menentukan bahwa Peraturan Tata Tertib sekurang-kurangnya 
meliputi tata cara pelaksanaan hubungan kerja sekretariat dan pakar/meliputi tata 
ahli.

Peraturan Tata Tertib belum mengatur bagaimana tata cara 
pelaksanaan hubungan kerja Sekretariat Jenderal dan pakar/ahli. Tidak 
hanya masalah tersebut, Peraturan Tata Tertib juga tidak mengatur 
bagaimana rekrutmen dan mekanisme kerja pakar/ahli. Dalam 
prakteknya, pakar/ahli direkrut oleh masing-masing Alat Kelengkapan, 
tanpa dasar aturan mengenai kriteria dan mekanisme kerja bagi mereka. 
Satu-satunya Pasal dalam Peraturan Tata Tertib yang menentukan 
mengenai kriteria tenaga ahli adalah Pasal 40 Ayat (5). Pasal 40 Ayat (5) 
menentukan mengenai kriteria pendidikan tenaga ahli dan Pasal ini 
pun hanya untuk tenaga ahli yang ada di Badan Legislasi.

Meskipun Peraturan Tata Tertib menentukan bahwa pakar/ahli 
merupakan kelompok pakar/ahli dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal 
DPR namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tugas yang dilakukan 
tenaga ahli tergantung pada perintah pimpinan Alat Kelengkapan atau 
Fraksinya. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban dan 
keluaran atas hasil kerja tenaga ahli tidak jelas.

Berdasarkan Laporan Hasil Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR 
RI, banyak staf ahli yang melekat pada alat kelengkapan DPR tidak aktif 
bekerja sebagai pendukung kinerja DPR sehingga hasil kerja mereka tidak 
maksimal. Dari segi kualitas, tidak ada kritera atau persyaratan yang 
jelas dalam perekrutan tenaga ahli dan tidak sesuai dengan kebutuhan 
DPR. Selain itu juga tidak ada output kerja dan mekanisme 
pertanggungjawaban yang jelas atas hasil kerja mereka. Oleh karena itu, 
perlu adanya pendayagunaan tenaga ahli sesuai dengan dasar keahlian 
masing-masing. Perekrutan tenaga ahli harus merujuk kepada kompetensi 
dan kebutuhan DPR dan perlu adanya pengaturan rekrutirien dan 
mekanisme kerja bagi staf ahli.^’

Dukungan keahlian seyogyanya dihadapkan pada pelaksanaan 
fungsi dewan yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
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Pasal 219 Peraturan Tata Tertib DPR RI Tahun 2005 menentukan 
bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas:

a. memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada 
DPR RI;
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agar dapat memberikan dukungan secara langsung kepada Dewan dalam 
melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Komposisi kepakaran harus bersifat 
lintas disiplin dan lintas sektoral, mencerminkan pemikiran sistemik, 
komprehensif-integral, berorientasi pada knowledge, skill and attitude yang 
memadai serta tetap menjunjung kejujuran akademik fintell^ctwal hon- 
esty).^^ Sistem rekrutmen harus mengacu kepada profesionalisme dan 
objektivitas. Sistem penempatan harus disesuaikan dengan kompentensi, 
kualifikasi dan bakat serta minat.

Berkaitan dengan itu para tenaga ahli yang dipekerjakan seyogyanya 
telah melalui seleksi kompetensi yang memadai. Oleh karena itu, jabaran 
job discription setiap tenaga ahli, perlu menyertakan ukuran norma yang 
dibutuhkan selama seleksi tersebut, berupa petunjuk teknis jabatan tenaga 
ahli dimaksud.^’

Peraturan Tata Tertib harus menentukan bahwa pengangkatan 
pakar/ahli berdasarkan pada sistem rekrutmen dan mekanisme kerja 
yang jelas. Secara teknis, bagaimana sistem rekrutmen dan mekanisme 
kerja tersebut dapat diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Selain mengenai pakar/ahli, dalam Pasal 217 juga menentukan 
mengenai dapat dibentuknya Tim Asistensi. Dalam Pasal ini tidak ada 
ketentuan mengenai sekurang-kurangnya siapa yang menjadi Anggota 
Tim Asistensi. Pasal 217 Ayat (3) hanya menentukan bahwa pembentukan 
Tim Asistensi diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. Dalam praktek. 
Tim Asistensi terdiri dari unsur pejabat struktural, pejabat fungsional, 
dan staf sekretariat. Keanggotaan Tim Asistensi terkadang tidak 
proporsional, lebih banyak unsur teknis daripada substansi. Oleh karena 
itu, perlu ada pengaturan mengenai proporsionalitas keanggotaan dalam 
Tim Asistensi untuk memberikan dukungan substansi yang optimal 
kepada DPR.

« lbid.,hal.79.
“ Ibid
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Mengenai tugas Sekretariat Jenderal telah diperkuat dengan 
Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal 
DPR RI. Pasal 2 dari Peraturan Presiden tersebut menentukan bahwa 
Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai tugas menyelenggarakan 
dukungan teknis, administrasi, dan keahlian kepada DPR RI. Selanjutnya 
Pasal 3 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut. 
Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai fungsi:

a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 
organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;

b. pemberian dukungan teknis, administratif dan keahlian di bidang 
perundang-undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR 
RI;

b. melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan yang telah ditentukan 
oleh Pimpinan DPR RI, termasuk kesejahteraan Anggota dan 
pegawai Sekretariat Jenderal;

c. membantu Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI dalam 
mensinkronisasikan penyusunan rancangan anggaran DPR RI 
yang bersumber dari pengajuan masing-masing alat kelengkapan 
DPR RI, dengan ketentuan:
1) hasil sinkronisasi penyusunan rancangan anggaran sebelum 

disampaikan kepada Pimpinan DPR RI terlebih dahulu 
disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI 
untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan;

2) dalam proses penyelesaian rancangan anggaran selanjutnya. 
Sekretariat Jenderal membantu Badan Urusan Rumah Tangga 
DPR RI dan Panitia Anggaran DPR RI untuk menetapkan 
plafon anggaran.

d. membantu Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi 
menyiapkan naskah akademis dan naskah awal RUU;
memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh Badan 
Urusan Rumah Tangga DPR RI;

f. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR RI; 
dan

g. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun 
Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR RI pada setiap permulaan 
Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada Badan 
Musyawarah dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI.
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C. pembinaan dan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian, 
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di 
lingkungan DPR RI.

Untuk menyelenggarakan dukungan teknis, administratif, dan 
keahlian tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI mempunyai struktur 
organisasi yang terdiri dari 4 (empat) deputi, yaitu:

a. Deputi Bidang Perundang-undangan, mempunyai tugas 
memberikan dukungan teknis, administratif dan keahlian di 
bidang perundang-undangan untuk memperkuat pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi.

b. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan, mempunyai tugas 
memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian di 
bidang anggaran dan pengawasan untuk memperkuat 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang anggiran dan 
pengawasan.

c. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen, 
mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis 
dan administratif di bidang persidangan dan kerjasama antar 
parlemen, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan sidang 
- sidang DPR RI serta fasilitasi hubungan DPR RI dengan 
masyarakat nasional maupun internasional.

d. Deputi Bidang Administrasi, mempunyai tugas membina dan 
melaksanakan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, 
keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan 
DPR RI, dimaksudkan untuk memberikan dukungan sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana kepada DPR RI.

Pembagian Sekretariat Jenderal menjadi beberapa Deputi tersebut 
menggambarkan pembagian yang diarahkan pada dukungan substansi 
terhadap ketiga fungsi Dewan. Namun kenyataannya pembagian tersebut 
masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan dukungan kepada 
Dewan. Hal ini disebabkan antara lain karena posisi para Peneliti di Pusat 
Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) yang kurang tepat 
yaitu ditempatkan di bawah Deputi Anggaran dan Pengawasan. 
Penempatan ini seolah-olah membatasi lingkup kerjanya yang hanya 
mendukung kedua fungsi DPR tersebut. Padahal kadangkala peneliti P3DI 
diminta untuk mendampingi Panitia Khusus RUU atau non RUU. Di
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samping itu, posisi Legislative Drafter terbagi-bagi dalam 2 (dua) biro yang 
berbeda ruang lingkupnya, yaitu Biro Perancangan Undang-Undang 
Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Kesejahteraan Rakyat dan Biro 
Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan 
Perdagangan. Dengan posisi demikian, para perancang menjadi terpecah- 
pecah dan beban kerja pada masing-masing perancang tidak merata.^

Selain pembagian struktur yang belum efektif, dukungan 
Sekretariat Jenderal dalam memenuhi kebutuhan DPR yang sifatnya 
substansial tidak seimbang dengan layanan administratif. Jumlah staf 
administratif jauh melebihi jumlah staf fungsional sehingga perlu adanya 
proporsionalitas dalam menempatkan staf administrasi dan staf 
fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal agar tidak terjadi in-efisiensi 
dan ketidakseimbangan tugas-tugasnya keduanya.

Keseluruhan jumlah PNS Sekretariat Jenderal per 1 September 
2006 adalah 1362 orang, yang menyebar dalam empat deputi:^^

• Deputi Bidang Perundang-undangan PNS berjumlah 94 orang;
• Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan PNS berjumlah 160 

orang;
• Deputi Bidang Persidangan dan KSAP PNS berjumlah 378 or­

ang;
• Deputi Bidang Administrasi PNS berjumlah 722 orang.

Dengan jumlah PNS 1362 orang, dukungan sumber daya manusia 
Sekretariat Jenderal dianggap belum memadai. Salah satu penyebabnya 
adalah adanya ketimpangan jumlah staf yang bersifat administratif dan 
staf fungsional (yang bersifat substantif), baik pada alat-alat kelengkapan 
Dewan maupun pada Sekretariat Jenderal. Jumlah staf administratif jauh 
melebihi jumlah staf fungsional. Jumlah staf administratif 1002 orang, 
sedangkan jumlah staf yang secara fungsional melaksanakan tugas - tugas 
substansial + 360 orang yang tersebar di beberapa bidang kerja. Jumlah 
tersebut saat ini didukung oleh tenaga ahli yang berjumlah 12 orang, 
yang terdapat pada beberapa unit kerja seperti Biro - Biro di bawah Deputi 
Bidang Perundang - undangan. Biro - Biro di bawah Deputi Bidang 
Anggaran dan Pengawasan, dan Biro - Biro di bawah Deputi Bidang 
Administrasi. Dengan adanya tenaga ahli tersebut diharapkan terdapat 
tramfer of kncnvledge.

« Ibid.. hal. 72.
• Ibid.. hal. 73
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Mengingat Anggota DPR RI hasil Pemilu tahun 2004 berjumlah 
550 orang dengan beban tugas yang demikian berat, dibutuhkan 
dukungan substansi yang begitu besar. Kesibukan Anggota setiap harinya 
dengan jadwal rapat yang demikian padat, baik di Komisi, Alat 
Kelengkapan Dewan, maupun Panitia Khusus/Panitia Kerja yang dibentuk 
untuk membahas RUU atau masalah-masalah tertentu, tidak 
memungkinkan Anggota menyiapkan substansi sendiri. Oleh karena 
itu yang dibutuhkan anggota Dewan adalah PNS Sekretariat Jenderal 
yang tidak hanya melayani secara administratif tetapi mempunyai wawasan 
yang luas. Selain PNS Sekretariat Jenderal, Asisten Pribadi (Aspri) yang 
mendukung Anggota belum efektif, karena perekrutan yang dilakukan 
langsung oleh Anggota, sehingga tidak ada kesamaan kriteria dan kualitas. 
Beberapa Anggota malah mengangkat saudara atau kenalannya, yang 
tidak mempunyai kemampuan. Untuk itu perlu dipikirkan mekanisme 
perekrutan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI.

Masih berkaitan dengan kendala dalam dukungan keahlian kepada 
Anggota DPR RI, beberapa jabatan fungsional yang berada di Sekretariat 
Jenderal DPR RI tergantung pada institusi lain. Misalnya, para peneliti 
di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal 
DPR RI, untuk peningkatan karimya tergantung pada karya-karya tulis 
ilmiah mereka yang dinilai oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI). Padahal ada perbedaan antara tuntutan tugas dengan persyaratan 
kenaikan jabatan fungsional peneliti. Karya-karya tulis yang dapat dinilai 
oleh LIPI berupa kajian-kajian ilmiah dan hasil penelitian yang sangat 
teoritis, sementara tuntutan tugas sebagai dukungan kepada Dewan lebih 
bersifat praktis dan tidak terlalu teoritis, yang tidak dapat dinilai LIPI. 
Nilai positif yang bisa diambil oleh para peneliti dari sistem penilaian 
yang dilakukan oleh LIPI adalah peneliti dituntut untuk terus 
meningkatkan kemampuan dalam menganalisis serta dalam membuat 
karya ilmiah sesuai Standard ilmiah LIPI. Kemudian perancang undang- 
undang (legislative drafter) yang peningkatan karirnya bergantung pada 
penilaian Departemen Hukum dan HAM. Demikian pula dengan tenaga 
fungsional lainnya seperti pranata komputer, pustakawan dan arsiparis, 
penilaian untuk angka kredit dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), 
Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional. Demikian pula rintisan 
pengembangan fungsional Perencana Anggaran di bawah induk institusi 
Bappenas belum dapat berjalan.
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Dengan peningkatan peran DPR RI pasca amandemen UUD 1945, 
dituntut peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bagian 
dari supporting system bagi DPR. Berhasil tidaknya pelaksanaan tugas DPR 
sangat tergantung pada dukungan Sekretariat Jenderal oleh karena itu 
Sekretariat Jenderal DPR harus dapat melakukan penyesuaian- 
penyesuaian yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja DPR 
dengan memberikan dukungan yang prima dan optimal.

Berkaitan dengan supporting system bagi DPR maka Peraturan Tata 
Tertib juga harus menentukan dengan tegas mengenai proporsionalitas 
dukungan Sekretariat Jenderal atas dukungan keahlian dan dukungan 
teknis. Dengan latar belakang DPR sebagai lembaga politik maka tugas 
dan kegiatan Dewan memiliki orientasi yang bersifat politik sehingga 
Sekretariat Jenderal harus pula memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai 
politik.
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1. Peraturan tatih DPR merupakan salah satu peraturan perundang' 
undangan yang diakui validitas dan legalitasnya sebagaimana 
disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 2004. Walaupun diakui 
sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, eksistensi 
peraturan tatib harus disesuaikan dengan sistem hukum yang ada 
saat ini, yaitu tatib lebih mengarah kepada peraturan yang bersifat 
formil atau mengatur tentang mekanisme atau tata cara suatu 
peraturan perundang'undangan.

2. Peraturan yang bersifat materiil, lebih tepat dipisahkan dari 
peraturan tatib ke dalam Peraturan DPR, misalnya Peraturan DPR 
tentang Fungsi Legislasi.

3. Peraturan tatib yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan 
System hukum yang berlaku, terutama peraturan tatib yang ada 
mengatur hal yang bersifat formil dan peraturan yang bersifat 
materiil. Selain itu sebagai suatu peraturan yang baik, diusahakan 
tidak ada pengulangan (repetitive) suatu materi muatan yang sudah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih 
tingkatnya.

4. Hal lain yang perlu juga diperbaiki adalah bentuk hukum peraturan 
tatib yang selama ini peraturan tatib diatur dalam bentuk hukum 
Keputusan DPR, maka sesuai dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 
2004, bentuk hukum peraturan tatib lebih tepat diatur dalam 
bentuk hukum Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR-RI.

BABIV
KESIMPULAN DAN SARAN
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Peningkatan kinerja DPR di bidang pelaksanaan fungsi legislasi, 
baik secara kualitas mapun secara kuantitas, pada dasarnya dipengaruhi 
oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya terkait dengan Peraturan Tata 
Tertib DPR, yang mengatur mengenai pengorganisasian DPR dan 
mekanisme kerja DPR.

Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, antara lain adalah melakukan 
perubahan terhadap peraturan tata tertib DPR. Perubahan tersebut 
meliputi masalah:

a. Struktur DPR;
Perubahan struktur DPR didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. Dengan memperbesar jumlah komisi, maka jumlah 
anggota di setiap komisi menjadi berkurang. Dengan jumlah yang 
lebih sedikit diasumsikan terjadi pemerataan tugas dan kegiatan 
anggota Dewan. Selain itu juga diperlukan pembatasan jumlah 
anggota Pansus dan pembatasan perangkapan anggota dalam 
Pansus.

b. Sistematika Tata Tertib;
Meskipun hal ini hanya merupakan masalah teknis, namun 
pemahaman anggota terhadap Tata Tertib DPR menjadi lebih 
mudah apabila sistematika Tata Tertib diubah sedemikian rupa. 
Perubahan tersebut antara lain dilakukan dengan cara menyusun 
ulang sistematika dengan tidak mengulang lagi apa yang telah 
diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang. Kemudian pada 
pengaturan Bab Pembentukan Undang-Undang, setiap tahapan 
dilakukan diatur secara lebih terperinci. Di dalam prakteknya, 
mekanisme pembahasan RUU di DPR dapat menghambat 
kecepatan pembahasan RUU, baik karena belum diatur secara 
rinci atau perlunya ada kesepakatan dan penyusunan mekanisme 
pembahasan RUU di masing-masing alat kelengkapan setiap kali 
hendak dimulai pembahasan. Dalam hal ini kapasitas Pimpinan 
alat kelengkapan mempunyai peran penting.

c. Penyempurnaan Proses Legislasi
Penyempurnaan proses legislasi yang diatur di dalam Peraturan 
tata Tertib DPR didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, 
transparansi dan akuntabiltas. Hal ini antara lain tercermin
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dengan mebuka sifat Rapat Panja yang emula tertutup menjadi 
terbuka, meniadakan persetujuan tanpa penyempurnaan untuk 
usul RUU dari anggota atau Komisi,, memindahkan pendapat 
akhir fraksi pada pembicaraan tingkat I, dan sebagainya.

d. Penguatan Supporting System
Dukungan sarana dan prasarana baik secara teknis, administra­
tif, maupun keahlian juga mempunyai pengaruh penting dalam 
pembahasan RUU. Ruang rapat yang kondusif, risalah rapat yang 
cepat tersedia, serta ketersediaan tenaga ahli untuk memberikan 
dukungan data dan informasi terkait dengan RUU yang sedang 
dibahas, sangat penting bagi anggota DPR dalam mengoptimalkan 
pelaksanaan fungsi legislasi.

Secara spesifik dalam penggunaan hak interpelasi, maka diperlukan 
suatu panduan yang dapat diselesaikan dalam skala menyeluruh di tingkat 
perundang-undangan, utamanya menyangkut Undang-undang tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini untuk 
memberikan batas yang jelas mana kiranya yang menjadi porsi pengaturan 
dalam Undang-Undang di satu pihak dan mana yang menjadi materi 
muatan aturan Tata Tertib DPR dipihak lain. Salah satu materi yang 
crusial atas keperluan panduan Tata Tertib ini, adalah bagaimana 
menjelaskan perlu atau tidaknya seorang Presiden dalam menjawab di 
forum DPR terhadap pertanyaan yang diajukan dalam materi interpelasi. 
Batasan tentang kapan seorang Presiden berhalangan tidak tetap 
merupakan salah satu hal yang harus dijawab oleh Tata Tertib berdasarkan 
panduan atas aturan undang-undang yang lebih tinggi. Sebaliknya, 
kewenangan DPR yang sangat luas dalam fungsi pengawasan, dengan 
kewajiban bagi setiap pihak yang harus mematuhinya saat dimintai 
keterangan. Tata Tertib dianggap perlu semakin menegaskan hal itu. 
Ketika Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 masih berlaku, maka 
penyebutan kewajiban para pihak itu harus lebih ditegaskan dalam Tata 
Tertib DPR agar tidak terjadi penyimpangan. Sehingga, bagi setiap 
kalangan publik mengetahui secara jelas bahwa kewajiban untuk hadir 
dimintai keterangan oleh DPR, adalah hanya terkait dengan penggunaan 
hak angket, bukan hak-hak DPR lainnya.
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Tata Tertib DPR sesuai dengan panduan atas ketentuan hukum 
yang lebih tinggi, dapat mendorong agar tercipta komitmen para anggota 
DPR untuk menggunakan hak-haknya sesuai dengan prioritas masalah 
yang sedang dihadapi oleh kepentingan bangsa. Meskipun jangkauan hak- 
hak DPR adalah bersifat sangat luas, tetapi melalui prosedur Tata Tertib 
yang mengembangkan ke arah good govemance, maka masalah-masalah 
strategis dalam ruang lingkup politik rakyat dapat membentuk tentang 
keperluan atas DPR dalam menjalankan setiap hak-haknya. Dalam 
konteks ini pula, ketentuan batas minimal jumlah pengusul hak-hak 
DPR sebaiknya diseragamkan saja, tidak dapat berbeda antara beberapa 
hak dengan hak DPR lainnya. Ketentuan batas minimal angka 13 orang 
sebagai pengusul adalah suatu angka relatif moderat dengan dorongan 
bagi DPR dalam skala prioritas masalah-masalah strategis yang dapat 
diangkat terkait hak-hak domain fungsi pengawasan.

Tata Tertib DPR dituntut untuk mampu memadukan antara 
efektivitas penggunaan hak-hak DPR dalam melakukan pengawasan di 
satu pihak dengan kepentingan jalannya stabilitas pemerintahan itu 
sendiri di pihak lain. Kemampuan untuk memadukan dua sisi politik 
parlemen ini jelas bukan perkara mudah untuk dijalankan, tetap i. melalu i 
kejelasan tafsir atas ketentuan dan panduan dari aturan undang-undang 
yang lebih tinggi, maka tuntutan performance Tata Tertib semacam itu 
bukan mustahil diwujudkan.

Dalam rangka perpaduan muatan Tata Tertib yang kondusif 
terhadap demokrasi ala sistem presidensial, maka perlu dibentuk 
keseriusan sejak awal dalam memberikan batas ketentuan minimal 
sejumlah anggota DPR ketika menjelang rapat parpurna pengesahannya. 
Ketentuan mengenai kemungkinan penambahan jumlah penandatangan 
usulan hak tersebut sebaiknya dihapuskan. Di samping sebagai bentuk 
dukungan prosedural bagi stabilitas politik, penghapusan ketentuan 
penambahan jumlah penandatangan usulan itu juga sangat kondusif bagi 
pengambangan check and balances. Sehingga, menjadi jelas tentang siapa 
yang menjadi kekuatan partai oposisi dan mana yang menjadi pihak 
pendukung pemerintah. Melalui penegasan ini, kiranya dapat terhindar 
atas pertanyaan tentang bagaimana pemilihan letak oposisi-pen^asa di 
satu pihak dengan letak peranan DPR itu sendiri, yang termasuk segala 
fraksi dan individu anggotanya, untuk menjalankan tiga fungsi strategis 
kenegaraannya, yaitu dihidang legislasi, pengawasan, dan dihidang 
penetapan anggaran negara.
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Tata Tertib sangat perlu untuk memberikan panduan yang lebih 

detail dalam mengatur lalu lintas persidangan. Ini khususnya tentang 
alokasi waktu yang harus ditegakkan bagi setiap para anggota Dewan 
yang ingin bertanya dan keharusan kehadiran secara fisik bagi mereka. 
Selama ini, Ketua Rapat secara individual kemampuan politiknya sangat 
menentukan hal tersebut. Menyadari hal tadi, maka Tata Tertib kiranya 
dapat memberikan landasan lebih jelas mengenai prosedur penggunaan 
hak-hak para anggota yang hadir dipersidangan. Sehingga, pembahasan 
materi dapat berjalan secara relatif efektif atau tidak terlampau bertele- 
tele dengan tanpa mengabaikan ruang kebebasan yang memang 
seharusnya dimiliki oleh setiap anggota DPR sebagai wakil rakyat. Dalam 
konteks ini pula. Tata Tertib dapat memberikan jalan bagi usaha 
memperbesar jumlah komisi sesuai dengan jumlah departemen (depart' 
ment related standing committee. Bahkan, di negara tertentu, fungsi 
pengawasan tersebut dilakukan secara khusus oleh komisi-komisi yang 
ditunjuk oleh parlemen.

Dalam peranan pengangkatan pejabat publik tampaknya penegasan 
Tata Tertib atas peranan DPR sebagai lembaga politik perwakilan rakyat 
harus dilakukan. Ini terkait dengan prosedur keterbukaan yang dibangun 
saat pengusulan nama-nama atau rencana pembahasan di alat 
kelengkapan yang ditunjuk oleh rapat Badan Musyawarah, maupun ketika 
berlaku ditingkat proses politik Pimpinan DPR. Sehingga, tidak terjadi 
kerancuan atas kapan dan mengapa suatu jabatan publik tertentu harus 
memperoleh persetujuan, pertimbangan, atau sekedar konsultasi dari 
DPR. Ruang keterbukaan dan ketegasan alat kelengkapan yang ditunjuk 
itu, juga tentu dengan memperhatikan adanya peranan DPD terkait 
dengan peranan DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik. Untuk 
membuka ruang awal ketegasan ini, juga disarankan untuk mengubah 
istilah fit and proper test dalam ketentuan Tata Tertib dengari istilah 
konfirmasi politik terkait peranan DPR dimaksud. Di samping pelajaran 
dari negara lain, istilah konfirmasi politik juga dapat menempatkan DPR 
sebagai lembaga politik perwakilan rakyat di satu pihak yang tidak 
melanggar ketentuan profesionalisme atas jabatan-jabatan publik itu 
sendiri di pihak lain yang satu sama lain jelas sangat bervariasi sifatnya.
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Terhadap fungsi anggaran yang diatur dalam peraturan tatib DPR 
belum sesuai dengan makna hukum dari fungsi anggaran sebagaimana 
diatur dalam Pasal 25 UU No.22 Tahun 2003. Peraturan tatib lebih banyak 
mengatur tentang pembahasan RAPBN, padahal peluang DPR untuk 
menyusun RAPBN sudah diberikan koridor hokum oleh UU No 22 
Tahun 2003. Jadi kalau selama ini pemerintah lebih mndominasi 
pembahasan RAPBN di DPR adalah tidak salah kalau salah satu makna 
hokum dari fungsi anggaran adalah DPR membahas RAPBN bersama 
dengan pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan APBN 
sudah meluas tidak saja kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku selama ini. Untuk itu perlu adanya perbaikan mekanisme 
pembahasan RAPBN sesuai dengan system hokum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Alat kelengkapan sebagaimana yang dikenal selama ini perlu ditinjau 
ulang. Jika alat kelengkapan dipandang sebagai sesuatu yang dibentuk 
oleh DPR untuk melaksanakan fungsi DPR, maka ada beberapa alat 
kelengkapan yang tidak menjalankan salah satu dari fungsi DPR, yaitu 
BURT, BKSAP dan Badan Kehormatan DPR. Atau, tidak menjalankan 
fungsi DPR secara langsung, misalnya Pimpinan DPR dan Badan 
Musyawarah. Untuk itu, ada perbedaan antara alat kelengkapan yang 
menjalankan fungsi DPR secara langsung dan yang tidak menjalankan 
fungsi DPR. Perbedaan tersebut dapat dikenakan terhadap komposisi 
keanggotaan dan cara kerja. Jika alat kelengkapan DPR yang menjalankan 
fungsi DPR keanggotaannya didasarkan pada perimbangan jumlah 
anggota Fraksi, maka alat kelengkapan yang tidak menjalankan fungsinya 
secara langsung dapat diwakili oleh satu orang dari masing-masing Fraksi. 
Untuk itu, cara kerja alat kelengkapan tersebut lagi memperhatikan syarat 
kuorum sebagaimana selama ini. Alat kelengkapan ini juga tidak perlu 
rutin melakukan pertemuan sebagaimana alat kelengkapan DPR lainnya 
seperti Komisi. Dengan demikian, tidak akan banyak waktu yang tersita 
untuk mengurus hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan 
pelaksanaan fungsi DPR.
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Terkait dengan pemilihan pimpinan alat kelengkapan (di luar 
pimpinan dari alat kelengkapan Pimpinan DPR, yang sudah diatur dalam 
UU Susduk), dimana masih terdapat banyak masalah yarig tidak 
menyenangkan kedua belah pihak (Fraksi besar ataupun Fraksi kecil), 
maka disimpulkan ada masalah yang perlu segera dicari jalan keluarnya. 
Dari contoh beberapa negara yang telah melaksanakan pemilihan 
pimpinan di alat kelengkapan di beberapa parlemen, metode D’Hont 
merupakan metode yang telah teruji dapat diterima oleh banyak pihak.

Terkait dengan masing-masing alat kelengkapan DPR. Ada 
beberapa kesimpulan yang bisa diperoleh:

a. Pimpinan DPR
Terkait dengan tugas Pimpinan DPR perlu diatur ulang ketentuan 
yang memuat peranan Pimpinan DPR. Misalnya perlu diatur secara 
tegas apa yang menjadi kewenangan Ketua dan Wakil Ketua. Apa 
yang harus diputuskan berdasarkan Rapat Pimpinan, dan apa yang 
tidak, cukup hanya diputuskan oleh Ketua atau Wakil Ketua 
berdasarkan kewenangan yang sudah ditetapkan. Sehingga tidak 
terjadi politisasi kewenangan dari Pimpinan DPR yang seharusnya 
bersifat administratif menjadi politis. Demikian pula dalam hal 
kewenangan Pimpinan DPR untuk memutus apakah suatu 
kunjungan kerja dan studi banding alat kelengkapan dipandang 
perlu atau tidak. Karena, dalam implementasinya, persetujuan ini 
Pimpinan DPR acapkali memenuhi tuntutan setiap alat 
kelengkapan. Hal ini juga cenderung menjadi keputusan yang 
tertutup, tidak jelas alasan menyetujui atau tidaknya sebuah 
kegiatan. Oleh karena itu penting untuk memberikan kembali 
kewenangan ini kepada Rapat Paripurna DPR.
Peran sebagai juru bicara DPR seharusnya tidak hanya diberikan 
kepada Pimpinan DPR semata, namun juga kepada Pimpinan 
setiap alat kelengkapan, yang mengambil keputusan di alat 
kelengkapannya masing-masing. Sehingga dengan demikian, tidak 
ada miss terhadap berita atau kejadian di DPR.

b. Badan Musyawarah
Peran Badan Musyawarah sebagai DPR Mini harus sudah 
dihapuskan dengan memberikan batasan kewenangan kepada 
Badan Musyawarah. Misalnya, Badan Musyawarah tidak perlu 
meminta penjelasan dari pengusul terhadap pelaksanaan hak-hak 
DPR karena ini hanya menambah birokrasi di DPR semata.
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Komisi
Jumlah Komisi di DPR dibentuk berdasarkan isu yang ada sehingga 
dengan demikian, pembentukan Komisi tidak bergantung kepada 
pembentukan kementerian oleh Presiden. Keanggotaan Komisi 
tidak berganti setiap tahun, namun minimal 2,5 tahun sekali. Hal 
ini untuk menciptakan kesegaran di dalam Komisi dan tidak 
menciptakan kemapanan yang juga buruk bagi Komisi jika 
dilakukan pergantian setiap 5 tahun. Rekrutmen Staf ahli di 
Komisi dilakukan oleh Komisi yang bersangkutan, bukan oleh 
Pimpinannya, sehingga peran staf ahli jelas dan setiap anggota 
Komisi tahu memanfaatkannya.

d. Badan Legislasi
Keanggotaan Badan Legislasi seharusnya bukan dari anggota 

DPR, tetapi dari tenaga-tenaga ahli yang menguasai perundang- 
undangan. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa fungsi Badan 
Legislasi melakukan hal-hal yang bersifat teknis (melakukan 
harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan). Untuk evaluasi dan 
penyempurnaan Tatib dan Kode Etik seharusnya dilakukan oleh 
Pansus.
Panitia Anggaran
Komposisi keanggotaan Panitia Anggaran sebaiknya 
dikembalikan kepada Fraksi. Untuk dapat menciptakan 
transparansi perencanaan anggaran, sudah seharusnya rapat-rapat 
pembahasan anggaran dilaksanakan secara terbuka.

f. BURT
Keanggotaan BURT tidak lagi didasarkan perimbangan anggota 
Fraksi, cukup sebanyak jumlah Fraksi yang ada di DPR (masing- 
masing Fraksi memiliki seorang wakil di BURT).
BKSAP
Keanggotaan BKSAP tidak lagi didasarkan perimbangan 
anggota Fraksi, cukup sebanyak jumlah Fraksi yang ada di DPR 
(masing-masing Fraksi memiliki seorang wakil di BKSAP).

h. Badan Kehormatan
Keanggotaan Badan Kehormatan tidak lagi didasarkan 
perimbangan anggota Fraksi, cukup sebanyak jumlah Fraksi yang 
ada di DPR (masing-masing Fraksi memiliki seorang wakil di 
BURT).
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Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- 
undangan yang mengatur Sekretariat Jenderal DPR-RI terhadap 
pengaturan materi muatan tertentu, sehingga peraturan pelaksanaan 
terhadap Sekretariat Jenderal tidak menambah suatu norma baru. 
Pengaturan lebih lanjut tentang Sekretariat jenderal hanya mengelobarasi 
hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi.

Terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan 
Sekretariat Jenderal, seperti Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal 
dan Deputi lebih tepat diatur dalam tingkat Undang-Undang, misal diatur 
dalam UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sebagai suatu pejabat public hendaknya pemilihan, 
pengangkatannya dilakukan secara transparan dan terbuka dan adanya 
peran serta public dalam mengusulkan calon pejabat di lingkungan 
Sekretariat Jenderal, mengingat kedudukan pejabat struktur ini sangat 
penting bagi terselenggaranya kegiatan DPR-Rl.

Perlu diatur segala hal yang berhubungan dengan staf ahli, atau 
tim ahli, mengingat DPR adalah lembaga politik, sehingga peranan dari 
para staf ahli dan tim ahli sangat membantu pelaksanaan tugas-tugas 
Anggota DPR.

Perlu memberikan kejelasan tugas di antara pejabat di lingkungan 
Sekretariat Jenderal, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
kewenangan DPR.

Perlu memperkuat staf fungsional berdasarkan keahlian seperti 
peneliti, legal drafting/ tenaga perancang peraturan dan kebijakan pub­
lic serta keahlian di bidang keuangan. Terhadap para staf fungsional ini 
perlu dipikirkan jenjang karier di masa mendatang.

i. Pansus
Dalam kenyataannya saat ini ada Pansus besar, sedang, dan 
kecil. Penting untuk diatur di dalam Tatib kategori Pansus besar, 
sedang dan kecil tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan Fraksi perlu dipilah mana kegiatan 
DPR yang membutuhkan persyaratan Fraksi. Misalnya untuk RDPU tidak 
perlu ada persyaratan Fraksi.
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